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Kata Pengantar

Kembali lagi dengan kajian tengah tahun 2022 The Indonesian Institute, Center
for Public Policy Research (Tll) terkait kebijakan publik di Indonesia, di mana
pandemi Covid-19 sudah memasuki tahun ketiga. Beragam penyesuaian
dilakukan, termasuk dalam konteks pemulihan ekonomi nasional maupun
proses belajar mengajar. Di sisi lain, tahun 2022, menandai 24 tahun reformasi
di Indonesia dan dimulainya periode jelang Pemilu Serentak 2024 yang tidak
kalah penting dan hangatnya.

Beberapa pekerjaan rumah yang masih menjadi catatan untuk mendorong
demokrasi yang lebih bermakna dan masih dalam semangat reformasi juga
kami angkat dalam kajian tengah tahun kali ini. Diantaranya adalah mengenai
evaluasi terhadap tim seleksi dan proses seleksi anggota Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027;
analisis terhadap penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di KPU,
serta tantangan dalam proses legislasi terkait RUU Perlindungan Data Pribadi
dan Perubahan Kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Topik-topik
yang terkait dengan aspek politik dan hukum tata negara ini kami kaji dengan
konsisten dalam rangka mendorong demokrasi yang partisipatif, inklusif,
transparan, akuntabel, responsif, dan relevan. Kehadiran produk hukum yang
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam konteks saat ini dan berperspektif
HAM dan kebebasan, proses kebijakan yang akuntabel, transparan dan inklusif,
serta dapat diakses siapapun, dan kesiapan sarana dan prasarana untuk open
e-government, dengan prinsip good governance, termasuk dalam konteks
pemilu, menjadi beberapa rekomendasi dan pesan utama yang kami angkat
dalam kajian tengah tahun ini.

Di topik ekonomi, kajian tengah tahun ini menganalisis tentang realisasi
anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terutama terkait
efektivitas pemanfaatannya di klaster Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM), beserta kendalanya. UMKM yang selama ini berkontribusi signifikan
terhadap perekonomian, baik dalam hal ketenagakerjaan maupun Produk
Domestik Bruto (PDB), juga mengalami tantangan dan terdampak akibat
pandemi Covid-19. Kajian TIl mencatat bahwa bahwa kredit usaha mikro secara
skala usaha, paling banyak melakukan kredit. Di sisi lain, penyaluran manfaat
untuk UMKM, termasuk dalam hal keuangan oleh lembaga keuangan seperti
bank, juga mengalami kendala. Kekuatiran akan risiko gagal bayar, tantangan
dalam sosialisasi informasi mengenai manfaat, termasuk ketimpangan literasi
UMKM terkait pemahaman mengenai informasi dan ketersediaan pinjaman,
serta syarat pinjaman, menjadi beberapa kendala dalam upaya memulihkan
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kondisi UMKM. Kajian di topik ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan
yang kondusif dan peran aktor non-pemerintah dalam upaya mendukung
keberlangsungan UMKM di masa pandemi ini.

Sementara, di aspek sosial, kajian tengah tahun 2022 ini menganalisis tentang
proses pembelajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah di tahun ketiga
pandemi Covid-19, di mana kami mengaitkannya juga dengan SKB 4 Menteri
tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Studi ini mencatat bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) masih dianggap
lebih baik oleh guru dan murid karena dianggap lebih efektif dan berdampak,
dibandingkan model pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang memiliki kendala dalam
proses belajar mengajar maupun teknis dan infrastruktur, serta lengahnya
penerapan protokol kesehatan. Kajian TII merekomendasikan pentingnya
komunikasi dan kerjasama beragam pihak dalam sektor pendidikan, seperti
Kemendikbudristek, Kementerian Agama, DPR maupun DPRD dan DPD,
pemerintah dan dinas terkait, sektor privat, Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan dan Pendidikan Profesi untuk melakukan evaluasi melakukan
evaluasi secara berkala terhadap penerapan SKB 4 Menteri tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Hal ini penting
untuk memaksimalkan adaptasi dan perbaikan mutu pendidikan di masa
pandemi dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada, serta
kepentingan dan aspirasi para pihak terkait pendidikan.

Selamat membaca. Semoga kajian kebijakan ini bermanfaat dalam memberikan
analisis kebijakan yang kritis, mendalam, komprehensif, serta kontekstual yang
memperkaya diskursus tentang kebijakan publik di beragam topik kebijakan,
serta rekomendasi kebijakan yang relevan dan penting untuk diterapkan di
Indonesia.

Salam,

Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D.
Direktur Eksekutif
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
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BAB 1

Evaluasi Proses Seleksi
Calon Anggota KPU dan Bawaslu
Periode 2022-2027

Oleh: Ahmad Hidayah

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Pada Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan Ill Tahun Sidang 2021-
2022 yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPRRI) Puan Maharani, telah menyetujui tujuh orang anggota Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dan lima orang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
periode 2022-2027. Adapun ketujuh orang anggota KPU tersebut. Kedua belas
orang yang ditetapkan oleh DPR RI ini sebelumnya telah melalui serangkaian
proses seleksi hingga akhirnya ditetapkan sebagai anggota KPU dan Bawaslu
periode 2022-2027. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi proses
seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Penelitian yang
dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif ini, mengevaluasi proses
seleksi dengan menggunakan sembilan prinsip good governance. Hasil dari
penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat tujuh prinsip good governance
yang telah diterapkan dan dua prinsip good governance yang belum dipenuhi.
Selain itu, penelitian ini juga mencatat bahwa prinsip penegakan hukum belum
sepenuhnya diterapkan pada penentuan tim seleksi, serta partisipasi publik
dan transparansi juga belum terpenuhi.

Kata Kunci: Bawaslu, Good Governance, KPU, Seleksi
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Pendahuluan

Jelang berakhirnya masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)
dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tahun 2022, pemerintah melalui
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai membentuk tim seleksi calon
anggota KPU dan Bawaslu untuk periode 2022-2027. Pembentukan tim seleksi
sesuai dengan amanat Pasal 22 (8) dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa pembentukan
tim seleksi ditetapkan dengan keputusan presiden dalam waktu paling lama
enam bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU dan Bawaslu.

Untuk itu, pada 8 Oktober 2021 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon
Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Masa Jabatan
2022-2027. Dalam Keppres tersebut, tertulis 11 nama yang akan menjadi
tim seleksi, diantaranya adalah Juri Ardiantoro (Ketua merangkap anggota),
Chandra M Hamzah (Wakil ketua merangkap anggota), Bahtiar (Sekretaris
merangkap anggota), Edward Omar Sharif Hiariej (anggota), Airlangga Pribadi
Usman (anggota), Hamdi Muluk (anggota), Endang Sulastri (anggota), | Dewa
Gede Palguna (anggota), Abdul Ghaffar Rozin (anggota), Betti Alisjahbana
(anggota), dan Poengky Indarty (anggota).

Munculnya nama-nama di dalam Keppres Nomor 120/P Tahun 2021 mengikuti
aturan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, yaitu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen;
terdiri atas tiga orang unsur pemerintah, empat orang unsur akademisi, dan
empat orang unsur masyarakat; serta berpendidikan paling rendah strata 1 (S-
1) dan berusia paling rendah 40 tahun. Selain itu, dalam undang-undang (UU)
a quo, juga dijelaskan tim seleksi harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti
memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik, memiliki kredibilitas dan integritas,
memahami permasalahan pemilu, memiliki kemampuan dalam melakukan
rekrutmen dan seleksi, serta tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara
pemilu.

Tugas dari tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu secara umum adalah
membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan
diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Secara lebih rinci, tugas tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu adalah
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mengumumkan pendaftaran calon, menerima pendaftaran calon, melakukan
penelitian administrasi calon, dan mengumumkan hasil penelitian administrasi.
Calon anggota KPU dan Bawaslu yang dinyatakan lolos melanjutkan ke tahap
selanjutnya, yaitu seleksi tertulis, tes kesehatan, dan serangkaian tes psikologi.
Setelah itu, tim seleksi mengumumkan nama daftar calon yang lolos tes
tersebut dan dipublikasikan kepada khalayak untuk mendapatkan masukan
dari publik. Tahapan seleksi dilanjutkan dengan mewawancari calon anggota
KPU dan Bawaslu.

Setelah melakukan serangakaian proses seleksi, pada 6 Januari 2022, tim seleksi
menetapkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu
untuk masa jabatan 2022-2027 kepada Presiden Joko Widodo (Presidenri.
go.id, 6/1/2022). 14 nama calon anggota KPU terdiri atas 10 orang laki-laki dan
4 orang perempuan, yaitu August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Dahliah, Hasyim
Asy'ari, | Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Idham Holik, Iffa Rosita, Iwan Rompo
Banne, Mochammad Afifuddin, Muchamad Ali Safa‘'at, Parsadaan Harahap,
Viryan Aziz, Yessy Yatty Momongan, dan Yulianto Sudrajat. Sementara, 10 calon
anggota Bawaslu terdiri atas 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, yaitu
Aditya Perdana, Andi Tenri Sompa, Fritz Edward Siregar, Herwyn Jefler Hielsa
Malonda, Lolly Suhenty, Mardiana Rusli, Puadi, Rahmat Bagja, Subair, dan Totok
Hariyono (rmol.id, 19/01/2022).

Proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 tidak berhenti di
tangan presiden. Tahapan selanjutnya adalah dikeluarkannya Surat Presiden
(Surpres) tentang calon anggota KPU dan Bawaslu dan diberikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk dilakukan uji
kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada tanggal 14-16 Februari
2022. Hingga pada 17 Februari 2022, Komisi || DPR RI telah menetapkan tujuh
nama anggota KPU dan lima anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027 (dpr.
go.id, 17/02/2022).

Satu hari setelahnya, Rapat Paripurna DPR Rl ke-16 Masa Persidangan Ill Tahun
Sidang 2021-2022 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui
nama-nama yang ditetapkan oleh Komisi Il DPR RI. Adapun tujuh nama yang
akan menjabat sebagai anggota KPU masa jabatan 2022-2027 adalah Betty
Epsilon Idroos, Hasyim Asy‘ari Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap,
Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Sedangkan lima anggota
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Bawaslu terpilih, yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan
Herwyn Jefler Hielsa Malonda (dpr.go.id, 18/02/2022).

Walaupun proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu untuk periode 2022-
2027 telah selesai, namun bukan berarti proses seleksi tersebut tanpa catatan.
Misalnya, di awal proses atau pada saat tim seleksi dibentuk, Koalisi Masyarakat
Sipil Kawal Pemilu 2024 memberikan beberapa catatan terkait dengan keputusan
dan penetapan tim seleksi KPU dan Bawaslu. Pertama, menyayangkan proses
penentuan tim seleksi yang tidak memberikan waktu “masa sanggah” bagi
masyarakat untuk memberikan catatan dan masukan terhadap rekam jejak
masing-masing anggota tim seleksi yang sudah ditentukan.

Kedua, Pasal 22 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan
komposisi tim seleksi KPU dan Bawaslu berasal dari perwakilan unsur
pemerintah sebanyak tiga orang, perwakilan unsur masyarakat empat orang,
dan perwakilan unsur akademisi empat orang. Surat Keputusan Presiden Nomor
120/P Tahun 2021, tidak memberikan penjelasan secara rinci dan terbuka latar
belakang 11 anggota tim seleksi tersebut yang mewakili unsur pemerintah (3
orang), unsur akademisi (4 orang), dan unsur masyarakat (4 orang).

Ketiga, tim seleksi memang memiliki rekam jejak teruji dalam kepemiluan,
tetapi yang bersangkutan juga merupakan mantan anggota tim sukses Jokowi-
Ma'ruf pada Pemilu 2019. Hal ini sangat disayangkan karena ketua tim seleksi
KPU dan Bawaslu bukan berasal dari unsur masyarakat atau akademisi.

Keempat, jumlah keterwakilan perempuan dalam tim seleksi anggota KPU dan
Bawaslu periode 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah ini meningkat
dalam Surat Keputusan Presiden No.120/P tahun 2021 yang menetapkan tiga
orang perempuan dan delapan orang laki-laki sebagai anggota tim seleksi.
Namun, komposisi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan tim seleksi
masih kurang dari 30 persen atau hanya sebesar 27 persen.

Kelima, terdapat beberapa anggota tim seleksi yang memiliki afiliasi langsung
dengan organisasi masyarakat atau kelompok tertentu dan seharusnya
lebih banyak yang memiliki latar belakang kepemiluan (Puskapol Ul, 2021).
Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi (Perludem), dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas
Andalas mengirimkan surat keberatan resmi terhadap Keputusan Presiden
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Nomor 120/P Tahun 2021. Surat keberatan ini sudah disampaikan ke Sekretariat
Negara pada 5 November 2021. Pokok keberatan yang disampaikan terhadap
keputusan presiden tesebut adalah terkait unsur pemerintah di Tim seleksi KPU
dan Bawaslu periode 2022-2027 yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Perludem.
org, 2021).

Selain catatan terkait penentuan tim seleksi, beberapa catatan juga diberikan
oleh Perludem setelah terpilihnya tujuh orang anggota KPU dan 5 orang
anggota Bawaslu periode 2022-2027. Misalnya, menyayangkan keputusan
DPR RI yang hanya memilih satu orang perempuan sebagai anggota KPU
dan Bawaslu. Padahal, ditengah dorongan publik yang sangat kuat, serta
tersedianya calon anggota KPU dan Bawaslu perempuan yang berkompeten
dan berintegritas, Komisi Il DPR punya kesempatan untuk melaksanakan
mandat Undang-Undang Pemilu dengan memilih 30 persen perempuan dari
komposisi anggota KPU dan Bawaslu.

Selain itu, Perludem juga menyoroti terkait proses pemilhan anggota KPU dan
Bawaslu untuk periode 2022-2027 yang berbeda dengan pemilihan saat dua
periode yang lalu. Pada tahun 2012 dan 2017, publik dapat melihat secara
langsung proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Komisi Il DPR RI saat
memilih anggota KPU dan Bawaslu. Namun, pemilihan yang dilakukan dini hari
dan secara tertutup menimbulkan pertanyaan mengenai metode penentuan
peringkat yang dibuat dan apa yang menjadi dasar penentuan peringkat
tersebut. Bahkan nama-nama yang terpilih sama dengan nama-nama yang
beredar melaui pesan berantai sebelum fit and proper test dimulai (Perludem.
org, 17/02/2022).

Berdasarkan beberapa catatan yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk
mengevaluasi proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-
2027. Pasalnya, dalam upaya untuk menciptakan pemilu yang berintegritas,
sangat erat kaitannya dengan bagaimana menciptakan mekanisme seleksi
penyelenggara pemilu yang ideal. Dalam hal ini, desain ideal mekanisme
seleksi penyelenggara mencakup keseluruhan regulasi yang mendasarinya,
proses implementasi, dan evaluasi mekanisme yang diterapkan (Puskapol Ul,
2019). Untuk itu, penelitian ini akan mengevaluasi proses seleksi calon anggota
KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.
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Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana evaluasi proses
seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) periode 2022-20277

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian
kualitatif, terdapat teori dan data, di mana teori dan data berkaitan satu dengan
lainnya. Data dan teori yang diperoleh kemudian diliteraturkan, diinvetarisir,
dikualifikasikan, kemudian permasalahan digambarkan dengan fakta- fakta
yang ada dan disusun dalam sebuah tulisan (Neumann, 2014).

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara,
yaitu dengan studi literatur maupun dokumen dan wawancara mendalam.
Studi literatur maupun dokumen yang dimaksud adalah menggunakan buku,
jurnal ilmiah, artikel dari media massa, dokumen undang- undang, hingga
internet sebagai referensi dalam penulisan penelitian. Sementara, wawancara
yang mendalam terhadap narasumber yang telah dipilih untuk mendapatkan
informasi yang diperlukan dalam penelitian. Informan atau narasumber dalam
penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Daftar Narasumber Penelitian

Nama Informan Jabatan
August Mellaz Anggota KPU terpilih periode 2022-2027
Lolly Suhenty Anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027

Kajian Literatur

Berdasarkan pengalaman banyak negara dalam melakukan seleksi
penyelenggara pemilu, terdapat dua model utama seleksi yang biasa dilakukan,
yakni tertutup dan terbuka. Pada model seleksi tertutup (appointment),
memfokuskan pada apakah ditunjuk berdasarkan expert-based atau multiparty-
based. Adapun expert-based yang dimaksud berarti penyelenggara pemilu
dipilih dari kelompok profesional yang memiliki kompetensi dan independensi
dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara,
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multiparty-based adalah berdasarkan perwakilan-perwakilan yang ditentukan
oleh partai politik sebagai perwakilan yang dianggap memenuhi kriteria mereka.
Adapun model seleksi terbuka dilakukan melalui seleksi yang sifatnya terbuka
untuk publik dan dilaksanakan oleh suatu tim independen yang dibentuk
oleh instansi pemerintah atau yang ditunjuk. Proses seleksi yang dimaksud
ini bertujuan memperoleh sejumlah nama yang kemudian akan dipilih oleh
negara (aceproject.org, dalam PUSKAPOL Ul, 2019).

Berdasarkan pengalaman Indonesia, kedua model seleksi ini pernah diadopsi.
Pada masa Orde Baru dan pemilu pertama pasca reformasi 1998, Indonesia
pernah mengadopsi model seleksi tertutup yang berbasiskan multiparty-
based dan dikombinasikan dengan expert-based. Sementara, jika mengacu
pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, model
seleksi penyelenggara pemilu yang dipraktikkan di Indonesia saat ini dapat
dimasukkan dalam kategori seleksi terbuka, di mana kandidat penyelenggara
pemilu mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi
independen (PUSKAPOL Ul, 2019).

Lebih lanjut, Dalam kajian pemilu berintegritas, faktor kelembagaan menjadi
salah satu dari beberapa faktor yang menentukan integritas sebuah pemilu.
Dalam hal ini, pemilu berintegritas umumnya dimaknai sebagai kondisi
terpenuhinya standar norma universal dalam keseluruhan tahapan, mulai
dari tahapan pra-pemilu, masa kampanye, hari pemungutan suara, hingga
pasca pemilu (Norris, 2015). Untuk itu, dalam menganalisis evaluasi proses
seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, penelitian ini
menggunakan teori good governance, di mana terdapat sembilan prinsip yang
harus terpenuhi ada dalam proses seleksi (Pasolong, 2019). Prinsip tersebut
sebagai berikut:

e Partisipasi Masyarakat: Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam
pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga
perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.

e Penegakan hukum: Setiap proses harus memiliki payung hukum yang
jelas dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

e Transparansi: Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan
informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan,
dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan
dipantau.
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e Peduli pada para pemangku kepentingan: Lembaga-lembaga dan
seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang
berkepentingan.

e Berorientasi pada konsensus: Tata pemerintahan yang baik menjembatani
kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu
konsensus menyeluruh.

e Kesetaraan: Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan
memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka

e Efektivitas dan Efisiensi. Proses seleksi menggunakan sumber daya yang
ada dengan optimal.

e Akuntabilitas: Para pengambil keputusan bertanggung jawab baik kepada
masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan

e Visi Strategis: Anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih harus memiliki
perspektif yang luas dan jauh ke depan.

Pembahasan

Penentuan Tim Seleksi

Pada 8 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo telah menetapkan 11 orang
menjadi tim panitia seleksi KPU dan Bawaslu. Penetapan Tim Pansel tersebut
dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 120/P Tahun 2021
tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU masa jabatan tahun
2022-2027 dan calon anggota Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027.
Menurut Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dikeluarkannya
Keppres ini berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 22 dan Pasal 118
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang ini
mengamanatkan Presiden agar membentuk keanggotaan tim seleksi calon
anggota KPU dan Bawaslu dalam waktu paling lama 6 bulan sebelum berakhir
masa jabatan pada 11 April 2021 (Beritasatu.com, 11/10/2021).

Namun, penentuan tim seleksi tersebut tidak lepas dari kritikan, salah satunya
datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024. Dalam pernyataan
resminya, Kolisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 mempertanyaan terkait
terpilihnya Juri Ardiantoro sebagai ketua sebagai ketua tim seleksi.
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“Ketua Tim Seleksi KPU dan Bawaslu memang memiliki rekam jejak teruji
dalam kepemiluan. Akan tetapi, yang bersangkutan juga merupakan
mantan anggota Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019. Sementara,
dalam Surat Keputusan Presiden No. 120/P Tahun 2021, tidak memberikan
penjelasan secara perinci dan terbuka latar belakang 11 anggota tim seleksi
tersebut yang mewakili unsur pemerintah tiga orang, unsur akademisi
empat orang, dan unsur masyarakat empat orang”. Pernyataan resmi
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 (Bisnis.com, 13/10/2022).

Selain itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai
komposisi susunan tim seleksi tersebut tidak sesuai dengan undang-undang,
yaitu Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
yang menyebutkan syarat tim seleksi KPU-Bawaslu. Dalam aturan tersebut,
ditetapkan tim seleksi terdiri atas 3 orang unsur pemerintah. Namun, dari
11 nama tim seleksi, terdapat 4 unsur pemerintah, yaitu Keempat unsur
tersebut adalah Kanotr Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta Komisi
Kepolisian Nasional (Kompolnas) (Detik.com, 11/10/2021). Lebih lanjut, Koalisi
Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 juga menyayangkan penentuan tim seleksi
tidak memberikan waktu “masa sanggah” bagi masyarakat untuk memberikan
catatan dan masukan terhadap rekam jejak tim seleksi KPU dan Bawaslu
periode 2022-2027.

Tidak hanya itu, jumlah keterwakilan perempuan dalam tim seleksi anggota
KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 tercatat sebanyak dua orang. Jumlah
itu meningkat dalam Surat Keputusan Presiden No.120/P tahun 2021 yang
menetapkan tiga orang perempuan dan delapan orang laki-laki sebagaianggota
tim seleksi. Namun, komposisi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan
tim seleksi masih kurang dari 30 persen atau hanya sebesar 27 persen.

Terkait komposisi tim seleksi, Lolly Suhenty, anggota Bawaslu terpilih periode
2022-2027, menyayangkan belum terpenuhinya 30 persen dalam komposisi
tim seleksi. Meski demikian, Lolly Suhenty mengatakan bahwa kinerja tim
seleksi sudah cukup baik.

“Saya menyayangkan (terkait komposisi perempuan di tim seleksi yang
tidak mencapai 30 persen). Tetapi dalam perjalanannya, ternyata tiga
perempuan (ni (tim seleksi) cukup dapat mewarnai proses. Saya lihat
bersungguh-sungguh meski hasil akhirnya masih belum sesuai harapan.”
Wawancara dengan Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu Terpilih Periode
2022-2027, pada 19 Mei 2022.
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Senada dengan Lolly Suhenty, August Mellaz, Anggota KPU terpilih periode
2022-2027 mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas dalam menilai
komposisi tim seleksi. Namun, August mengatakan bahwa yang terpenting
adalah bagaimana tim seleksi bekerja. Selain itu, menurut August Mellaz,
komposisi tim seleksi dapat dipercaya, dan layak untuk dipilih.

“Kebetulan saya kan posisinya tidak dalam kapasitas menilai itu (komposisi
tim seleksi), pemerintah atau masyarakatnya. Tetapi secara umum, kalau
saya perhatikan keseluruhan timsel itu dipercaya dan sangat layak untuk
dipilih sebagai timsel."” Wawancara dengan August Mellaz, Anggota KPU
Terpilih Periode 2022-2027, pada 20 Mei 2022.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa walaupun tidak
mengalami penolakan dari peserta seleksi, namun komposisi tim seleksi belum
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu yang menyebutkan syarat tim seleksi KPU-Bawaslu. Terkait 30
persen perempuan, hal ini tidak pula sepenuhnya melanggar Undang-Undang
Pemilu karena di dalam undang-undang tertulis “memperhatikan” bukan
“mewajibkan”. Namun, hal ini tetap menunjukkan bahwa unsur kesetaraan
tetap belum terpenuhi.

Selain itu, berdasarkan pernyataan resmi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu
2024, variabel transparansi dan partisipasi publik juga masih memiliki catatan,
mengingat tidak adanya penjelasan secara perinci dan terbuka latar belakang
11 anggota tim seleksi dan tidak diberikannya waktu sanggah bagi masyarakat
untuk memberikan catatan serta masukan terhadap rekam jejak tim seleksi
KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

Proses Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027

Pada 18 Oktober 2021, tim seleksi resmi membuka pendaftaran untuk anggota
KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Timsel KPU-Bawaslu membuka tiga
jalur pendaftaran. Pertama, calon yang hendak mendaftar bisa langsung
mengirimkan berkas-berkas ke sekretariat Timsel KPU-Bawaslu di Gedung B
Lantai 2, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7,
Jakarta Pusat. Kedua, Timsel KPU-Bawaslu juga membuka layanan pos dengan
alamat yang sama bagi calon yang tidak bisa datang langsung ke sekretariat.
Ketiga, terdapat website khusus yang disediakan Timsel KPU-Bawaslu yaitu
https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id/ (Rumahpemilu.org, 2021).
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Gambar 1.1 berikut ini menunjukkan tahapan seleksi calon anggota KPU dan
Bawaslu periode 2022-2027.

Gambar 1.1 Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawalu
Periode 2022-2027
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Sumber: rumahpemilu.org.

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, proses seleksi dimulai dengan dibukanya
pendaftaran yang diumumkan oleh tim seleksi, lalu tim seleksi menerima berkas
administrasi pelamar, dan dilakukan seleksi administrasi oleh tim seleksi hingga
diumumkan nama-nama pelamar yang lolos ke tahap selanjutnya. Dilansir dari
tribunnews.com, Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-
2027 mengumumkan 629 orang lulus tahap seleksi administrasi. Artinya,
terdapat 239 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi
(tribunnews.com, 17/11/2021).

Menurut wakil ketua tim seleksi, Chandra M Hamzah, sebelum diumumkan
hasil seleksi tahap 1, tim seleksi telah membuka partisipasi publik, khususnya
dari masyarakat sipil, terkait profil yang dibutuhkan menjadi penyelenggara
pemilu. Timsel pun meminta bantuan masyarakat sipil untuk mendorong
orang-orang yang kredibel, berintegritas, mempunyai kapasitas, dan memiliki
keberanian agar mendaftar menjadi bakal calon anggota KPU atau Bawaslu
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RI. Dengan demikian, pilihan-pilihan terhadap bakal calon lebih beragam dan
diharapkan mendapatkan kandidat terbaik dari yang paling baik (Republika.
co.id, 17/10/2021).

“Silakan kita dikasih masukan. Apakah masukan ini itu penting akan
dipertimbangkan? Akan sangat dipertimbangkan,” Chandra M. Hamzah,
Wakil Ketua Tim Seleksi KPU-Bawaslu (Republika.co.id, 17/10/2021).

Dalam tahapan seleksi administrasi, tim seleksi tidak memberi waktu bagi
para pendaftar melakukan sanggahan. Pasalnya, pada saat tahapan penelitian
administrasi yang berlangsung sejak tanggal 10 hingga 16 November 2021,
tim seleksi telah memberikan notifikasi kepada pendaftar jika ada dokumen
yang kurang lengkap.

“Tidak ada masa sanggah, kenapa? Karena yang kurang selalu diberikan
notifikasi. Artinya, kami sudah proper memberitahukan kepada bakal
calon. Bahkan kami sudah melakukan kroscek. Siapa tau mendaftar lewat
online, tapi diantarkan secara langsung (ke sekretariat)” | Dewa Gede
Palguna, anggota Tim Seleksi KPU-Bawaslu, dalam konferensi pers di
Kantor Kemendagri (tribunnews.com, 17/11/2021).

Menurut Lolly Suhenty, anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027, tim seleksi
sudah baik dalam menyampaikan informasi-informasi penting terkait seleksi,
termasuk pada tahap pendaftaran. Hal serupa juga diungkapkan oleh August
Mellaz, anggota KPU terpilih periode 2022-2027. Menurutnya, tim seleksi sudah
sangat aktif dalam memberikan informasi kepada pendaftar ataupun peserta
seleksi. Hal ini ditunjang dengan penggunaan teknologi internet. Bahkan, tim
seleksi bersedia untuk membantu jika ada peserta yang mengalami kesulitan.

“Timselyang sekarang luar biasa dalam melayani pelayanan informasi. Jadi,
informasi itu masuk via email ataupun via pesan whatsapp. Pendaftaran
bisa dilakukan melalui online dan fisik, tetapi pada dasarnya karena kita
proses sudah mulai digitalisasi, pada akhirnya orang yang datang dengan
bawa dokumen berkas fisik itu pada akhirnya harus tetap diunggah, dan
itu untuk proses pengunggahan kan tidak semua orang familiar. Menscan,
mengubah dokumen menjadi foto atau pdf, itu ada panitia yang membantu
mengasisteni para peserta, sehingga dokumennya masuk semua. Justru tim
seleksi ini, baik dari sisi timsel maupun panitia pendukungnya, itu helpful.
Misalkan ada orang-orang yang usianya beragam dan kepahaman dia
dengan teknologi kan berbeda, justru diunggahkan sama mereka, di scan
sama mereka.” Wawancara dengan August Mellaz, Anggota KPU Terpilih
Periode 2022-2027, pada 20 Mei 2022.
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Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL Ul) membuat beberapa
catatan penting terkait proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode
2022-2027 pada tahap 2 Terkait proses registrasi peserta pada seleksi tulis,
makalah, dan psikologi, PUSKAPOL Ul memberikan catatan bahwa tidak ada
mekanisme pengantrian yang jelas ditambah dengan banyaknya tahapan
pemeriksaan berkas membuat penumpukan antrian pada saat registrasi.
Terkait teknis, juga ditemukan beberapa kendala sehingga beralih ke metode
manual. Lebih lanjut, hasil survei PUSKAPOL Ul yang melibatkan 109 peserta
tes, memperlihatkan bahwa 22,8 persen responden menilai sangat buruk, 29,5
persen buruk, 29,5 persen baik, dan 18,2 persen sangat baik.

Gambar 1.2 Survei Kepuasan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU dan
Bawaslu Periode 2022-2027 Pada Saat Registrasi Seleksi Tahap 2

Sangat Buruk
22.8

Sangat Baik 18.2

Baik 29.5
Buruk 29.5

Sumber: Channel YouTube PUSKAPOL Ul, Evaluasi Seleksi Tahap Il dan Telaah 48 Nama
Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027.

Setelah melalukan registrasi, peserta melanjutkan tahapan seleksi yaitu tes
tertulis dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). PUSKAPOL
Ul memberikan beberapa catatan terkait tes tertulis, seperti terdapat beberapa
kendala teknis. Misalnya, permasalahan laptop dan internet, waktu pelaksanaan
tes yang mundur, jumlah tim teknis yang terbatas sehingga peserta yang
membutuhkan bantuan harus menunggu, serta hasil tes CAT yang tidak
langsung dapat diketahui.
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Terkait permasalahan teknis, Lolly Suhenty, anggota Bawaslu terpilih periode
2022-2027, mengatakan bahwa dirinya sempat mengalami permasalahan
teknis pada saat ujian tulis. Namun, panitia cukup sigap dalam membantu dan
mencari solusi terkait permasalahan tersebut.

“Sempat ada problem saat tes CAT karena tiba-tiba 1 baris tidak bisa
digunakan komputernya. Tetapi panitia cukup sigap dengan menempatkan
kamidi meja kosong lainnya hingga bisa menyelesaikan tesnya.”Wawancara
dengan Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu Terpilih Periode 2022-2027, pada
19 Mei 2022.

Berbeda dengan Lolly Suhenty yang mengalami permasalahan teknis, August
Mellaz, anggota KPU terpilih periode 2022-2027 mengatakan tidak pernah
mengalami hal tersebut, walaupun ia melihat bahwa permasalahan teknis
memang beberapa kali terjadi kepada peserta lain. Namun, August Mellaz
mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh panitia sudah cukup baik
sehingga permasalahan dapat diatasi. Hal ini sesuai dengan hasil survei yang
dilakukan oleh PUSKAPOL Ul yang melibatkan 109 responden peserta seleksi,
di mana hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa bahwa
tes tulis cukup baik, yaitu 46,4 persen dan 12,4 persen mengatakan sangat
baik.

Gambar 1.3 Survei Kepuasan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU dan
Bawaslu Periode 2022-2027 pada Tes Tertulis Tahap 2

Sangat Buruk
4.1

Sangat Baik
12.4

Sumber: Channel YouTube PUSKAPOL Ul, Evaluasi Seleksi Tahap Il dan Telaah 48 Nama
Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027.
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Setelah tes tertulis, peserta seleksi melanjutkan ke tahap tes makalah. Terdapat
beberapa catatan yang diberikan PUSKAPOL Ul terkait tes makalah, seperti
permasalahan teknis (keyboard dan mouse kurang responsif) dan mekanisme
penyimpanan data yang membingungkan. Misalnya, tidak adanya konfirmasi
di akhir apakah makalah peserta sudah terekam atau tidak. Terkait tes makalah,
mayoritas responden mengatakan tes tersebut sudah baik.

Gambar 1.4 Survei Kepuasan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU dan
Bawaslu Periode 2022-2027 pada Tes Makalah Seleksi Tahap 2

Sangat Buruk
10.1

Sangat Baik
14.1

Sumber: Channel YouTube PUSKAPOL Ul, Evaluasi Seleksi Tahap Il dan Telaah 48 Nama
Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027.

Tes terakhir pada tahapan kedua adalah tes psikologi. Tidak ada catatan yang
berarti pada tahap ini yang diberikan oleh PUSKAPOL Ul, hanya terkait kualitas
pengeras suara yang tidak terlalu baik sehingga instruksi tidak terdengan jelas
bagi peserta yang duduk di belakang. Meski demikian, mayoritas responden
yang merupakan peserta mengarakan bahwa tes psikologi sudah cukup baik.
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Gambar 1.5 Survei Kepuasan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU dan
Bawaslu Periode 2022-2027 pada Tes Psikologi Seleksi Tahap 2

Sangat Buruk

21
Buruk Sangat Baik
11.2 14.1

Sumber: Channel YouTube PUSKAPOL Ul, Evaluasi Seleksi Tahap Il dan Telaah 48 Nama
Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027.

Tidak hanya memberikan catatan pada tahapan tes, PUSKAPOL Ul juga
memberikan catatan terkait ketertiban selama tes dan protokol kesehatan
yang diterapkan. Pertama, masih banyak handphone yang berdering selama
proses seleksi dan hal tersebut cukup menggangu jalannya tes. Kedua, antrian
yang panjang pada saat registrasi menyebabkan sulitnya menerapkan protokol
kesehatan, seperti menjaga jarak antar peserta. Ketiga, kurang ketatnya
penerapan aturan untuk melakukan scan barcode pada aplikasi pedulindungi.

Namun, berdasarkan pengalaman August Mellaz, anggota KPU terpilih periode
2022-2027, secara umum, protokol kesehatan sudah dijalankan dengan baik,
seperti adanya ketentuan bagi peserta tes untuk melakukan tes polymerase
chain reaction (PCR) terlebih dahulu, serta adanya pengecekan suhu badan
sebelum masuk ke ruangan. Hal ini juga sesuai dengan hasil survei yang
menunjukkan bahwa 30,6 persen responden mengatakan bahwa protokol
kesehatan sudah baik dan 53,1 persen mengatakan baik.

“Berjalan baik (protokol kesehatan). Karena pertama itu memang menjadi
kewajiban peserta untuk PCR, jadi setiap kali mau tahapan tes yang akan
kita kumpul, setiap proses tes apapun kita harus selalu menunjukkan
(tu. Pada proses seleksinya sebelum masuk ruangan, kita juga cek suhu.”
Wawancara dengan August Mellaz, Anggota KPU Terpilih Periode 2022-
2027, pada 20 Mei 2022.
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Gambar 1.6 Survei Kepuasan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU dan
Bawaslu Periode 2022-2027 pada Penerapan Protokol Kesehatan dan
Ketertiban Selama Tes Seleksi Tahap 2

Sangat Buruk
3.1

Sumber: Channel YouTube PUSKAPOL Ul, Evaluasi Seleksi Tahap Il dan Telaah 48 Nama
Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027.

Setelah selesai seleksi tahap 2, tes pun dilanjutkan dengan tes psikologi lanjutan
(dinamika kelompok), tes kesehatan dan wawancara dengan tim seleksi yang
disiarkan secara langsung melalui YouTube. Menurut anggota tim seleksi
Betti Alisjahbana, tim seleksi membuka diri terhadap masukan-masukan dari
masyarakat. Hal ini akan digunakan sebagai bahan-bahan untuk mewawancarai
peserta.

“Saya ingin memberikan penghargaan kepada Koalisi Kawal Pemilu pada
periode sebelumnya. Masukan-masukannya itu sangat komprehensif dan
sangat membantu kami di dalam melakukan klarifikasi-klarifikasi dan
melakukan penelitian atau mengetahui rekam jejak dari masing-masing
kandidat. Kami juga mengharapkan masukan yang sama pada seleksi
kali ini” Betti Alisjahbana, Anggota Tim Seleksi KPU-Bawaslu ((Republika.
co.id, 17/10/2021).

Setelah wawancara, pada 6 Januari 2022, Presiden Joko Widodo menerima
sebelas anggota tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-
2027 di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi
Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
menerima 14 nama calon komisioner KPU dan 10 nama calon komisioner
Bawaslu. Setelah menyerahkan nama-nama calon anggota KPU dan dan
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Bawaslu periode 2022-2027 kepada presiden, pada 19 Januari 2022, tim seleksi
menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Il DPR R
dengan agenda pertanggungjawaban tim seleksi (Tempo.co, 20/01/2022).
Setelah itu, 14 nama calon komisioner KPU dan 10 calon komisioner Bawaslu
akan melanjutkan tes tahap akhir, yaitu uji kelayakan dan kepatutan (fit and
proper test) di DPR RI.

AugustMellaz, anggota KPU terpilih periode 2022-2027, menjelaskan perbedaan
antara fit and proper test pada saat wawancara dengan tim seleksi dan DPR RI.
Menurutnya, pada saat fit and proper test dengan tim seleksi, pertanyaan yang
diajukan lebih ke arah pengalaman dan kemampuan. Sedangkan pada saat di
DPR RI, bobot pertanyaanya lebih mengarah kepada integritas.

“Saya ngalamin dua fit and proper test, di timsel dan fit and proper test
di DPR. Tentu fit and proper test nya bisa jadi berbeda. Kalau timsel kan
kualifikasi kita, pengalaman kita, pengetahuan teknis kita, kepemimpinan
kita, kalau di DPR mungkin pada posisi integritas terhadap apakah saya
bagian dari partai lain atau tidak, dfiliasi politik” Wawancara dengan
August Mellaz, Anggota KPU Terpilih Periode 2022-2027, pada 20 Mei
2022.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Lolly Suhenty, anggota Bawaslu terpilih periode
2022-2027. Menurutnya, pada saat fit and proper test, tidak ada kendala yang
berarti. Sebagai satu-satunya perempuan yang terpilih sebagai anggota
Bawaslu periode 2022-2027, ia mengatakan bahwa dirinya telah tampil secara
maksimal dan selalu mengedepankan pentingnya perempuan untuk menjadi
penyelenggara pemilu.

“Dalam visi misi saya dicantumkan pentingnya perempuan untuk menjadi
penyelenggara Pemilu dan saya hadir untuk mewakili itu. Semua proses
yang saya jalani, tidak ada kendala berarti yang saya alami. Berdasarkan
cerita banyak orang karena memang saya tampil baik (terkait kunci
keberhasilan dalam fit and proper test).” Wawancara dengan Lolly Suhenty,
Anggota Bawaslu Terpilih Periode 2022-2027, pada 19 Mei 2022.

Setelah proses fit and proper test di DPR RI selesai, Rapat Paripurna DPR RI
ke-16 Masa Persidangan Il Tahun Sidang 2021-2022 yang dipimpin oleh
Ketua DPR Rl Puan Maharani menyetujui nama-nama yang ditetapkan oleh
Komisi Il DPR RI. Adapun tujuh nama yang akan menjabat sebagai anggota
KPU masa jabatan 2022-2027, antara lain adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim
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Asy‘ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham
Holik, dan August Mellaz. Sedangkan, lima anggota Bawaslu terpilih, yaitu
Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa
Malonda (dpr.go.id, 18/02/2022).

Evaluasi Proses Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu
Periode 2022-2027

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini
mengevaluasi proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027
dengan menggunakan teori prinsip-prinsip good governance. Pada evaluasi
proses penentuan tim seleksi, terdapat beberapa prinsip yang belum terpenuhi,
misalnya terkait penegakan hukum. Komposisi tim seleksi belum sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu yang menyebutkan syarat tim seleksi KPU-Bawaslu. Namun, terkait 30
persen perempuan, hal ini tidak pula sepenuhnya melanggar Undang-Undang
Pemilu, karena di dalam undang-undang tertulis “memperhatikan” bukan
“mewajibkan”. Oleh karena itu, unsur kesetaraan menjadi belum terpenuhi.

Selain itu, berdasarkan pernyataan resmi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal
Pemilu 2024, variabel transparansi dan partisipasi publik juga masih memiliki
catatan karena tidak memberikan penjelasan secara perinci dan terbuka latar
belakang 11 anggota tim seleksi, serta tidak diberikannya waktu sanggah bagi
masyarakat untuk memberikan catatan serta masukan terhadap rekam jejak
tim seleksi KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

Terkait proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, dari
9 prinsip good governance, 7 diantaranya sudah terpenuhi. Pertama, prinsip
partisipasi. Hal ini sudah terpenuhi karena keterbukaan tim seleksi dalam
menerima masukan dari publik, khususnya masyarakat sipil. Tim seleksi juga
menjelaskan bahwa partisipasi sangat dibutuhkan dan dijadikan bahan dalam
proses seleksi, yaitu pada tahapan wawancara. Kedua, prinsip penegakan
hukum. Hal ini melihat proses seleksi yang telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Ketiga, prinsip transparansi. Hal ini mengacu pada disiarkan secara
langsung fit and proper test, baik pada saat wawancara dengan tim seleksi
maupun di DPR RI.
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Keempat, prinsip peduli pada pemangku kepentingan. Hal ini melihat bahwa
tim seleksi telah melayani peserta dengan baik serta menginformasikan dengan
baik setiap informasi kepada para peserta. Kelima, prinsip berorientasi pada
konsensus juga telah dijalankan dengan baik dengan adanya fit and proper test
di DPR RI. Keenam, prinsip akuntabilitas sudah terpenuhi dengan pertanggung
jawaban tim seleksi kepada Komisi Il DPR RI sebelum dilaksanakannya fit and
proper test di DPR RI. Ketujuh, prinsip visi strategis telah terpenuhi melihat
ketatnya proses seleksi, sehingga anggota KPU dan Bawaslu terpilih memang
memiliki kapabilitas dan rekam jejak yang mumpuni.

Yang menjadi catatan dalam penelitian ini adalah belum terpenuhinya dua
prinsip good governance. Pertama, prinsip kesetaran. Pada saat tim seleksi
mengumumkan 14 nama calon anggota KPU yang lolos hingga tahap
wawancara, hanya ada 4 orang perempuan yang lolos. Jika dipersentasekan,
maka jumlah perempuan hanya 28,5 persen. Walaupun, untuk Bawasluy,
unsur 30 persen telah terpenuhi, di mana dari 10 orang, 3 diantaranya adalah
perempuan. Namun, jumlah ini menurun setelah DPR Rl mengumumkan secara
resmi anggota KPU dan Bawaslu terpilih, yaitu satu orang perempuan di KPU
atau 14,2 persen dan satu orang di Bawaslu atau 20 persen. Dengan demikian,
jika diakumulasikan, hanya ada 2 perempuan yang lolos dalam proses seleksi
ini atau setara 16,6 persen.

Prinsip kedua yang belum terpenuhi adalah efektivitas dan efisiensi. Hal ini
mengacu pada banyaknya permasalahan teknis yang dapat menggangu proses
seleksi. Selain itu, terlambat dimulainya proses tes tahap dua juga menjadi
acuan belum terpenuhinya efektivitas dan efisiensi, meskipun proses seleksi
kali ini sudah menggunakan teknologi pada saat pendaftaran sehingga dapat
dianggap lebih efisien.

Penutup

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat tujuh prinsip good
governance yang telah diterapkan pada proses seleksi calon anggota KPU dan
Bawaslu periode 2022-2027, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi,
peduli pada pemangku kepentingan, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas,
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dan visi strategis. Namun, terdapat dua prinsip yang belum terpenuhi, yaitu
prinsip kesetaraan karena belum terpenuhinya 30 persen perempuan, dan
prinsip efektivitas dan efisiensi melihat masih adanya permasalahan teknis
yang menghambat proses seleksi.

Selain itu, penelitian ini juga mencatat bahwa prinsip penegakan hukum
belum sepenuhnya diterapkan pada penentuan tim seleksi. Hal ini melihat
komposisi tim seleksi yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, partisipasi
publik dan transparansi juga belum terpenuhi, karena pemerintah tidak
memberikan penjelasan secara perinci dan terbuka latar belakang sebelas
anggota tim seleksi dan tidak diberikannya waktu sanggah bagi masyarakat
untuk memberikan catatan dan masukan terhadap rekam jejak tim seleksi KPU
dan Bawaslu periode 2022-2027.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang
diberikan pada penelitian ini. Pertama, penting bagi pemerintah, dalam
konteks ini, Presiden dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memilih tim seleksi
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kedua, melihat kata yang digunakan dalam undang-undang Pemilu adalah
“memperhatikan”, maka penting untuk merevisi Undang-Undang Pemilu
dengan merubah kata tersebut menjadi “mewajibkan”. Dengan demikian, unsur
kesetaraan wajib didorong dan dipenuhi dalam tim seleksi calon anggota KPU
dan Bawaslu.

Ketiga, penting bagi pemerintah untuk membuka kesempatan partisipasi publik
dalam hal penentuan tim seleksi. Hal ini dapat dilakukan dengan diberikannya
waktu sanggah setelah pemerintah mengumumkan nama-nama tim seleksi.

Keempat, tim seleksi perlu memperhatikan keterwakilan perempuan dalam
menentukan calon anggota KPU dan Bawaslu. Hal ini mengingat dari 14 nama
calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu, persentase untuk
calon anggota KPU masih di bawah 30 persen, yaitu hanya 28,5 persen.
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Kelima, DPR Rl juga perlu untuk memperhatian keterwakilan perempuan dalam
menentukan anggota KPU dan Bawaslu. Pasalnya, DPR RI tidak melakukan
hal tersebut, sehingga hanya ada satu orang perempuan yang lolos sebagai
anggota KPU dan Bawaslu.

Keenam, tim seleksi perlu memperbaiki kualitas teknologi yang digunakan
selama proses seleksi ataupun memperbanyak tim teknis. Hal ini dilakukan
untuk meminimalisir permasalahan teknis sehingga proses seleksi dapat
berjalan efektif dan efisien.
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Evaluasi Implementasi Kebijakan
PKPU No. 5§ Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dalam Rangka Mendorong
Penerapan Data Pemilu Terbuka

Oleh: Arfianto Purbolaksono

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Transparansi adalah persyaratan utama untuk pemilu yang murni, kompetitif
dan demokratis. Hal itu menjadi dasar kepercayaan publik terhadap proses
pemilu. Tujuan akhir dari open data dalam pemilu adalah untuk meningkatkan
integritas dan akuntabilitas pemilu melalui pemilu yang lebih transparan.
Guna mendorong keterbukaan data pemilu terbuka KPU pada November
2021 mengeluarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum. Implementasi SPBE
bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan keterbukaan data pemilu dan
pemilu yang berintegritas di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaanya SPBE
masih ditemukan berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini dapat dipilah
menjadi tiga aspek, yaitu aspek sumber daya manusia, organisasi, serta
infrastruktur. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi SPBE pemilu
sangat penting untuk diperhatikan oleh para pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Data Pemilu, Keterbukaan, Pemilu, PKPU, SPBE
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Pendahuluan

Open Government Data (OGD) merupakan sebuah gerakan transformasi
baru yang telah disepakati sebagai isu Internasional sejak 2009, yaitu
ketika Presiden Amerika Serikat, Barack Obama menyampaikan pidato
kenegaraannya yang pertama. Secara internasional, OGD diterjemahkan
sebagai niat baik Pemerintah untuk mengupayakan peningkatan transparansi,
partisipasi, serta akuntabilitasnya sehingga tingkat kepercayaan warga negara
kepada pemerintah semakin tinggi. Harapan OGD adalah untuk mendorong
pertumbuhan pembangunan secara menyeluruh dan bersifat inklusif. Dalam
rangka mencapai tujuan tersebut, pengelolaan terhadap data dan informasi
yang terbuka (Open Data) harus dilakukan (Retnowati, R., dkk, 2019).

Oleh sebab itu, diperlukan suatu badan pengelola data dan informasi yang
wajib dipersiapkan dan dikelola secara terbuka oleh Badan Publik. Di dalam
mengelola data dan informasi, terdapat delapan prinsip yang menjadi
kesepakatan bersama di dunia Internasional. Prinsip-prinsip tersebut adalah (1)
lengkap, (2) primer, (3) tepat waktu, (4) dapat diakses, (5) dapat diproses oleh
mesin platform pencarian apapun, (6) non-diskriminatif, (7) Non kepemilikan/
Non eksklusif, dan (8) bebas lisensi (https://opengovdata.org). Kedelapan
prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam berbagai penelitian yang
menitikberatkan pada tema Penerapan Model OGD di berbagai negara.

Sebagai salah satu negara pemrakarsa Open Government Partnership (OGP),
Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan transformasi dalam bidang
pemerintahan tersebut melalui Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang telah
diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian,
terkait dengan penyelenggaraan OGD, Indonesia juga sudah memiliki regulasi
tentang data terbuka, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan
pengelolaan data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data yang
berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagikan antara Instansi Pusat dan
Daerah. Peraturan ini diharapkan dapat membuat informasi publik tersedia,
dapat diakses, dan diperbarui secara berkala.
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Salah satu implementasi KIP dan OGD adalah keterbukaan data yang dilakukan
oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). KPU memberikan
ruang informasi kepada publik melalui situs www.kpu.go.id. Situs ini merupakan
wadah yang menampilkan data-data penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya,
KPU pada tahun 2021, membuat website Opendata.kpu.go.id yang merupakan
Portal Satu Data KPU.

Portal ini menyajikan data-data dari seluruh bidang di Komisi Pemilihan Umum.
opendata.kpu.go.id menyediakan data yang mudah dicari, diakses, serta dapat
digunakan kembali, dengan harapan publik/ masyarakat pengguna portal
dapat memanfaatkan data yang telah tersedia untuk menciptakan inovasi
dan peran serata dalam membangun negara Indonesia menjadi lebih baik.
Harapannya, opendata.kpu.go.id menjadi Portal Data Terpadu menjadi Portal
Data yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis,
handal, valid, mudah diakses dan berkelanjutan, dan dapat menyajikan data
dan informasi yang dibutuhkan masyarakat, serta memenuhi hak publik
sebagai bentuk penerapan e-government dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Melihat praktik tersebut di atas, berdasarkan temuan studi The Indonesian
Institute, Center for Public Policy Research (TIl) tahun 2021 yang didukung
oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan The Asia-
Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions Program -
The United States Agency for International Development (RESPECT-USAID),
ditemukan bahwa terkait kesiapan data pemilu terbuka, data pemilu dalam
berbagai kategori tersedia gratis di internet, meski tidak mudah ditemukan
dan ditempatkan.

Dari hasil studi Tll, ditemukan bahwa pada umumnya, sebagian besar data
pemiludilndonesiabersifat terbuka, sebagaimana terpantau melalui situs Komisi
Pemilihan Umum (KPU). Sebagai catatan, studi TIl menggunakan panduan dari
Open Election Data Initiative (https://www.openelectiondata.net/en/inventory/,
diambil dari The Indonesian Institute, 2021) untuk mengidentifikasi seberapa
terbuka data pemilu. Hasilnya dapat dibagi menjadi tiga kategori. Skor di
atas 70% (dari "ya" dan "tidak jelas") adalah “sebagian besar terbuka” (warna
hijau). Skor lebih dari 30% dan hingga 70% (dari "ya" dan “tidak jelas") adalah
“terbuka sebagian” (warna kuning). Skor 30% atau kurang (dari “ya" dan “tidak
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jelas”) dianggap “tidak terbuka” (warna merah). Sedangkan data dapat dibagi
menjadi empat: ya, tidak, tidak ditemukan, dan tidak jelas. Pertama, ya artinya
bahwa data tersedia dan ditampilkan di situs web KPU. Kedua, tidak artinya
bahwa KPU punya datanya, tapi tidak ditampilkan di website KPU. Ketiga, tidak
ditemukan artinya KPU tidak memiliki data, sehingga tidak tersedia di website
KPU. Keempat, tidak jelas artinya bahwa data sudah ada di website, namun
tergantung pihak di luar KPU.

Studi TIl menemukan bahwa terdapat tujuh jenis data dianggap terbuka:
yang berkaitan dengan kerangka hukum; badan dan penyelenggara pemily;
proses badan penyelenggara pemilu; daerah pemilihan; kualifikasi surat
suara; kampanye pemilu, dan pendidikan pemilih. Selain itu, enam jenis data
yang dianggap terbuka sebagian: pendaftaran partai politik; dana kampanye;
pendaftaran pemilih; daftar pemilih; tempat pemungutan suara, serta keberatan
dan sengketa pemilu. Dua data pemilu yang dianggap tidak terbuka adalah
keamanan pemilu dan hasil pemilu.

Studi TII menyoroti beberapa isu penting yang harus ditindaklanjuti untuk
meningkatkan kesiapan data pemilu terbuka di Indonesia. Berkaitan dengan
aspek normatif, studi Tl menggarisbawahi pentingnya memiliki regulasi yang
jelas tentang penyediaan data pemilu terbuka dan sinergi, serta kolaborasi
antar berbagai pemangku kepentingan. Aturan internal terkait data terbuka
di KPU juga penting agar KPU mempersiapkan kemampuan kelembagaan dan
sumber daya manusianya agar lebih baik dalam mempraktikkan data terbuka.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, pada bulan November 2021, KPU
mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi
Pemilihan Umum. PKPU ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi
penguatan praktik open data di KPU. Selama kurun waktu dikeluarkannya PKPU
ini_ hingga studi ini berlangsung hingga bulan Mei 2022 (enam bulan) ingin
diketahui, bagaimana evaluasi implementasi kebijakan PKPU No. 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi
Pemilihan Umum dalam rangka keterbukaan data pemilu terbuka di Indonesia.
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Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan PKPU No. 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi
Pemilihan Umum dalam rangka keterbukaan data pemilu terbuka?

2. Apa tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan PKPU No.
5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Komisi Pemilihan Umum dalam rangka keterbukaan data
pemilu terbuka?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian
yang menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian yang
mengintrepretasikan data dengan cara memberi arti terhadap data yang
diperoleh. Menurut Neumann (2014), dalam penelitian kualitatif ada yang
disebut dengan teori dan data. Data dan teori merupakan sebuah kesatuan,
di mana data yang diperoleh diliteraturkan, diinventarisir, dikualifikasikan,
kemudian permasalahan digambarkan dengan fakta-fakta yang ada dan
disusun dalam sebuah tulisan.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu
dengan studi literatur maupun dokumen, observasi, dan wawancara mendalam.
Studi literatur maupun dokumen yang dimaksud adalah menggunakan buku,
jurnal ilmiah, artikel dari media massa, dokumen resmi partai, dokumen
undang- undang, hingga internet sebagai bahan data awal dan referensi dalam
penulisan penelitian. Sementara, observasi dilakukan dengan pengamatan
mendalam terhadap portal Opendata.kpu.go.id.

Kemudian, wawancara mendalam dilakukan terhadap informan utama yang
telah dipilih untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian
ini, yaitu sejumlah orang yang ada dalam struktur organisasi KPU atau KPU
Daerah Baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota yang berkaitan
dengan pengelolaan data dan informasi. Penelitian ini memilih informan utama
tersebut karena mereka dipilih berdasarkan orang yang mengetahui secara
teknis tentang penerapan PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
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Kajian Literatur

Tahap implementasi dalam lingkaran proses kebijakan publik, menempati posisi
yang penting. Karena kebijakan akan dikatakan berhasil atau tidak tergantung
pada implementasinya. Bahkan Ujodi (dalam Solichin A. Wahab, 1997) dengan
tegas menyatakan bahwa:
“Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting dari pada
pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan sekedar berupa impian

atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak
diimplementasikan”.

Kamus Webster (dalam Solichin A. Wahab, 1997) merumuskan secara singkat
bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means
for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) to give
practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Kalau
pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang
sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan.

Presman dan Widavsky (dalam Solichin A. Wahab, 1997) menyatakan bahwa
sebuah kata kerjamengimplementasikan itu sudah sepantasnyaterkaitlangsung
dengan kata benda kebijaksanaan. Bagi kedua pelopor studi implementasi ini,
maka proses untuk melaksanakan kebijaksanaan perlu mendapatkan perhatian
yang seksama, sehingga adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses
tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus. Agak mirip pandangan
kedua ahli di atas Van Meter dan Van Horn (dalam Samodra Wibawa, 1994)
merumuskan implementasi sebagai berikut:

"Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau

pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijaksanaan’”.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Solichin A. Wahab, 1997)
menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

“... memahami apa yang senyatanya terjadi sesudahnya suatu program
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasikebijaksanaan, yaknikejadian-kejadiandankegiatan-kegiatan
yang timbul sesudah disyahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan
negara yang mencukupi baik usaha untuk mengadministrasikannya
maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat
oleh kejadian-kejadian.”
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu
kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan terhadap suatu kebutuhan yang
telah ditetapkan dengan berbagai sumber daya yang ada, untuk mencapai
tujuan dan memberikan dampak. Dalam hal ini, mengimplementasikan suatu
keputusan-keputusan dapat merupakan suatu program yang diproyeksikan
dari tujuan nilai-nilai dan praktik-praktik tindakan.

Sabatier dan Mazmanian juga berpendapat bahwa peran penting dari analisis
implementasi kebijakan negara adalah mengidentifikasikan variabel-variabel
yang memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses
implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud Sabatier dan Mazmanian
(dalam Samodra Wibawa, 1994), dibagi dalam tiga kategori yaitu:

1. Karakteristik masalah. Termasuk didalamnya adalah ketersediaan

teknologi dan teori teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat
populasi, serta derajat perubahan perilaku yang diharapkan.

2. Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai peraturan
yang mengoperasionalkan kebijakan. Kejelasan tujuan/ sasaran, teori
kausal yang memadai, sumber keuangan yang mencukupi, integrasi
organisasi pelaksana, diskresi pelaksana, rekrutmen dari pejabat
pelaksana, akses formal pelaksana ke organisasi lain.

3. Faktor-faktor di luar peraturan. Kondisi sosio ekonomi dan teknologi,
perhatian pers terhadap masalah kebijakan, dukungan publik, sikap dan
sumber daya kelompok sasaran utama, dukungan kewenangan, serta
komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

Setelah semua faktor tersebut terpenuhi, pada tahap implementasi, para
pejabat pelaksana dan kelompok sasaran harus mematuhi program. Tanpa
kepatuhan mereka, tujuan kebijakan tidak akan tercapai.

Berbeda dengan Sabatier dan Mazmanian, menurut Quade (dalam Akib,
2010), alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan
bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interaksi, dan reaksi
faktor implementasi kebijakan. Quade menyatakan bahwa dalam proses
implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari
organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang
mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar
atau transaksi. Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh
pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam
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perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan gambaran bahwa
terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi
kebijakan publik, yaitu:

1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang
yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan;

2) Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola
interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk
memenuhi kebutuhannya;

3) Organisasiyangmelaksanakan, yaitubiasanyaberupaunitatausatuankerja
birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab mengimplementasikan
kebijakan, dan

4) Faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang
implementasi kebijakan.

Berdasarkan dua pendapat di atas, untuk menganalisa permasalahan evaluasi
terhadap implementasi PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, penulis menggunakan pendapat
dari Quade.

Pembahasan

Proses demokrasi seperti pemilihan umum berhasil ketika pemilih dapat
membuatkeputusanyangtepat; ketikakepercayaandalamprosesdipertahankan;
ketika penipuan tidak diberi insentif, terdeteksi dan dihukum, serta ketika
ketidakpastian seputar hasil diminimalkan dan ketika sistem diaktifkan untuk
terus ditingkatkan. Data terbuka dapat berkontribusi untuk mewujudkan hal ini
dengan memungkinkan transparansi yang lebih besar dan dengan membantu
membangun infrastruktur data yang memungkinkan banyak aktor yang terlibat
dalam pemilu untuk melaksanakan pekerjaan mereka (Carolan and Wolf, 2017).

Transparansi adalah persyaratan utama untuk pemilu yang murni, kompetitif
dan demokratis. Hal itu menjadi dasar kepercayaan publik terhadap proses
pemilu. Tujuan akhir dari open data dalam pemilu adalah untuk meningkatkan
integritas dan akuntabilitas pemilu melalui pemilu yang lebih transparan. Data
terbuka meningkatkan transparansi dengan memberikan akses tak terbatas
kepada semua warga negara ke data pemilu, dengan memungkinkan analisis
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yang tepat waktu dan terperinci dan dengan tidak mendiskriminasi individu

atau kelompok mana pun (Open Knowledge International n.d. (j) (Carolan and
Wolf, 2017).

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International
IDEA) mengutip dari “The Open Election Data Initiative” mendefinisikan

sembilan prinsip dalam data pemilu terbuka, yaitu:

1.
2.

Tepat waktu: tersedia secepat yang diperlukan agar bermanfaat;

Granular: tersedia pada tingkat perincian atau detail terbaik dan juga
tersedia pada tingkat primer, yaitu tingkat pengumpulan data sumber;

Tersedia secara gratis di Internet: dirilis tanpa ada pembatasan moneter;

Lengkap dan in bulk: dirilis sebagai kumpulan data yang komprehensif
tanpa penghilangan apa pun;

Dapat dianalisis: tersedia dalam format yang dapat dibaca mesin yang
dapat dianalisis dengan cepat dan mudah;

Non-proprietary: tersedia dalam format di mana tidak ada entitas yang
memiliki kendali eksklusif;

Non-diskriminatif: tersedia bagi individu atau institusi mana pun untuk
akses anonim tanpa batasan penggunaan apa pun, termasuk persyaratan
aplikasi atau pendaftaran;

Bebas lisensi: tidak boleh ada hambatan untuk penggunaan kembali dan
pendistribusian ulang untuk tujuan apa pun, serta

Tersedia secara permanen: melalui lokasi Internet yang stabil untuk waktu
yang tidak ditentukan. Secara khusus, data yang hanya tersedia untuk
waktu yang singkat tidak terbuka (Wolf, 2021).

Selanjutnya, International IDEA menyatakan bahwa konsep data terbuka dapat

diterapkan di semua fase siklus pemilu, seperti:

1.

Penetapan batas daerah pemilihan (Dapil): pemberian akses terhadap
data kependudukan, serta data spasial daerah pemilihan yang berasal
dari data kependudukan (tabel data dan peta).

Pendaftaran parpol dan calon: pemberian akses terhadap daftar parpol
dan calon yang mengajukan, didaftarkan dan ditolak oleh penyelenggara
pemilu, juga termasuk informasi pendaftaran.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

32

Dana kampanye: informasi tentang dana yang diterima partai dan kandidat
untuk dan digunakan untuk kampanye mereka, termasuk batasan dan
peraturan.

Pendaftaran pemilih: statistik tentang pemilih terdaftar, termasuk
perincian berdasarkan jenis kelamin, usia dan geografi, juga termasuk
informasi tentang proses pendaftaran itu sendiri.

Daftar pemilih: akses ke informasi rinci tentang pemilih yang memenuhi
syarat, termasuk nama, tanggal lahir, nomor identitas nasional, tempat
tinggal, tempat pemungutan suara, dan sebagainya.

Tempat Pemungutan Suara: meliputi alamat, informasi kontak dan jumlah
pemilih untuk setiap TPS.

Hasil Pemilu: meliputi jumlah pendaftar, suara sah dan tidak sah, serta
suara masing-masing partai dan calon. Semua data ini harus tersedia
terpilah ke tingkat terendah di mana suara dihitung.

Kerangka hukum: memberikan akses ke semua undang-undang, peraturan
dan instruksi yang terkait dengan proses pemilu (data tekstual).

Informasi pejabat badan penyelenggara pemilu: akses ke informasi kontak
dan rincian pejabat di semua tingkatan (data tekstual).

Informasi terkait proses dalam badan penyelenggara pemilu: data tentang
keputusan, notulensi rapat, dan resolusi dari badan penyelenggara
pemilu.

Kampanye Pemilu: data tentang jadwal kampanye dan peraturan dan
pembatasan terkait, serta sumber daya publik untuk kampanye.

Pendidikan pemilih: akses ke informasi yang tersedia bagi pemilih tentang
partai politik, kandidat, dan prosedur pendaftaran dan pemungutan
suara.

Pemungutan suara dan penghitungan elektronik: ketentuan perincian
mengenai pengadaan, keakuratan, keamanan, dan keandalan sistem
pemungutan suara, termasuk kode sumber.

Pengaduan pemilu dan penyelesaian sengketa: informasi tentang jumlah
dan jenis pengaduan, entitas yang mengajukannya dan hasil penyelesaian
sengketa, serta perincian tentang mengakses proses pengaduan.

Keamanan pemilu: informasi dari lembaga pengatur, keamanan, dan
peradilan tentang standar polisi dan militer dalam proses pemilu (Wolf,
2021).
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Kondisi Penerapan Data Pemilu Terbuka di Indonesia

Di Indonesia berdasarkan studi Tll tahun 2021 dinyatakan bahwa mayoritas data
pemilu sebagian besar terbuka (hijau), sebagaimana terpantau melalui website
KPU. Ada tujuh jenis data tersebut: kerangka hukum, badan dan administrasi
penyelenggara pemilu, proses badan penyelenggara pemilu, daerah pemilihan,
kualifikasi surat suara, kampanye pemilu, dan pendidikan pemilih.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Nasional, beberapa instansi resmi pemerintah setidaknya
telah membentuk kumpulan portal informasi daring terkait dokumentasi umum
dan informasi hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan
peraturan presiden, yang merupakan disebut sebagai “Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum” (JDIH). Namun, hal tersebut belum memenuhi sembilan
prinsip data terbuka yang dijelaskan, terutama yang terkait dengan prinsip-
prinsip tepat waktu, granular, lengkap, dan in bulk.

Selain itu, enam jenis data yang dianggap sebagian terbuka atau kuning, yaitu
pendaftaran parpol, dana kampanye, pendaftaran pemilih, daftar pemilih, TPS,
dan pengaduan dan sengketa pemilu. Dua asas yang dianggap “tidak jelas”
di bagian pendaftaran parpol, yakni asas tepat waktu dan granular. Sebab,
ketersediaan datanya bergantung pada pihak di luar KPU, yakni parpol. Selain
itu, ada tiga data yang dinilai tidak memenuhi prinsip, yaitu non-proprietary,
tidak diskriminatif, dan bebas lisensi. Hal ini karena tidak semua orang dapat
mengakses data, karena hanya partai politik yang bisa mengaksesnya.

Berdasarkan pantauan, tidak ditemukan data terkait rekening tahunan parpol
dalam data dana kampanye. Indonesia masih menghadapi tantangan yang
cukup besar terkait publikasi data kampanye pemilu atau dana kampanye.
Selain tidak tepat waktu, granular, dan dapat diakses di internet, data ini
terkadang tidak lengkap dan massal, diskriminatif, dan tidak tersedia secara
permanen.

Perhatian penting dari penelitian ini adalah dua jenis data yang dianggap
“merah” atau tidak terbuka. Berdasarkan kajian tersebut, KPU mengacu pada
UU KIP dalam memberikan data kepada publik, di mana ada data yang boleh
dipublikasikan atau tidak. Selain itu, KPU hanya mempublikasikan data resmi
di portalnya. Pertama, keamanan pemilu. Tidak ada data terkait personel yang
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hadir di TPS pada hari pemilihan. Selain itu, data terkait informasi insiden
kekerasan pemilu tidak diungkapkan. Padahal, banyak insiden kekerasan
yang terjadi saat pemilu. Misalnya, Bawaslu menyebut 20 anggota pengawas
mengalami kekerasan fisik saat bertugas di Pemilu 2019. Kekerasan itu dialami
petugas di sejumlah daerah (Detik.com, 13/05/2019).

Hasil pemilu adalah jenis data kedua yang dinilai “merah” atau tidak
diungkapkan. Selama masa studi ini, TIl mencari data hasil pemilu dari Sistem
Informasi Perhitungan (Situng). Data hasil pemilu merupakan data paling kritis
yang harus disediakan KPU. Data hasil pemilu terkait dengan pemilih yang ikut
serta, surat suara rusak, suara tidak sah, dan suara blanko. Selain itu, untuk
meningkatkan partisipasi dan kepercayaan pemilih secara internal, masing-
masing pihak perlu melakukan transparansi keuangan secara online. Ini dapat
diposting di situs web yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dengan
kata lain, dana kampanye juga merupakan indikator yang perlu mendapat
perhatian lebih dari masing-masing pihak yang ingin mendapatkan dukungan
dari masyarakat. Tabel 2.1 menunjukkan hasil pengamatan dan penilaian TII
terhadap kategori dan prinsip data pemilu terbuka di Indonesia.

Penyelenggaraan keterbukaan data pemilu terbuka di Indonesia tidak terlepas
dari ekosistem dalam pelaksanaannya. Studi TIl (2021) menyatakan terdapat
beberapa persoalan dalam ekosistem keterbukaan data pemilu terbuka, salah
satunya adalah belum adanya ketentuan rinci dalam UU Pemilu yang mengatur
keterbukaan informasi pemilu di ranah pemilu. Hanya ada satu pasal dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017),
yang secara umum mengatur tentang keterbukaan informasi pemilu. Pasal
14 huruf ¢ UU Pemilu menyatakan bahwa KPU wajib menyampaikan segala
informasi penyelenggaraan pemilu kepada publik.

Mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2018),
KPU menetapkan pedoman pengelolaan informasi publik melalui Peraturan
KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (PKPU 1/2015). Implementasi
dari kebijakan ini adalah adanya dua divisi yang membidangi pengelolaan
data, yaitu Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Pusat Data dan
Informasi (Pusdatin). Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang
“Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Alur Kerja Sekretariat Jenderal KPU,
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Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota”, Biro Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat membawahi menangani kebutuhan data publik
dengan menggunakan data yang dikelola Pusdatin. Sedangkan Pusdatin
fokus pada pengelolaan data internal KPU. Terkait data pemilu, Biro Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat mengelola situs web KPU dan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU, sedangkan Pusdatin menangani data
pemilu terbuka. Kondisi ini menyebabkan belum satu pintunya pengelolaan
data yang ada di KPU. Padahal, seharusnya data tersebut terintegrasi dalam
satu data di KPU. Oleh karena itu, untuk mendorong upaya membenahi tata
kelola data di KPU, makan dikeluarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum.

Implementasi SPBE untuk Perkuat Keterbukaan Data Pemilu

Dalam rangka memperkuat penyelenggaraan data pemilu terbuka, maka
pada bulan November 2021, KPU mengeluarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2021
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan
Umum. Keluarnya PKPU Nomor 5 Tahun 2021 ini bertujuan untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel,
serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum. Namun, dalam implementasinya SPBE ini belum terlaksana
dengan baik.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, serta dikaitkan
dengan empat variabel dari Quade di atas, maka dapat dikatakan masih
terdapat beberapa permasalahan dalam impelentasi PKPU Nomor 5 Tahun 2021.
Permasalahan tersebut yaitu, pertama, minimnya sosialisasi tentang pentingnya
data pemilu terbuka dan SPBE. Minimnya sosialisasi tersebut menyebabkan
masih adanya pandangan di internal KPU bahwa keterbukaan data pemilu
belum penting untuk dijalankan. Persepsi ini muncul di penyelenggara di tingkat
daerah. Mengacu dari variable Quade maka pola interaksi yang diimpikan
agar kebijakan data pemilu terbuka dapat diwujudkan nampaknya masih jauh
untuk terwujud saat ini. Karena masih adanya pandangan di internal KPU yang
menyatakan bahwa saat ini data pemilu terbuka dirasa belum penting.

Hal ini menjadi persoalan mendasar dan penting bagi penyelenggara pemily,
khususnya KPU untuk memasifkan pengetahuan tentang pentingnya data
pemilu terbuka. Karena, pandangan ini muncul dikarenakan belum masif nya
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KPU dalam mensosialisasikan pentingnya keterbukaan data pemilu. Akibatnya
banyak data-data pemilu sebelumnya yang dikelola oleh penyelenggara pemilu
di daerah tidak terkelola dengan baik.

Selain itu, masih minimnya sosialisasi PKPU Nomor 5 tahun 2021 yang mengatur
tentang SPBE. Hal ini membuat perangkat di internal KPU belum mengetahui
tentang maksud dan tujuan dari SPBE. Ketidaktahuan perangkat KPU terkait
maksud dan tujuan SPBE ini akan menjadi hambatan bagi proses implementasi
kebijakan. Karena untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan maka
perangkat yang akan melaksanakan kebijakan terbut haruslah mengetahui
maksud dan tujuan dari SPBE ini. Sama halnya dengan

Kedua, belum adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di internal
KPU dalam rangka digitalisasi data pemilu untuk menjalankan SPBE. Padahal, hal
ini menjadi penting dalam rangka mendukung implementasi SPBE. Jika dikaitkan
dengan variable Quade, maka kelompok target dari pelaksana kebijakan
yakni birokrasi internal KPU baik pusat dan daerah seharusnya mendapatkan
peningkatan kapasitas dalam rangka implementasi SPBE. Diharapkan dengan
peningkatan kapasitas, maka akan ada perubahan kapasitas dari sumber daya
manusia yang menjadi pelaksana SPBE, sehingga dapat mengimplentasikan
kebijakan SPBE sesuai dengan tujuannya.

Ketiga, organisasi yang mengelola data masih terbagi dua, yakni Biro Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat dan Pusdatin untuk di KPU RI. Sedangkan untuk
di tingkat daerah, yaitu Subbag Teknis dan Partisipasi, Humas dan Subbag
Perencanaan Data dan Informasi. Padahal seharusnya pelaksana kebijakan
terintegrasi dalam satu unit pelaksana yakni Pusdatin. Keempat, persoalan
infrastruktur. Persoalan lain dalam implementasi SPBE adalah masih minimnya
infrastruktur baik dalam bentuk penyediaan perangkat komputer hingga
jaringan internet yang kurang merata. Selain itu, terdapat juga persoalan
minimnya perangkat keamanan untuk penyimpanan data. Kondisi ini banyak
ditemui di kabupaten daerah. Persoalan ini tentunya bukan hanya tanggung
jawab KPU, tetapi juga mengikutsertakan kementerian dan lembaga negara
lainnya yang seharusnya mendukung penyelesaian persoalan ketimpangan
digital di Indonesia.
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Penutup

Kesimpulan

Implementasi PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (SPBE) masih ditemukan berbagai
tantangan. Tantangan-tantangan ini dapat dipilah menjadi tiga aspek, yaitu
aspek sumber daya manusia, organisasi, serta infrastruktur. Ketiga aspek ini
sangat penting untuk dibenahi dalam rangka implementasi PKPU Nomor 5
Tahun 2021, sehingga dapat tercapai sesuai tujuannya dalam mendukung
penyelenggaraan keterbukaan data pemilu dan pemilu yang berintegritas di
Indonesia.

Rekomendasi

Oleh karena itu, berdasarkan temuan analisis implementasi kebijakan di
atas, maka terdapat beberapa rekomendasi, yaitu, pertama, mendorong KPU
untuk meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya keterbukaan data pemilu
dan PKPU Nomor 5 Tahun 2021, baik dalam lingkungan internal KPU di level
pusat maupun daerah, maupun para pemangku kepentingan terkait di luar
KPU yang juga perlu memahami mengenai SPBE di KPU ini. Kedua, mendorong
KPU untuk melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat
mendukung implementasi SPBE dalam rangka keterbukaan data pemilu dan
integritas pemilu. Dalam hal ini, KPU juga dapat bekerja sama dengan pihak
lain, seperti komunitas IT maupun lembaga masyarakat sipil yang fokus pada
isu-isu pemilu dan demokrasi, maupun open data.

Ketiga, mendorong KPU untuk segera dapat mengimplementasikan PKPU
Nomor5Tahun 2021 agar pengelolaan data terintegrasi di Pusdatin KPU maupun
di Subbag Perencanaan Data dan Informasi di KPUD. Keempat, mendorong
Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan percepatan terkait
pemerataan internet untuk mendukung penerapan SPBE di KPU.
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Partisipasi Publik dan Faktor
Penghambat Proses Legislasi RUU
PDP dan Perubahan Kedua UU ITE

Oleh: Hemi Lavour Febrinandez
Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan
Perubahan Keduan Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masuk dalam daftar empat puluh
rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Prioritas tahun 2022. Namun hingga saat ini, kedua regulasi hukum digital
tersebut tidak kunjung disahkan. Untuk itu, dengan menggunakan metode
mixed legal study atau dikenal juga dengan metode yuridis empiris, analisis
kebijakan ini mencoba untuk mengurai faktor penghambat Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Presiden dalam membahas RUU PDP dan perubahan kedua
UU ITE. Selain itu, tulisan ini akan mencoba untuk mengulik secara objektif
partisipasi publik dalam proses legislasi kedua undang-undang tersebut. Hasil
dari kajian ini menunjukkan bahwa RUU PDP masih belum disahkan karena
perbedaan pendapat pembentuk undang-undang terkait dengan posisi
Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP), dan perubahan kedua UU ITE
baru akan dibahas ketika RUU PDP berhasil disahkan. Oleh karena itu, DPR
dan Pemerintah harus segera menyepakati bentuk kelembagaan OPDP. Belum
adanya titik temu terkait OPDP menjadi faktor belum disahkannya RUU PDP
yang turut serta berimplikasi pada tertundanya pembahasan perubahan kedua
UU ITE.

Kata Kunci: Hukum Digital, RUU PDPF, UU ITE,
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Pendahuluan

Penetapan empat puluh rancangan undang-undang dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022 membuka lembar baru proses legislasi
beberapa regulasi hukum digital di Indonesia (bphn.go.id, 7/12/2021). Pada
daftar tersebut, terdapat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan
Data Pribadi (RUU PDP) dan Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
yang merupakan usulan dari pemerintah. Namun, belum ada perkembangan
yang signifikan terhadap pembahasan dua regulasi hukum digital tersebut.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU
PDP) belum ada perkembangan. Panitia kerja (Panja) Komisi | Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan pemerintah belum mencapai kata sepakat terkait perbedaan
sejumlah pandangan (medcom.id, 26/1/2022). Salah satu perdebatan yang
ternyata masih belum menemukan kata sepakat adalah mengenai Otoritas
Perlindungan Data Pribadi (OPDP). Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik
antar pihak pembentuk undang-undang juga menjadi faktor yang membuat
RUU PDP tidak kunjung selesai dibahas dan disahkan.

Keberadaan regulasi hukum terkait dengan perlindungan data pribadi menjadi
satu hal yang krusial bagi masyarakat secara umum dan posisi Indonesia yang
mendapatkan kepercayaan memegang Presidensi G20 Tahun 2022. Harus
diingat bahwa salah satu dari tiga isu prioritas yang diusung dalam Presidensi
G20 Indonesia adalah transformasi ekonomi berbasis digital (kemenkopmk.
go.id, 16/2/2022). Menjadi sebuah persoalan ketika Indonesia sendiri yang
mengusung isu prioritas, namun hingga saat ini belum mengesahkan RUU PDP.

Perkembangan teknologi membuat hubungan ekonomi menjadi lebih mudah
dan mampu menembus batas jarak antar negara yang selama ini menjadi
satu faktor penghambat. Namun, Indonesia akan sulit untuk mendapatkan
kepercayaan dari komunitas global ketika belum terdapat sebuah undang-
undang yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan
terhadap data pribadi. Seyogyanya, menjadi sebuah keharusan bagi DPR
bersama dengan pemerintah untuk segera memecah kebuntuan pembahasan
RUU PDP.
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Selain kelindan permasalahan pembahasan RUU PDP, pemerintah juga
mengusulkan perubahan kedua terhadap UU ITE. Namun, nasib naskah
perubahan terhadap undang-undang a quo hampir serupa dengan RUU
PDP. Perubahan terhadap UU ITE juga merupakan salah satu langkah penting
untuk melakukan reformasi dan perbaikan terhadap regulasi hukum digital
di Indonesia, terutama mengingat beberapa pasal multitafsir dalam undang-
undang tersebut seringkali digunakan untuk memenjarakan suara kritis
masyarakat di ruang digital (Adinda, 2021). Oleh karena itu, melakukan
perubahan kedua terhadap UU ITE menjadi satu langkah yang dibutuhkan
untuk membuat undang-undang tersebut menjadi produk hukum progresif di
Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD menyampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi mengirimkan
Surat Presiden (surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi
UU ITE. Surat tersebut bernomor R-58/Pres/12/2021 dengan perihal Perubahan
Kedua atas UU ITE dan melampirkan satu berkas naskah RUU (Republika.
co.id, 24/12/2021). Surpres tersebut juga merupakan langkah lanjutan yang
dilakukan oleh pemerintah setelah sebelumnya melakukan evaluasi terhadap
subtansi dan implementasi UU ITE pada pertengahan tahun 2021.

Perihal yang patut disayangkan adalah tidak kunjung dibahasnya naskah
perubahan terhadap undang-undang a quo. Hingga Masa Persidangan llI
Tahun Sidang 2021-2022 berakhir pada tanggal 18 Februari lalu, DPR belum
juga menindaklanjuti surat presiden terkait hal tersebut. Padahal, perubahan
UU ITE merupakan atensi dan prioritas Presiden Joko Widodo (kompas.tv,
21/02/2022).

Perkembangan teknologi menjadi salah satu alasan untuk mendorong integrasi
terhadap pelbagai regulasi hukum digital di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan
ini akan menggali lebih dalam tentang faktor penghambat proses legislasi RUU
PDP dan perubahan kedua terhadap UU ITE.
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Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses legislasi terkait dengan RUU PDP dan Perubahan
Kedua UU ITE?

2. Bagaimana strategi untuk dapat mengatasi faktor penghambat
pembahasan RUU PDP dan Perubahan Kedua UU ITE?

Kajian Literatur
Proses Pembentukan Undang-Undang

Maria Farida Indrati Soeprapto menjelaskan bahwa istilah “perundang-
undangan” (legislation), wetgeving, atau gesetgebung mempunyai dua
pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan yang merupakan proses
pembentukan peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah; dan kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan
negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah. Pengertian perundang-undangan dalam
konstruksi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, merupakan sebuah aturan tertulis yang
mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula (Indrati,
2007).

Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 (UU P3). Pada undang-undang a quo dijelaskan bahwa pembentukan
sebuah undang-undang sebagai legal policy pada dasarnya dimulai dari
perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan,
pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Demokrasi Partisipatif

Demokrasi partisipatif (participatory democracy) mengelaborasi formasi sosial
dan politik di masyarakat lebih luas dari kajian-kajian politik arus utama yang
lebih menitikberatkan pembahasan terkait demokrasi elektoral dan liberal yang
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hanya mengkaji aspek-aspek prosedural demokrasi dan pembedaan wilayah
ruang publik dan privat (Wiratraman, 2010). Wacana demokrasi partisipatif
berusaha untuk memetakan, menganalisis dari pelbagai wilayah relasi kuasa di
mana pengelolaan dan pengambilan keputusan yang dibuat melalui komunitas
yang luas dan plural yang dapat diidentifikasikan lewat hak klaim dari warga
negara (claim rights citizenship) (Beetham, 1999).

Pada proses pembentukan undang-undang sebagai legal policy juga terdapat
ruang terlibatnya masyarakat yang lebih luas. Ketentuan tentang dibukanya
ruang partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang diatur dalam
Pasal 96 ayat (1) UU P3 yang menegaskan bahwa “Masyarakat berhak
memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.” Masukan yang diberikan oleh masyarakat
tersebut dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan
kerja; c. sosialisasi, dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang penghambat proses legislasi
RUU PDP dan Perubahan Kedua UU ITE, penelitian akan menggunakan metode
mixed legal study atau dikenal juga dengan sosio legal, yaitu kombinasi antara
metode penelitian hukum doktriner atau normatif dengan metode penelitian
hukum empiris (Shidarta, 2009) atau yuridis sosiologis. Menurut Sunaryati
Hartono, penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum
dan pembentukan asas hukum baru (Hartono, 1994).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research)
dengan memperhatikan proses pembahasan serta muatan isi dari RUU PDP
dan Perubahan UU ITE dari pelbagai sumber, seperti pemberitaan media
massa dan website resmi DPR RI terkait dengan perkembangan pembahasan
rancangan undang-undang yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga
akan menggunakan pendekatan konsep (conseptual approach). Pendekatan
konseptual (conceptual approach) dilakukan ketika penelitian tidak beranjak
dari aturan hukum yang ada.
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Temuan dan Pembahasan
Faktor Penghambat Pembahasan RUU PDP

RUU PDP masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas
Prioritas) tahun 2022 yang merupakan usulan dari pemerintah. Perkembangan
teknologi informasi yang beriringan dengan meningkatnya kasus pelanggaran
privasi di ruang digital merupakan salah satu alasan munculnya RUU PDP.
Regulasi hukum terkait dengan perlindungan data pribadi masyarakat di
ruang digital menjadi aturan dasar yang harus disediakan oleh negara untuk
dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan transaksi masyarakat yang
dilakukan di ruang digital.

Saat ini, ketentuan yang secara spesifik membahas tentang perlindungan data
pribadi hanya terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE dan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan
Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo PDPSE). Satu pasal
yang terdapat dalam UU ITE terkait dengan perlindungan data pribadi hanya
mengatur tentang syarat persetujuan ketika menggunakan data pribadi
seseorang. Sementara, Permenkominfo PDPSE tidak dapat digunakan secara
optimal dalam proses penegakan hukum karena daya ikatnya yang tidak sekuat
undang-undang. Oleh karena ketiadaan regulasi hukum yang paripurna dalam
memberikan perlindungan data pribadi masyarakat di ruang digital, maka RUU
PDP menjadi satu produk hukum yang dibutuhkan.

RUU PDP sudah mulai disusun sejak tahun 2016. Sejak pertama kali resmi
masuk Prolegnas dan dibahas dari tahun 2019, RUU PDP selalu diharapkan
dapat rampung setiap akhir tahun. Namun, hingga memasuki pertengahan
tahun 2022, pembahasan RUU PDP tidak kunjung selesai. Hal ini menjadi salah
satu tendensi buruk dari DPR bersama dengan pemerintah selaku pembentuk
undang-undang dalam menjalankan fungsi legislasi yang diberikan oleh
konstitusi.

Pembahasan RUU PDP kembali tidak dilanjutkan di Masa Persidangan IV DPR
Tahun Sidang 2021-2022. Perpanjangan pembahasan akan kembali diajukan
kepada pimpinan DPR pada masa persidangan selanjutnya. Penghentian
pembahasan dinilai tidak mencerminkan komitmen pembentuk undang-
undang yang selalu mengklaim peduli terhadap keamanan data. Kabar
pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU
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PDP) tidak akan dilanjutkan di Masa Persidangan IV Tahun Persidangan 2021-
2022 disampaikan Anggota Komisi | DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Muhammad
Farhan. Pembahasan tidak dilanjutkan karena di akhir Masa Persidangan Ill DPR
Tahun Persidangan 2021-2022, Komisi | DPR tidak mengajukan permohonan
perpanjangan pembahasan RUU PDP kepada Pimpinan DPR. Dengan demikian,
pembahasan RUU PDP tidak akan dilanjutkan di masa sidang kali ini yang
akan memasuki masa reses pada 15 April 2022. Jika nantinya pembahasan
ingin dilanjutkan kembali, sembilan fraksi di DPR dan pihak pemerintah harus
mengajukan permohonan perpanjangan kepada pimpinan DPR (kompas.com,
31/3/2022).

Berdasarkan informasi terkait dengan perkembangan pembahasan RUU PDP di
website DPR pada bagian Prolegnas, sejak diusulkan pada 17 Desember 2019
hingga 8 April 2021, RUU PDP baru memasuki pembicaraan tingkat pertama.
Rapat Panja Pembahasan RUU PDP antara Komisi | DPR Rl dengan Tim Panja
Pemerintah dalam rangka pembahasan materi Daftar Inventaris Masalah (DIM)
RUU PDP (dpr.go.id, 8/4/2022). Hal yang patut disayangkan informasi terbaru
terkait dengan perkembangan pembahasan RUU PDP tidak berkembang sejak
satu tahun yang lalu, bahkan saat ini dilakukan lagi penundaan terhadap
pembahasan rancangan undang-undang a quo.

Komisi | DPR telah mengajukan perpanjangan waktu pembahasan RUU PDP
sebanyak enam kali. Perpanjangan yang terakhir disetujui Rapat Paripurna DPR
pada 7 Desember 2021 untuk membahas RUU PDP pada Masa Persidangan
Il Tahun Sidang 2021-2022. Namun, selama satu masa persidangan itu,
tak terlihat pembahasan secara formal sehingga soal kedudukan otoritas
lembaga pengawas data masih buntu. Mayoritas fraksi di Komisi | DPR tetap
menginginkan otoritas lembaga pengawas data yang independen, sementara
pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika ingin lembaga
pengawas di bawah Kemenkominfo (kompas.com, 31/3/2022). Kebuntuan
pembahasan yang diakibatkan oleh perebutan OPDP antara pemerintah dan
DPR menjadi contoh buruk proses pembentukan undang-undang di Indonesia.

Pada perkembangan dalam pembahasan lanjutan RUU PDP yang dilakukan,
telah dilakukan tiga kali pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat | yang
dilakukan oleh DPR. Pertama, pada 18 Mei 2022 dalam rapat intern Panja
RUU PDP. Kedua, rapat intern panja Penyusunan RUU PDP yang dilaksanakan
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pada 23 Mei 2022. Ketiga, kembali dilaksanakannya rapat Panja RUU PDP
pada 29 Mei 2022 (dpr.go.id, 9/6/2022). Hal yang disayangkan adalah tidak
bisa diaksesnya catatan rapat yang seharusnya dilampirkan di website DPR,
sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui perkembangan pembahasan
RUU PDP.

Upaya pembaharuan hukum nasional akan terus menemui jalan buntu ketika
hal yang lebih sering terjadi antara pembentuk undang-undang adalah
tarik menarik kepentingan politik ketimbang memperhatikan kebutuhan
hukum masyarakat. DPR bersama dengan Pemerintah harus menunjukkan
keseriusannya untuk memberikan perlindungan yang paripurna terhadap data
pribadi masyarakat dengan meningkatkan akselerasi pembahasan RUU PDP
agar dapat segera disahkan.

Terus ditundanya pembahasan terhadap RUU PDP menjadi tendensi buruk
bagi pembangunan regulasi hukum digital di Indonesia. Perlu disadari bahwa
keberadaan RUU PDP merupakan salah satu aturan yang menjadi fondasi
untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat di ruang
digital. Keputusan untuk menghentikan pembahasan RUU PDP merupakan
salah satu langkah mundur DPR dalam memberikan kepastian hukum terkait
dengan perlindungan data pribadi masyarakat, terutama di ruang digital.
Namun dalam konteks penghentian ini, DPR tidak bisa dijadikan sebagai satu-
satunya pihak yang bisa disalahkan. Pemerintah yang juga diberikan ruang
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) untuk membentuk undang-undang juga menjadi pihak yang harus
bertanggung jawab ketika terjadi kekosongan hukum (recht vacuum) terhadap
regulasi hukum tentang perlindungan data pribadi.

Faktor Penghambat Perubahan Kedua UU ITE

UU ITE merupakan salah satu produk hukum dilematis yang pada tahap
implementasi seringkali menjauh dari tujuan awal pembentukannya. Sebelum
disahkan pada tahun 2008, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi bersama
Pusat Kajian Cyberlaw Universitas Padjajaran menyusun naskah Rancangan
Undang-Undang Teknologi Informasi (RUU TI). RUU a quo jelas mengatur
terkait dengan teknologi informasi yang diartikan sebagai suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, hingga menyebarkan informasi yang mencakup
data-data seperti pada program komputer, perangkat lunak, hingga database
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(kompas.id, 8/3/2021). Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa telah
terdapat kesadaran untuk membuat pengaturan hukum spesifik terkait
teknologi informasi yang muncul dari pemerintah dan kelompok akademisi.

Niat baik untuk memberikan perlindungan hukum yang paripurna kepada
masyarakat melalui UU ITE ternyata tidak sesuai dengan implementasinya.
Undang-undang a quo seringkali digunakan oleh individu maupun kelompok
tertentu untuk memenjarakan seseorang karena terdapat beberapa pasal
bermasalah dan multitafsir dalam UU ITE. Tujuan awal UU ITE yang diperuntukan
bagi perlindungan hak masyarakat di ruang digital, terutama dalam memberikan
perlindungan ketika mengakses teknologi informasi malah berbalik digunakan
untuk menjerat masyarakat menggunakan hukum pidana.

The Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) memantau sejak
UU ITE disahkan pada tahun 2008, tercatat sebanyak 324 kasus setidaknya
yang terjadi hingga bulan Oktober 2020. Selain itu, di antara korban UU ITE,
Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) juga mencatat bahwa setidaknya
terdapat sepuluh jurnalis pada tahun 2020 yang telah divonis bersalah
menggunakan UU ITE, mengenyampingkan fakta bahwa pers dilindungi
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (The Indonesian Institute,
2021). Lebih lanjut, menurut laporan terbaru SAFEnet, sepanjang tahun 2021,
ada 38 orang yang menjadi korban kriminalisasi Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Angka tersebut jauh berkurang dibanding
tahun 2020, di mana jumlah korbannya mencapai 84 orang sekaligus menjadi
yang terbanyak dalam lima tahun terakhir. Kendati korbannya berkurang,
SAFEnet menemukan bahwa warga yang dituntut dengan UU ITE pada tahun
2021 paling banyak berasal dari kalangan aktivis yang menyuarakan isu hak
asasi manusia (HAM), yakni mencapai 10 orang atau 26,3% dari total korban
(katadata.co.id, 29/3/2022).

Meski revisi undang-undang tersebut telah dilakukan pada tahun 2016,
namun tidak menghentikan implementasi bermasalah yang telah berhasil
meningkatkan kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya terkait dengan
kebebasan berekspresi di Indonesia dari waktu ke waktu (Adinda, 2021). Hal
tersebut pada akhirnya mendorong Pemerintah bersama dengan DPR selaku
pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan kedua
terhadap UU ITE.
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Semangat pemerintah untuk mendorong perubahan kedua terhadap UU
ITE dapat terlihat dari tindakan Presiden Joko Widodo yang sudah secara
resmi mengirimkan Surpres bernomor R-58/Pres/12/2021 kepada DPR untuk
memprioritaskan pembahasan revisi UU ITE. Namun hingga saat ini, DPR
belum memperlihatkan kemajuan yang berarti dalam melakukan pembahasan
terhadap revisi undang-undang a quo. Seharusnya ketika sudah terdapat
political will yang baik dari masing-masing pembentuk undang-undang, maka
proses pembahasan terhadap sebuah rancangan undang-undang akan dapat
berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan informasi terkait dengan perkembangan pembahasan perubahan
kedua terhadap UU ITE di website DPR pada bagian Prolegnas, sejak diusulkan
pada 17 Desember 2019 hingga 10 Mei 2022, perubahan kedua terhadap UU
ITE belum mulai dibahas (dpr.go.id, 8/4/2022). Wakil Ketua Badan Legislasi
(Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan perubahan kedua UU ITE akan dibahas
usai RUU PDP. Willy menyebut kendala pembahasan revisi UU ITE lantaran
adanya masalah prosedur. Dia menjelaskan bahwa pembahasan RUU hanya
bisa dilakukan satu per satu, sehingga tidak bisa dilakukan pembahasan RUU
berbeda dalam waktu bersamaan (antaranews.com, 24/3/2022). Ketentuan
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memang tidak membuka ruang
untuk melakukan dua pembahasan sekaligus, kecuali dalam rangka melakukan
harmonisasi antar undang-undang. Hal ini juga diakibatkan belum diaturnya
mekanisme pembentukan undang-undang dengan menggunakan omnibus
legislative technique pada ketentuan hukum tersebut.

Perlu diingat bahwa pembahasan terhadap RUU PDP juga tengah mandek
pasca memasuki masa reses anggota DPR pada 15 April 2022. Jika nantinya
pembahasan ingin dilanjutkan kembali, sembilan fraksi di DPR dan pihak
pemerintah harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada pimpinan
DPR. Selain itu, perjalanan RUU PDP juga masih cukup panjang karena masih
berada di pembahasan tingkat |, serta masih terdapat tarik-menarik antara DPR
dengan pemerintah terkait dengan pembentukan OPDP.

Ketika pembahasan terhadap perubahan kedua UU ITE harus menunggu RUU
PDP disahkan, maka akan masih panjang jalan yang harus ditempuh untuk
mengupayakan penghapusan pasal multitafsir dan bermasalah dalam UU ITE.
Padahal, tingginya angka pemidanaan di ruang digital yang menggunakan
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beberapa pasal multitafsir dalam undang-undang a quo seharusnya telah
cukup menjadi alasan untuk segera melakukan perubahan terhadap produk
hukum tersebut.

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi RUU PDP
dan Perubahan Kedua UU ITE

Demokrasi perwakilan yang menjadikan DPR sebagai representasi masyarakat
ternyata tidak serta merta menutup hak publik untuk berpartisipasi secara aktif
dalam proses legislasi di Indonesia. Dibukanya ruang partisipasi masyarakat
dalam memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang yang tengah
dibahas oleh DPR merupakan salah satu fungsi social control yang dimiliki oleh
publik untuk mengawasi fungsi legislasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Ruang bagi keterlibatan masyarakat telah dibuka oleh ketentuan yang terdapat
dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut
menegaskan bahwa:

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b.
kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau
diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang
perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas
substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan
Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat.

Pasal a quo mengisyaratkan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan
atas sebuahrancanganundang-undang yang tengah dibahas oleh DPR bersama
dengan Presiden. Masyarakat dapat mengajukan masukan secara lisan maupun
tertulis pada tahap perencanaan ketika DPR melakukan kunjungan kerja yang
bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menerima masukan dalam
rapat Badan Legislasi. Masukan masyarakat itu disampaikan secara langsung
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atau melalui surat ke pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan
rancangan prolegnas.

Seperti yang terjadi terhadap RUU PDP yang kembali masuk dalam daftar
Prolegnas Prioritas karena terdapat masukan dan dorongan dari pelbagai
kelompok masyarakat sipil di Indonesia. Salah satu kelompok yang konsisten
dalam mendorong dan memberikan masukan kepada DPR agar segera
melakukan pembahasan kepada rancangan undang-undang a quo adalah
Koalisi Advokasi RUU PDP, yang terdiri dari Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM), Imparsial, LBH Pers, LBH Jakarta, ICT Watch, Kelas Muda
Digital (Kemudi), Perludem, SafeNet, Yappika-Action Aid, Human Rights
Working Group (HRWG), Aliansi Jurnalis Independen (AJl) Indonesia dan
Jakarta, dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Koalisi ini seringkali
memberikan masukan terkait dengan muatan isi, norma, hingga bagaimana
implementasi RUU PDP ketika nanti disahkan.

Daftar Prolegnas Prioritas tahun 2022 juga memasukan perubahan kedua UU
ITE sebagai salah satu undang-undang yang harus segera dibahas. Rencana ini
diawali oleh pembentukan tim evaluasi UU ITE yang dibentuk oleh pemerintah
dan salah satu rekomendasinya adalah melakukan revisi terhadap beberapa
pasal yang dianggap multitafsir dalam undang-undang a quo. Hal tersebut
didasarkan kepada masukan masyarakat dari pelbagai unsur seperti kelompok
masyarakat sipil hingga para pihak yang pernah menjadi pelapor dan terlapor
dalam kasus yang menggunakan UU ITE.

Kemudianmasyarakatjugadapatkembaliturutsertasecaraterbataspadatahapan
penyusunan. Hal tersebut dilakukan ketika dilakukan penyusunan terhadap
rancangan undang-undang yang diinisiasi oleh pemerintah yang kemudian
membentuk panitia antarkementerian dan antar non-kementerian yang
beranggotakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum; kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau
lembaga lain yang terkait; dan perancang peraturan perundang-undangan
yang berasal dari instansi pemrakarsa rancangan undang-undang tersebut.
Namun, keterlibatan publik di dalam kepanitiaan itu terbatas diwakili oleh ahli
hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan
dengan materi rancangan undang-undang (hukumonline.com, 3/11/2021).
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Tahapan terakhir bagi masyarakat untuk memberikan masukan hanya pada
tahapan pembahasan. Publik dapat memberikan pendapatnya terkait dengan
rancangan undang-undang yang tengah dibahas pada pembicaraan tingkat
|, yaitu pada rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi,
rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri
yang mewakili Presiden. Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis kepada DPR. Dalam hal masukan disampaikan secara lisan,
dilakukan dengan rapat dengar pendapat umum, pertemuan dengan pimpinan
komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan
Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran.

Pada proses pembahasannya, partisipasi publik dalam pembahasan RUU PDP
hanya terdokumentasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi
| DPR RI pada 9 Juli 2020. Rapat tersebut melibatkan beberapa kelompok
masyarakat sipil seperti Koordinator Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi,
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI),
dan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)
(openparliament.id, 17/9/2021). Selain catatan tersebut, tidak ditemukan
catatan lebih lanjut tentang keterlibatan publik dalam memberikan masukan
dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Pada RDPU tersebut, terdapat beberapa penjelasan dan masukan yang
diberikan guna menyempurnakan muatan isi yang terdapat dalam RUU PDP.
Koordinator Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi memberikan penjelasan
terkait dengan prinsip dan konsep dalam konteks perlindungan data pribadi
yang akan dimuat dalam rancangan undang-undang a quo. Kemudian Ketua
Umum APSI dan Ketua Umum APJII memberikan masukan mengenai strategi
pelindungan data pribadi bagi pengguna provider, layanan internet dan layanan
telekomunikasi lainnya di indonesia. Menampung dan mempertimbangkan
pandangan serta masukan tersebut merupakan hal penting yang dapat
membuat RUU PDP benar-benar dibentuk berdasarkan kebutuhan hukum
masyarakat.

Sejak masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2022, belum terdapat
catatan terkait dengan partisipasi publik dalam proses legislasi UU ITE.
Selain belum masuk dalam tahapan pembicaraan tingkat I, undang-undang
tersebut juga mengalami kemandekan dan belum kembali dibahas. Padahal
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telah terdapat beberapa rekomendasi dari tim evaluasi UU ITE yang dapat
digunakan oleh DPR untuk melakukan perubahan kedua terhadap undang-
undang a quo. Namun, terdapat pernyataan dari DPR yang manyatakan bahwa
pembahasan perubahan kedua UU ITE baru akan dilakukan setelah RUU PDP
disahkan. Hal tersebut terjadi karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak membuka ruang
agar pembahasan sebuah rancangan undang-undang dapat dilakukan secara
bersamaan.

Hambatan tersebut muncul karena tidak terdapat pengaturan terkait
dengan penggunaan metode omnibus legislative technique dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara
konseptual, teknik pembentukan undang-undang dengan metode omnibus
digunakan untuk mengubah beberapa atau bahkan banyak undang-undang
yang memuat memuat pelbagai materi kebijakan yang saling berkaitan satu
dengan yang lainnya (Asshiddique, 2021). Artinya, teknik ini secara khusus
hanya merupakan metode perubahan undang-undang, dan tidak berlaku pada
peraturan perundang-undangan yang belum disahkan, dalam konteks hukum
digital seperti RUU PDP. Oleh karena itu, sistem kodifikasi sebenarnya dapat
menjadi jawaban untuk mengisi ruang kosong dari teknik omnibus dalam
pengintegrasian hukum digital (Hemi, 2021).

RUU PDP dan perubahan kedua UU ITE dapat dilakukan secara bersamaan
ketika telah terdapat format, metode, dan teknik penyusunan undang-undang
dengan menggunakan metode omnibus yang dipadukan dengan kodifikasi
hukum. Selain memuat ketentuan terkait dengan teknik penyusunan undang-
undangnya, juga dibutuhkan mekanisme untuk membuat masyarakat dapat
berperan secara aktif untuk memberikan masukan kepada DPR dalam proses
pembentukan undang. Salah satunya adalah dengan menggunakan petisi
online dengan memasukkannya ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Hemi, 2021).
Melalui petisi online, maka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan
pendapatnya kepada pembentuk undang-undang akan menjadi lebih luas.

Sebelum langkah untuk mengakomodir ruang partisipasi publik yang lebih luas
melalui petisi online, hal yang perlu untuk diperhatikan oleh DPR dan Pemerintah
selain kebebasan berpendapatan masyarakat dalam proses kebijakan, adalah
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keamanan data pribadi masyarakat ketika memberikan masukkannya melalui
cara tersebut. Petisi online pasti akan menghimpun data masyarakat sehingga
harus diperhatikan sejauh mana dan selama apa data-data tersebut digunakan
oleh pembentuk undang-undang. Perlindungan hukum tersebut baru akan
terpenuhi ketika RUU PDP berhasil disahkan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa
faktor penghambat pembahasan RUU PDP dan perubahan kedua UU ITE yang
dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden selaku pembentuk undang-
undang. Salah satu perdebatan yang masih menjadi perdebatan antara pihak
DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU PDP adalah posisi kelembagaan
baru, yaitu OPDP. DPR menginginkan agar OPDP dibentuk menjadi sebuah
lembaga baru yang bersifat independen. Sementara, pemerintah bersikeras
agar otoritas tersebut dibentuk di bawah salah satu kementerian yang telah
ada, yaitu Kominfo. Tidak kunjung disahkannya RUU PDP juga menjadi faktor
penghambat dalam pembahasan perubahan kedua UU ITE, mengingat Wakil
Ketua Baleg DPR RI mengatakan perubahan kedua UU ITE akan dibahas usai
RUU PDP.

Partisipasi publik dalam pembahasan RUU PDP hanya terdokumentasi dalam
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi | DPR RI pada 9 Juli 2020.
Selain itu, tidak ditemukan catatan lebih lanjut tentang keterlibatan publik
dalam memberikan masukan dalam pembahasan rancangan undang-undang
tersebut. Terkait dengan UU ITE, sejak masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas
tahun 2022, belum terdapat catatan terkait dengan partisipasi publik dalam
proses legislasi terhadap undang-undang a quo. Selain belum masuk dalam
tahapan pembicaraan tingkat |, undang-undang tersebut juga mengalami
kemandekan dan belum kembali dibahas. Sulitnya menemukan dokumentasi
dan catatan pembahasan terhadap undang-undang tersebut menjadi salah satu
faktor yang menghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan
masukan.
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Rekomendasi

Terdapatbeberaparekomendasiyangdapatdipertimbangkan oleh DPRbersama
dengan pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk mengatasi
faktor penghambat pembahasan RUU PDP dan perubahan kedua UU ITE. Selain
itu, dibutuhkan strategi untuk membuka ruang partisipasi publik Pertama,
DPR dan Pemerintah harus segera menyepakati bentuk kelembagaan OPDP.
Belum adanya titik temu terkait OPDP menjadi faktor belum disahkannya RUU
PDP yang turut serta berimplikasi pada tertundanya pembahasan perubahan
kedua UU ITE. Menjadikan OPDP sebagai sebuah lembaga independen yang
diisi oleh beberapa komisioner yang berasal dari unsur praktisi, akademisi, dan
perwakilan Kominfo sebenarnya telah menjadi satu bentuk yang ideal.

Kedua, pembahasan dua rancangan undang-undang dapat dilakukan
menggunakan omnibus legislative technique. RUU PDP dan perubahan kedua
UU ITE dapat dilakukan secara bersamaan ketika telah terdapat format, metode,
dan teknik penyusunan undang-undang dengan menggunakan metode
omnibus yang dipadukan dengan kodifikasi hukum.

Ketiga, memasukkan ketentuan terkait dengan petisi online dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Penggunaan mekanisme tersebut bertujuan untuk membuat
masyarakat dapat berperan secara aktif untuk memberikan masukan kepada
DPR dalam proses pembentukan undang-undang. Melalui petisi online,
maka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya kepada
pembentuk undang-undang terkait muatan isi yang terdapat dalam RUU PDP
dan perubahan kedua UU ITE.
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Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Pemulihan ekonomi nasional masih bergulir hingga tahun ke tiga, begitu pula
bantuan yang disalurkan. Sejak tahun 2020, bantuan kepada Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan yang terendah dalam hal realisasi
anggarannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perjalanan realisasi
anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN), dampak PEN terhadap
UMKM, beserta kendalanya. Metode yang digunakan adalah deskriptif
kuantitatif yang menggunakan data sekunder untuk mendeskripsikan fenomena
yang ditemukan. Kajian penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran
PEN untuk percepatan pemulihan hingga bulan Juni 2022 merupakan angka
yang paling rendah. Hal tersebut dikarenakan oleh ketidakpastian global yang
membuat angaran perlindungan sosial yang didahulukan realisasinya. Selain
itu, dampak bantuan PEN kepada UMKM dapat terlihat dari posisi penyaluran
kredit terhadap lima industri terbesar yang mendominasi perekonomian.
Berdasarkan ukuran skala usaha, yang paling banyak melakukan kredit adalah
usaha mikro. Kendala yang dihadapi dalam penyaluran manfaat adalah risiko
gagal bayar yang merugikan peminjam dan ketimpangan literasi bagi UMKM
dalam informasi ketersediaan pinjaman.

Kata Kunci: Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, Realisasi anggaran,
UMKM
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Pendahuluan

Dampak pandemi membawa problem serius pada perekonomian. Hal tersebut
menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi turun. Ketika masyarakat
ingin beraktivitas mencari nafkah, terdapat ancaman penularan yang serius.
Akibatnya, ketidakpastian akan memperoleh pendapatan juga meningkat.
Langkah pengetatan mobilitas yang ditempuh pemerintah pada tahun 2020
dinilai dapat mengurangi penularan akibat virus. Hal ini juga telah membawa
perubahan perilaku masyarakat mulai dari bekerja dari rumah, sekolah secara
daring, beribadah, hingga pariwisata yang mulai surut pengunjung. Hal tersebut
berujung pada berkurangnya geliat ekonomi dan konsumsi masyarakat.

Turunnya kegiatan ekonomi dan perubahan perilaku masyarakat tentunya
mengantarkan pertumbuhan ekonomi dalam statistik yang negatif hingga
dapat dikatakan memasuki masa krisis. Pembatasan kegiatan masyarakat
tentunya menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi merosot hingga -5,3 persen
secara year on year pada triwulan dua tahun 2020. Terdapat tekanan tajam
pada sektor-sektor perekonomian pada sisi permintaan maupun penawaran
(Kementerian Keuangan, 2020).

Besarnya jumlah orang yang terinfeksi coronavirus disease 2019 (Covid-19)
menyebabkan melemahnya berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Survei yang dilakukan Badan
Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
dan Bank Dunia menunjukkan bahwa pandemi menyebabkan pelaku usaha
mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan pinjaman dan pembayaran
operasional, seperti listrik, gas, dan gaji karyawan.

Kesulitan keuangan bagi UMKM dalam melangsungkan kewajiban kreditnya
dapat berpengaruh kepada kesehatan perbankan. Kondisi non-performing loan
(NPL) mengalami peningkatan. Hal ini akan menganggu arus kas, penurunan
kinerja bisnis, pemutusan hubungan kerja, dan bahkan ancaman kebangkrutan
sebuah usaha. Kondisi tersebutlah yang selalu diupayakan oleh pemerintah
untuk dapat diminimalisir agar terjaga stabilitasnya secara keseluruhan.

Sejak tahun 2021, perekonomian global mulai tumbuh positif setelah kontraksi
pada kuartal 11-2020. Begitupula di Indonesia yang mengalami pertumbuhan
positif dan pemulihan ekonomi. Keadaan perbaikan kondisi ekonomi tersebut
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salah satunya adalah peran UMKM yang diberikan program pemulihan oleh
pemerintah (Kementerian Perekonomian, 2021).

Pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia adalah UMKM. Indonesia
memiliki 64,19 juta UMKM, yang didominasi oleh usaha mikro dan kecil
sebanyak 64,13 juta atau sekitar 99,92 persen dari keseluruhan. Jumlah tersebut
selalu mengalami peningkatan semenjak tahun 1997 (lihat Gambar 4.1).

Gambar 4.1 Jumlah UMKM di Indonesia
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Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2020.

Berdasarkan Gambar 4.1, jumlah usaha mikro tahun 2019 mencapai 64,6 juta.
Rinciannya adalah sekitar 798,7 ribu unit merupakan usaha kecil, dan 65,5 ribu
unit berbentuk usaha menengah. Usaha besar hanya mencapai 0,01 persen dari
total unit usaha dalam negeri. Dari jumlah tersebut, UMKM dapat menyerap
119,6 juta orang atau 96,92 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Angka
tersebut meningkat sebesar 2,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang
sebanyak 116,9 juta orang. Selain itu, UMKM menyumbangkan 60,51 persen
terhadap produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku. Sedangkan
pada PDB harga konstan, kontribusi UMKM mencapai 57,14 persen.

UMKM terus berkontribusi terhadap PDB dari tahun ke tahun. Kontribusi
UMKM terhadap PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp7.034,1 triliun pada
tahun 2019, naik 22,9 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.721,1
triliun. Sementara, kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga berlaku
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sebesar Rp9.580,8 triliun. Kontribusi ini naik 5,7persen dari tahun sebelumnya
yang sebesar Rp9.062,6 triliun. Tidak hanya itu, UMKM Indonesia berkontribusi
dalam menyerap 119,6 juta atau 96,92persen dari total tenaga kerja di unit
usaha Indonesia (BPS, 2020).

Penyerapan tenaga kerja ini meningkat 2,21 persen dari 2018. Besarnya
kontribusi UMKM dikarenakan mayoritas unit usaha Indonesia disumbangkan
dari UMKM. Sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen unit usaha Indonesia adalah
UMKM. Rinciannya sebanyak 63,4 juta adalah Usaha Mikro (UMi), 783,1 ribu
adalah Usaha Kecil (UK), dan 60,7 ribu Usaha Menengah (UM). Sementara
Usaha Besar (UB) hanya sebanyak 5,5 ribu atau 0,01 persen dari total unit usaha
Indonesia. Tenaga kerja yang terserap dari unit usaha ini sebanyak 3,6 juta atau
3 persen dari total tenaga kerja Indonesia (Kementerian Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, 2021).

Gambar 4.2 Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia periode 2015-
2019 (dalam Kuadriliun Rupiah)
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Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2020.

Melihat kontribusi UMKM terhadap PDB sebagaimana Gambar 4.2, sudah
seharusnya UMKM diperhatikan dalam keberlangsungan unit usahanya. Di
antara jumlah UMKM yang menjamur setiap tahunnya, ada pula yang terkena
dampak terpuruknya akibat pandemi. UMKM yang mengalami kerugian karena
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pandemi disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam beradaptasi di tengah
kebiasaan baru.

Penelitian Bahtiar (2021) yang mengkaji kondisi UMKM terdampak pandemi
Covid-19 dan upaya pemerintah dalam memulihkannya menunjukkan bahwa
pandemi berdampak negatif pada sektor UMKM yang menyebabkan para
pelakunya harus beradaptasi. Misalnya, dengan menurunkan produksi barang/
jasa, mengurangi jumlah/ jam kerja karyawan, serta jumlah saluran penjualan/
pemasaran. Di sisi lain, membaiknya angka penyebaran virus Covid-19 dan
adanya program vaksinasi telah menumbuhkan optimisme bagi para pelaku
UMKM pada tahun 2021.

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur
membaik karena adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program
PEN terbagi menjadi lima klaster, diantaranya klaster kesehatan, perlindungan
sosial, program prioritas, insentif usaha, dan UMKM serta korporasi. Data
dari website resmi PEN menunjukkan ada peningkatan dalam realisasi pada
setiap klaster. Namun, klaster pemulihan ekonomi untuk UMKM dan korporasi
memiliki angka yang penyerapan anggarannya paling rendah.

Pemerintah telah melakukan bermacam hal untuk mempertahankan UMKM di
tengah pandemi. Empat langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk
memitigasi dampak Covid-19 terhadap UMKM, yaitu: (1) Upaya Restrukturisasi
Kredit UMKM melalui Percepatan bagi upaya relaksasi restrukturisasi kredit
UMKM yang mengalami kesulitan; (2) Skema Baru Pembiayaan: Mempersiapkan
skema baru pembiayaan, terutama berkaitan dengan investasi dan modal kerja
yang pengajuannya lebih mudah dengan jangkauan terutama daerah-daerah
yang terdampak; (3) Paket Sembako untuk Pelaku UMKM dengan memasukkan
para pelaku usaha mikro atau masyarakat yang membutuhkan ke dalam skema
bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan paket sembako, serta (4)
Produksi dengan Protokol Kesehatan: UMKM diberikan peluang terus untuk
berproduksi di sektor pertanian, industri rumah tangga, warung tradisional,
sektor makanan dengan protokol kesehatan yang ketat (Cooperative:
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Edisi No. 02/April 2020).

Langkah yang ditempuh oleh Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop
UMKM) selama pandemi di Indonesia diantaranya adalah: (1) Stimulus daya
beli produk UMKM dan koperasi dengan angka yang disetujui yaitu sekitar Rp2
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triliun; (2) Program belanja diwarung tetangga yang diharapkan mampu berjalan
dengan baik dengan menerapkan aturan social distancing; (3) Restrukturisasi
dan subsidi suku bunga kredit usaha; (4) Bantuan langsung tunai, dan (5)
Pembelian produk UMKM oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bauran kebijakan juga telah dilakukan untuk menekan dampak Covid-19
terhadap UMKM oleh pemerintah. Kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) lewat
kebijakan makroprudensial yang akomodatif telah diterapkan, searah dengan
kebijakan yang telah diambil sebelumnya, seperti penyediaan likuiditas dan
perkuatan kebijakan makroprudensial untuk pembiayaan yang inklusif.

Kemudian, upaya lain yang dilakukan bersama Bl menjaga kemudahan dan
kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai untuk mendukung
berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Bl memperkuat sinergi bersama
perbankan, financial and technology (fintech), pemerintah, serta otoritas terkait
dalam rangka percepatan digitalisasi untuk mendukung ekonomi, antara lain
melaluibeberapaupayasebagaiberikut. (a) Memperkuatimplementasikebijakan
untuk mendorong UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, akses
pembiayaan, dan digitalisasi sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia (Gernas BBI); (b) Memperluas penerimaan penggunaan Quick
Response Code Indonesian Standard (QRIS) berbasis komunitas dalam rangka
mendukung program pemulihan ekonomi dan pengembangan UMKM melalui
perpanjangan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar O persen untuk
Usaha Mikro (UMI) dari 30 September 2020 sampai dengan 31 Desember
2020; (c) Mendorong penggunaan QRIS dalam e-commerce; (d) Memperluas
akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan digital
dengan dukungan kolaborasi antar bank dan fintech di seluruh Indonesia;
(e) Memperluas akseptasi digital secara spasial dengan memperkuat sinergi
kebijakan elektronifikasi keuangan dengan seluruh Pemerintah Daerah, seperti
penyaluran program sosial pemerintah baik Program Keluarga Harapan (PKH),
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar
(KIP) untuk meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19, serta (f)
Melanjutkan perluasan akseptasi pembayaran digital melalui kampanye QRIS
di seluruh wilayah Indonesia (Laporan Kebijakan Moneter Triwulan Ill, 2020).

Sementara itu, kerja sama yang dilakukan pemerintah untuk bantuan UMKM
bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diantaranya adalah
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lewat digitalisasi UMKM dan sinergi lintas kementerian seperti kolaborasi
antara Kemenkop UMKM dan Kementerian BUMN yang melakukan kolaborasi
pengembangan dan pembinaan Koperasi dan UMKM. Kemenkeu juga
memberikan stimulus berupa program PEN bagi UMKM sebesar Rp123,46
triliun (Kemenkeu, 2020). Melihat berbagai upaya yang telah dilakukan
pemerintah, penting untuk menilai kebermanfaatan program PEN bagi UMKM
pada semester pertama tahun 2022, mengingat alokasi anggaran untuk sektor
ini yang diberikan juga cukup besar.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, UMKM memegang peran
penting yang akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini akan
menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi program PEN pada klaster UMKM?
2. Bagaimana dampak penyerapan program PEN pada klaster UMKM?

3. Apa kendala yang dihadapi dalam penyerapan realisasi klaster UMKM?

Metode Penelitian/ Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono
(2018), metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan filsafat post-positivisme yang biasa digunakan untuk meneliti
kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci
dan melakukan melukiskan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan
fakta-fakta yang tampak.

Sukmadinata (2017) menerangkan, metode deskriptif kualitatif adalah metode
yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-
fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang
lebih  memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar
kegiatan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai
macam literatur seperti portal berita, opini, serta bahan kajian. Sumber data
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yang diperoleh juga dari Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM dan
Koperasi, serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai realisasi program PEN pada
klaster UMKM, penelitian ini menggunakan data dari Kementerian Keuangan
yang disajikan dalam website resmi PEN yaitu pen.kemenkeu.go.id. Data yang
diperoleh adalah dengan menilai seberapa banyak anggaran yang terealisasi
per bulannya sejak pertengahan tahun 2021 hingga bulan Januari 2022. Data
yang telah diperoleh kemudian dibuat dalam bentuk tabel dan diinterpretasikan
berdasarkan tren dan aktivitasnya.

Dampak dan kendala penyerapan program PEN pada klaster UMKM akan
menggunakan data primer yang diperoleh melalui identifikasi media digital dan
wawancara. Pertanyaan yang diajukan ketika wawancara kepada para pelaku
usaha yang industrinya paling terdampak pandemi. Berdasarkan data yang
dipaparkan oleh Kemenkop dan UMKM, terdapat lima jenis usaha yang paling
terdampak ketika pandemik Covid-19. Pertama, usaha penyediaan akomodasi
makan dan minuman. Kedua, perdagangan besar dan eceran, seperti reparasi,
perawatan mobil dan motor. Ketiga, industri pengolahan. Kemudian, aktivitas
jasa lainnya. Kelima, usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (Kemenkop
dan UMKM, 2020).

Kajian Literatur

Definisi UMKM

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah sektor perekonomian mikro
yang bersentuhan langsung pada praktik perekonomian masyarakat, terutama
masyarakat dalam skala perekonomian menengah ke bawah. Adanya pandemi
Covid-19 menyadarkan masyarakat bahwa UMKM adalah salah satu upaya
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena tidak melibatkan
sektor industri atau kerja sama dengan luar negeri. Dengan demikian, ketika
ada gejolak (shock) seperti pandemi yang melanda, UMKM dapat menjadi
andalan sebagai penghasilan utama. Tidak salah jika kemudian UMKM menjadi
salah satu harapan besar dalam pemulihan sistem perekonomian masyarakat,
atau bahkan sistem perekonomian di Indonesia (Arifgi dan Junaedi, 2021).
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UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya, meliputi; Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Berikut adalah pengertian dari
ketiganya didasarkan Undang-undang;

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/
atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: Maksimal
50 Juta, kriteria Omzet: Maksimal 300 juta rupiah.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha menengah atau usaha besar yang me-menubhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta
- 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 miliar rupiah.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini. Kriteria aset: 500 juta - 10 miliar, kriteria Omzet: >2,5 miliar - 50 miliar
rupiah (UU No. 20 Tahun 2008).

Dampak Pandemi Terhadap UMKM

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC) yang
dilakukan terhadap 206 UMKM di wilayah Jabodetabek pada bulan Juni 2020,
kondisi UMKM sebelum Covid-19 dialami cukup baik oleh hampir seluruh
pelaku usaha. Namun, saat terjadi Covid-19, sebesar 56,8 persen UMKM berada
dalam kondisi yang buruk. Hanya 14,1 persen UMKM yang masih berada dalam
kondisi baik.

Berdasarkan dampak pandemi terhadap usaha, dari 206 UMKM sebanyak
82,9 persen terkena dampak negatif dari pandemi dan hanya 59 persen
mendapatkan dampak positif. Dampak tersebut mempengaruhi omzet yang
dihasilkan pelaku usaha. Sejumlah 63,9 persen UMKM mengalami penurunan
omzet lebih dari 30 persen.
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Survei KIC tersebut juga menunjukkan para pelaku UMKM melakukan sejumlah
upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya. Mereka melakukan sejumlah
langkah efisiensi, seperti menurunkan produksi barang/ jasa, serta mengurangi
jam kerja dan jumlah karyawan dan saluran penjualan/ pemasaran. Namun, ada
juga UMKM yang mengambil langkah sebaliknya, yaitu dengan menambah
saluran pemasaran sebagai bagian strategi bertahan.

Penelitian Mujianto et. al. (2022) tentang dampak pandemi pada UMKM
warung ritel tradisional dan strategi bertahannya menunjukkan bahwa pandemi
Covid-19 berdampak pada UMKM ritel tradisional dengan kondisi penurunan
omzet Toko/ Warung ritel dibandingkan dengan masa sebelum Pandemi
Covid-19 sebesar 63,98 persen. Kondisi kecukupan kas usaha Toko/ Warung
ritel dibandingkan dengan biaya operasional usaha selama pandemi Covid-19
yang beroperasi di bawah 12 bulan sebanyak 84,37 persen.

Warung ritel tradisional yang menyatakan tidak pernah mendapatkan bantuan
dari pemerintah sebagai dampak Covid-19 sebesar 73,55 persen dan sebanyak
88,37 persen menyatakan tidak pernah mendapatkan bantuan dari perusahaan
swasta saat pandemi Covid-19. Strategi Financial & Operasional yang dilakukan
warung ritel tradisional agar mampu bertahan dan terus berkembang dalam
masa pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan efisiensi biaya sebanyak
34,33 persen dengan strategi pemasaran dengan melengkapi produk yang dijual
pada kemasan kecil/ renceng/ sachet sebanyak 33,58 persen dan melakukan
order kulakan dengan daring sebanyak 32,83 persen. Proyeksi omzet usaha
warung ritel tradisional pada tahun 2021 mengalami penurunan, terkonfirmasi
sebesar 64,54 persen dengan proyeksi keuntungan usaha pada tahun 2021
mengalami penurunan sebesar 65,66 persen (Mujianto et. al., 2022).

Tjia et. al. (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh pandemi terhadap
penjualan UMKM sektor makanan dan minuman Kota Depok. Berdasarkan hasil
wawancara yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa pandemi Covid-19
sempat menyebabkan penurunan pada penjualan di sektor makanan pada 2 -
4 bulan pertama pandemi. Namun, karena UMKM cepat melakukan adaptasi,
penjualan sektor makanan di Kota Depok dapat kembali normal setelah empat
bulan.
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Pembahasan

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam latar belakang, berbagai upaya
telah dilakukan untuk menyambung nafas UMKM agar tetap bertahan. Pada
kebijakan dan alokasi dana PEN, terdapat dua klaster, yaitu Dukungan UMKM
dan Insentif Usaha. Keduanya berbaur untuk memberikan stimulus seperti
penyaluran kredit dan pemberian pesangon atau insentif.

Penelitian ini memiliki batasan pada analisis yang lebih relevan dan signifikan
untuk menjawab pertanyaan penelitian. Periode waktu pengamatan hanya
terbatas pada bulan Januari 2022 hingga Juni 2022. Kemudian, untuk
memperoleh informasi mengenai dampak bantuan PEN dan kendala yang
dihadapi, terbatas pada lima kelompok UMKM yang paling terdampak.

Pada tahun 2022, pemerintah memprioritaskan UMKM dalam alokasi PEN 2022
sesuai dengan keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Airlangga Hartanto. Alokasi anggaran PEN tahun 2022 diketahui sebesar
Rp455,62 triliun untuk meneruskan pemulihan ekonomi. Termasuk alokasi
dan wujud keberpihakan pada UMKM berupa restrukturisasi kredit untuk
mengurangi beban debitur.

Sesuai keterangan dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa kebijakan
stimulus PEN sejak tahun 2020 diprioritaskan untuk UMKM. Program yang
dicanangkan seperti restrukturisasi pinjaman UMKM, penundaan cicilan bunga,
itu diberikan bukan hanya untuk penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau
penerima pinjaman melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang disalurkan
lewat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) saja, tetapi juga penerima
pinjaman yang nominalnya di bawah Rp10 juta melalui Bank Perkreditan Rakyat
(BPR), BPR Syariah, koperasi simpan pinjam, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan
lain sebagainya (GAPMMI, 2020).

Realisasi PEN Tahun 2022

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, nominal anggaran PEN tahun
2022 yang dialokasikan terbagi menjadi 3 kelompok, antara lain kelompok
penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan
ekonomi. Alokasi terbesar adalah untuk penguatan pemulihan ekonomi, yaitu
sebesar Rp178,32 triliun atau 39,13 persen dari total anggaran Rp455,62 triliun
pada tahun 2022 (Kemenko Perekonomian, 2022).
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Tabel 4.1 Realisasi Anggaran PEN hingga pertengahan Tahun 2022
Berdasarkan Kelompok Alokasi (triliun rupiah)

Penanganan Perlindungan Penguatan

Update Kesehatan Masyarakat Ekonomi 415-?%12
Terakhir 122,5 154,8 178,3 ’
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
25 Maret 0,8 21,2 0,6 22,6 5
28 April 11,9 9,7 49,3 31,8 9,2 52 70,37 15,4
13 Mei 15,2 12,4 51,0 33,0 14,5 81 80,79 17,73
3 Juni 24,5 20,0 55,8 36,1 14,8 83 95,13 20,9

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022.

Berdasarkan Tabel 4.1, terlihat bahwa kalster PEN pada kelompok Penguatan
Ekonomi adalah alokasiyang paling besar dibandingkan Penanganan Kesehatan
dan Perlindungan Masyarakat. Namun, dalam hal realisasinya, nominal
penguatan ekonomi adalah yang terkecil. Nilai alokasi penguatan pemulihan
ekonomi digunakan untuk mendukung inisiatif Kementerian/ Lembaga (K/
L) seperti program padat karya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif,
ketahanan pangan, dukungan kepada UMKM, hingga penanaman modal
negara untuk BUMN yang menangani proyek strategis nasional. Realisasi untuk
penguatan pemulihan ekonomi mencapai Rp5,02 triliun atau baru 2,8 persen
dari total alokasinya.

Meskipun anggaran untuk penguatan pemulihan ekonomiadalah yang terbesar
daripada kelompok penanganan kesehatan dan perlindungan masyarakat,
namun nilai realisasinya yang terbesar adalah kelompok perlindungan
masyarakat, sebesar Rp22,74 triliun atau sebesar 14,7 persen dari total alokasi.
Perlindungan masyarakat yang dimaksudkan adalah meliputi bantuan sosial
(bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja,
Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan sebagainya.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Kemenkeu yang ada pada website resmi
informasi PEN (www.pen.kemenkeu.go.id), bentuk dukungan PEN terhadap
UMKM menunjukkan realisasi sebesar Rp116,2 triliun sepanjang tahun 2021.
Nominal tersebut merupakan 71,5 persen dari pagu senilai Rp162,40 triliun.
Angka tersebut juga masih digabungkan dengan dukungan kepada korporasi.

Terdapat temuan yang tak kalah penting dalam penelitian ini, yaitu mengenai
keterbukaan informasi. Penelitian ini menemukan fakta bahwa sejak awal tahun
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2022, tidak ada updating data dalam website resmi PEN milik Kementerian
Keuangan. Hal tersebut sangat berbeda dengan tahun 2020 dan tahun 2021
di mana segala sesuatu mengenai perubahan nominal PEN terpublikasi dan
terlaporkan pada publik pada setiap bulannya.

Dampak Bantuan PEN Kepada UMKM

Pemberian bantuan dalam bentuk dukungan terhadap UMKM untuk pemulihan
ekonomi tercatat terealisasi secara signifikan. Data yang diperoleh dari
Kemenkeu, ada berbagai penyaluran yang diberikan dari pemerintah untuk
para pelaku usaha. Diantaranya adalah bantuan presiden untuk usaha mikro
(BPUM), bantuan tunai pelaku usaha pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik
warung (BPTKLW), imbal jasa penjaminan, penempatan dana pada perbankan,
dan subsidi bunga KUR. BPUM yang tersalurkan sebanyak 12,8 juta usaha dan
BPTKLW sebanyak 1 juta usaha. Sementara, untuk imbal jasa penjaminan sudah
tersalurkan sebanyak 2,45 juta UMKM.

Penempatan dana pada perbankan dengan total penyaluran kredit Rp458,22
triliun kepada 5,49 juta debitur per 17 Desember 2021. Sementara, subsidi
bunga KUR sudah tarsalurkan kepada 7,51 juta debitur dan Non-KUR untuk
7,02 debitur. Angka-angka tersebut diperuntukkan bagi UMKM sebagai upaya
melanjutkan hidupnya akibat terpaan pandemi.

Kebijakan restrukturisasi kredit untuk mengurangi beban para debitur berupa
subsidi bunga KUR 3 persen juga dilanjutkan hingga 30 Juni 2022. Plafon KUR
juga ditingkatkan oleh pemerintah sebesar 30 persen di tahun 2022 menjadi
Rp373,17 triliun. Adapun skema KUR Super Mikro yang telah dikeluarkan
Pemerintah utamanya ditujukan bagi ibu rumah tangga dan pekerja terkena
PHK. Program ini mengintegrasikan program Kartu Prakerja dengan KUR,
melakukan perubahan kebijakan KUR Khusus bagi korporatisasi petani dan
nelayan, serta kembali melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit dan relaksasi
administrasi bagi calon debitur KUR.

Berbagai upaya kebijakan KUR tersebut mendorong kinerja penyaluran KUR.
Hingga 7 Februari 2022, telah terealisasi sebesar Rp25,94 triliun kepada 650
ribu debitur atau 6,95 persen dari target penyaluran sebesar Rp373,17 triliun.
Realisasi tersebut tentunya juga berdampak secara langsung terutama pada
kelompok industri yang paling terdampak pandemi.
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Di sisi lain, Pemerintah juga membentuk holding BUMN pembiayaan ultra mikro
(UMi) dengan PT Bank Rakyat Indonesia sebagai induk usaha. Harapannya,
holding ini dapat menggabungkan entitas-entitas utama yang dapat
mengembangkan segmen ultra mikro lebih baik dengan target penambahan
29 juta pelaku usaha yang dapat terlayani pada tahun 2024 (Kemenkeu, 2022).

Dampak bantuan PEN juga dapat diketahui dari posisi kredit UMKM di bank
umum. Terlihat Gambar 4.3 menunjukkan bahwa posisi kredit UMKM yang
paling terdampak pandemi menunjukkan adanya peningkatan dari bulan
Januari 2022 hingga Maret 2022. Lima UMKM tersebut merupakan yang
terbesar dalam melakukan kredit di bank umum. Hal tersebut disebabkan
karena lima UMKM tersebut mendominasi dalam pembentukan PDB.

Gambar 4.3 Posisi Kredit 5 UMKM di Bank Umum (miliar rupiah)
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400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
Per%iiagfzﬁalsesar Pertanian, Penyediaan
. . Kehutanan dan Industri Pengolahan Jasa Lainnya Akomodasi dan
Reparasi Mobil dan . ;
Perikanan Makan Minum
Motor
Jan 600,131.84 179,306 127,069 60,136 59,241
Feb 607,828 186,698 127,437 61,492 59,731
Mar 617,693 192,222 127,700 62,576 60,436

Sumber: Statistik ekonomi keuangan Indonesia, 2022.

Terlihat pada Gambar 4.3 bahwa UMKM pada industri perdagangan besar
dan eceran, reparasi mobil dan motor merupakan yang tertinggi dan ada
peningkatan dari bulan Januari hingga Maret 2022. Begitu juga pada UMKM
bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta industri pengolahan.

Di sisi lain, berdasarkan jenis penggunaan kredit, mayoritas UMKM
menggunakannya sebagai modal kerja dan investasi. Pada Gambar 4.4, yang
paling banyak digunakan adalah untuk modal kerja. Begitu pula alokasi PEN
tentunya dapat meringankan para pelaku usaha untuk membayar bunga kredit
yang telah dilakukannya.
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Gambar 4.4 Jenis Penggunaan Kredit (miliar rupiah)
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Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, 2022.

Gambar 4.4. menunjukkan kondisi penggunaan kredit berdasarkan jenis. Pada
bulan Januari, 75,8 persen dari total kredit, digunakan untuk modal kerja
dan 24,2 persen digunakan untuk investasi. Kemudian pada bulan Februari
terjadi perubahan pada penggunaan kredit. Penggunaan kredit untuk modal
kerja mengalami penurunan dan kembali meningkat pada bulan Maret
2022. Sementara, penggunaan kredit untuk investasi jumlahnya mengalami
peningkatan tapi tidak terlalu besar.

Berdasarkan skala usaha, kelompok usaha kecil masih mendominasi dalam
kredit di bank umum. Usaha kecil juga mengalami peningkatan sejak bulan
Januari hingga bulan Maret 2022. Pada bulan Januari, penggunaan kredit untuk
pada skala mikro sebesar Rp398,919 milyar. Tren penggunaan kredit pada
skala mikro pada bulan Februari dan Maret mengalami peningkatan. Hingga
bulan Maret 2022, realisasi penggunaan kredit skala usaha mikro mencapai
Rp418,940 miliar. Di antara pengguna kredit berdasarkan skala usaha, yang
paling mendominasi adalah usaha kredit berukuran kecil.
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Gambar 4.5 Posisi Kredit Berdasarkan Skala Usaha (miliar rupiah)
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Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, 2022.

Dukungan dari Kelembagaan Lain

Selain penggunaan dana PEN yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana
Bergulir (LPDB), terdapat banyak lembaga lain yang membantu penyerapan
dana yang dibagikan kepada UMKM. Undang-Undang Cipta Kerja (UU
Ciptaker) juga berkontribusi dalam pemulihan UMKM. UU Ciptaker membantu
UMKM dalam hal pendirian izin usaha yang lebih ringkas. Sebelum adanya
UU Ciptaker, Indonesia masih memiliki perizinan usaha yang rumit untuk
meningkatkan kemampuan UMKM. Sebanyak 64,13 juta UMKM masih berada
di sektor informal, sehingga perlu banyak bantuan untuk bertransformasi ke
sektor formal (Maryanto, Chalim, dan Hanim, 2022).

Selain itu, penelitian ini juga mencatat peran lembaga non-pemerintah lain
lewat inisiatif dan kegiatannya. Beberapa diantaranya adalah Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Perluasan Ekspor Produk Indonesia
melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD), dan kerjasama dengan asosiasi
pengusaha. Lembaga non-pemerintah ini ikut memberikan dukungan terhadap
produk lokal dan menjadi nafas untuk UMKM agar tetap bergerak.

Gernas BBI bertujuan untuk mendorong local brand unggulan dalam
menciptakan industri baru. Terciptanya industri dan iklim usaha baru tentunya
juga akan mengeskalasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Gernas BBI juga
mendorong UMKM untuk lebih terdigitalisasi. Gernas BBl padatahun2020telah
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berhasil mengikutsertakan 3,7 juta unit UMKM bergabung dengan platform
online untuk memasarkan produknya (Kemenkeu, 2021). Dalam menjadikan
UMKM yang melek digital, Asosiasi Pedagang Indonesia (APINDO) membuat
program Apindo UMKM Akademi. Program tersebut merupakan bentuk
kontribusi nyata terhadap pertumbuhan dan kemajuan UMKM di seluruh
Indonesia dengan berkolaborasi dengan para professional dan pemangku
kepentingan. Misi program Apindo UMKM Akademi diantaranya adalah
membentuk UMKM unggulan melalui pendampingan berkelanjutan dan
berjenjang; memfasilitasi UMKM seperti business matching melalui promosi
di pasar domestik maupun internasional; equity funding beserta informasi
untuk UMKM; serta dasbor informasi terkait kegiatan dan ekosistem UMKM
(republika.com, 18/06/2020).

Terkait dengan bantuan UMKM berbasis gender, salah satunya adalah
platform Melati Nusantara. Melati Nusantara merupaka komunitas yang
membantu pengembangan usaha bagi perempuan. Program ini memberikan
pendampingan berkelanjutan bagi 7000 pelaku UMKM khususnya wanita,
yang didukung oleh program Women Entrepreneurship Recovery Fund
(melatinusantara.id, 23/03/2022).

Kendala yang Dihadapi dalam Penyaluran dan Perolehan Manfaat

Penyaluran bantuan program PEN untuk pemulihan UMKM kepada sektor
industri yang paling terdampak umumnya menghadapi tantangan yang
beragam. Pada tahun 2020, Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia
(Jamkrindo) memaparkan bahwa masih ada kendala di lapangan ketika
melakukan penjaminan pinjaman PEN kepada bank-bank umum penyalur
(liputan6, 30/09/2020).

Pada awal tahun 2020, ketika PEN diluncurkan, bank umum dan bank swasta
yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan pinjaman kepada UMKM masih
belum memenuhi persyaratan untuk ikut program penjaminan. Hal tersebut
dikarenakan risiko yang ditanggung oleh bank-bank tergolong tinggi. Bank
umum dan swasta diminta untuk menyalurkan kredit oleh pemerintah dan
risikonya ditanggung sepenuhnya oleh peminjam berupa kemungkinan gagal
bayar.
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Tantangan lain yang dihadapi oleh UMKM adalah transformasi digital yang
masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi untuk menikmati dana PEN.
Penggunaan data saat ini mengintegrasikan media online untuk mengumpulkan
persyaratan administrasi untuk mengajukan pinjaman. Dapat dilihat pada
website resmi LPDB yang menggunakan e-proposal dalam mengajukan
pinjaman.

Selain belum meratanya pengetahuan teknologi, pihak peminjam juga
mengalami tantangan berupa kredit macet. Lembaga peminjam yang berada
di bawah Kemenkop UMKM, LPDB, ada 50 koperasi bermasalah yang belum
mengembalikan pinjaman. Nilai tunggakan cicilan kredit mencapai Rp75 miliar.

Diketahui, hingga 15 Juni 2022, LPDB memiliki 3.165 mitra dengan dana yang
tersalurkan Rp14,57 triliun. LPDB telah meneruma proposal sebanyak 4.757
pinjaman, akan tetapi, pinjaman yang lunas hanya Rp4,23 triliun. Artinya
adalah masih banyak UMKM dan koperasi yang belum mengembalikan
pinjaman. Macetnya kredit yang dihadapi dapat menjadi gelembung besar dan
berdampak pada iklim moneter dalam negeri.

Selain tantangan yang telah disebutkan, tantangan lain ada pada asosiasi
pedagang. Salah satu contoh kecilnya adalah ketika peneliti melakukan tanya
jawab sederhana dan informal dengan pelaku usaha yang ada di sekitar
kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku usaha mengaku bahwa kendala
dalam memperoleh bantuan dana PEN adalah tidak terbukanya informasi yang
disebarkan oleh ketua wilayahnya. Hal ini mengakibatkan pedagang menilai
hanya segelintir yang terpilih untuk memperoleh dana PEN untuk UMKM.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa
kesimpulan yang juga menjawab pertanyaan penelitian. Pertama, realisasi
program PEN pada klaster UMKM hingga bulan Juni 2022 masih terus bergulir.
Realisasi anggaran PEN untuk percepatan pemulihan ekonomi, dalam hal ini
adalah bantuan kepada UMKM, masih membuka restrukturisasi kredit seperti
bantuan subsidi bunga hingga 30 Juni 2022.
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Kedua, dampak penyerapan program PEN pada klaster UMKM yang paling
terkena imbas pandemi dapat terlihat dari posisi kredit UMKM yang semakin
meningkat. UMKM pada industri perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil
dan motor merupakan yang tertinggi dan ada peningkatan dari bulan Januari
hingga Maret 2022. Begitu juga pada UMKM bidang pertanian, kehutanan, dan
perikanan, serta industri pengolahan. Di sisi lain, berdasarkan jenis penggunaan
kredit, mayoritas UMKM menggunakannya sebagai modal kerja dan investasi.

Ketiga, dukungan kepada UMKM untuk pemulihan ekonomi datang dari
berbagai pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah. Dari pemerintah,
dana PEN yang digulirkan dan digunakan untuk subsidi bunga. Dari segi non-
pemerintah, adalah bantuan dari asosiasi pengusaha yang mewadahi UMKM
untuk terdigitalisasi. Selain itu, program untuk mendukung kesetaraan gender
juga tercermin dalam program Melati Nusantara yang membantu perempuan
dalam mengembangkan usahanya dan pemberdayaan perempuan dalam
sektor ekonomi.

Keempat, penyaluran bantuan PEN tidak selalu menghadapi jalan mulus.
Kendala awal yang dihadapi adalah tantangan bagi bank umum maupun
swasta yang perlu menyesuaikan dalam penyaluran pinjaman, selain kekuatiran
akan masalah kredit macet. Peminjam merasa keberatan dalam mempelajari
persayaratan dalam memberikan pinjaman. Selain itu, ketimpangan teknologi
yang dihadapi UMKM masih tinggi, menyebabkan masih banyak UMKM yang
belum mengenal pemasaran secara daring untuk menjangkau pasar yang lebih
luas.

Rekomendasi

Untuk merealisasikan anggaran bantuan UMKM yang termasuk dalam klaster
percepatan pemulihan ekonomi, maka Kementerian Keuangan bersama
Kementerian Koperasi dan UMKM perlu menggencarkan lagi informasi terkait
adanya bantuan PEN kepada UMKM. Baik untuk UMKM yang baru mendirikan
usahanya, maupun UMKM yang telah terdaftar bantuan sebelumnya. Hal
tersebut membutuhkan pendataan dan pengawasan yang lebih ketat agar
tepat sasaran.

Selainitu, terkait bantuan subsidi bunga yang diberikan, bank umum dan swasta,
termasuk LPDB yang berada di bawah Kemenkop UMKM, perlu mencari solusi
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agar peminjam tidak gagal bayar dan menimbulkan kredit macet. Kemudahan
dalam mengakses pinjaman dari bank dan sosialisasi mengenai informasi ini
ke jaringan UMKM juga penting untuk dilakukan oleh berbagai pihak terkait
untuk mempermudah dan memperluas akses UMKM dalam mendapatkan
dukungan usahanya. Solusi tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi untuk
mengupayakan peningkatan laba bagi UMKM dan koperasi yang meminjam.
Kredit yang macet membuat sirkulasi pinjaman menjadi terganggu.

Terakhir, infrastruktur teknologi dan literasi baik informasi maupun keuangan
perlu diperhatikan. Masih banyak pelaku usaha terutama industri makanan dan
minuman yang belum terdigitalisasi bahkan belum terdaftar sebagai nasabah
(unbanked). Kementerian Komunikasi dan Informasi perlu memastikan bahwa
koneksi internet dapat merata di Indonesia untuk ikut mendukung digitalisasi
kegiatan ekonomi UMKM.

THE & NDONESIAN INSTITUTE 75

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH



THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

BAB 5

Proses Pembelajaran Siswa

Sekolah Dasar dan Menengah
di Tahun Ketiga Pandemi dan Implementasi SKB
4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan
Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

Oleh: Nisaaul Muthiah

Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Kondisi Covid-19 di awal hingga pertengahan tahun ketiga pandemi yang
masih belum menentu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat,
termasuk pada proses pembelajaran yang dijalani oleh para siswa dan guru.
Berbagai pelaku pendidikan dituntut untuk dapat bersikap fleksibel dalam
menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi Covid-19 yang
berkembang di masyarakat. Pemerintah juga terus melakukan penyesuaian
SKB 4 Menteri tentang Panduang Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa
Covid-19. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini ditujukan untuk
mengetahui kendala dalam proses PTM dan PJJ yang masih dihadapi oleh
siswa dan guru sekolah dasar dan menengah di Indonesia, serta melihat
implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran
di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara
bersama beberapa siswa dan guru yang ada di Jawa Tengah, khususnya di
Kabupaten Magelang dan Sragen. Selain wawancara, data sekunder yang
berasal dari jurnal, website pemerintah, media massa, dan sumber lainnya juga
dikumpulkan untuk memperkuat temuan saat wawancara dan memperkaya
data mengenai PTM dan PJJ di beberapa daerah di Indonesia. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa siswa dan guru di beberapa daerah di Indonesia masih
lebih memilih untuk melakukan PTM dibanding PJJ karena berbagai hal.
Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aturan yang tertuang
dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di
Masa Covid-19 belum diimplementasikan dengan baik. Adanya berbagai
kendala menyebabkan tidak maksimalnya pengimplementasian aturan
tersebut. Sejumlah rekomendasi juga diberikan kepada berbagai pemangku
kepentingan terkait untuk memperbaiki implementasi proses pembelajaran di
masa pandemi dan di masa yang akan datang.

Kata Kunci: PTM, PJJ, SKB 4 Menteri, Covid-19

76



Menilik Persiapan Jelang Pemilu Tahun 2024 dan
Dinamika Kebijakan di Tahun Ketiga Pandemi Covid-19

Pendahuluan

Pada awal bulan Januari 2022, berbagai daerah di Indonesia telah menerapkan
pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Tidak sedikit dari daerah-daerah
tersebut yang menerapkan PTM terbatas 100 persen. Di waktu yang bersamaan,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek)
sempat memastikan bahwa Indonesia telah siap menggelar PTM terbatas kala
itu. Pasalnya, saat itu tidak ada wilayah yang memberlakukan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 (inews.id, 03/01/2022).
Kepastian dari Kemendikbud Ristek tersebut kemudian menjadi salah satu
dasar pelaksanaan PTM terbatas di awal bulan Januari 2022.

Langkah daerah untuk memulai PTM terbatas juga didasari oleh Surat Keputusan
Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran
di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pada penyesuaian
kelima SKB tersebut tertulis bahwa satuan pendidikan yang berada di level
PPKM 1 atau 2, dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga
kependidikan dalam satuan pendidikan di atas 80%, dan capaian vaksinasi
dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 50%, maka PTM dilaksanakan
setiap hari dengan jumlah peserta didik 100 persen dari kapasitas ruang kelas
dan waktu belajar paling lama enam jam pelajaran setiap harinya.

Pada pertengahanbulanJanuari2022, 68 persenatau 276.032 satuan pendidikan
telah menerapkan PTM 100 persen dengan durasi maksimal pembelajaran enam
jam. Selain itu, 21 persen atau sekitar 96 ribu satuan pendidikan menerapkan
PTM 50 persen dengan durasi belajar maksimal enam jam pelajaran, 10 persen
satuan pendidikan menerapkan PTM 50 persen dengan durasi belajar maksimal
empat jam. Sisanya, 1 persen menggelar pembelajaran jarak jauh (PJJ) penuh
(Sekretaris Jenderal Kemendikbud-Ristek dalam tempo.co, 20/01/2022).

Namun, di pekan pertama bulan Februari 2022, beberapa kabupaten/kota di
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta, mulai
menyetop PTM terbatas dan kembali pada PJJ. Pasalnya, di pertengahan bulan
Januari hingga akhir Februari 2022, jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia
mengalami peningkatan secara signifikan, yakni dari 454 kasus baru pada 10
Januari 2022, kemudian mengalami peningkatan kembali, hingga pada 16
Februari 2022 total kasus baru mencapai 64.718 kasus.
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Peningkatan kasus baru tersebutjuga disertai dengan pengeluaran Surat Edaran
(SE) Mendikbud-Ristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan
Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran
di Masa Pandemi Covid-19. SE tersebut salah satunya mengatur soal bolehnya
daerah dengan pemberlakuan PPKM level 2 untuk mengimplementasikan PTM
terbatas 50 persen. SE tersebut juga menegaskan beberapa hal yang tertulis
dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di
Masa Pandemi Covid-19 mengenai penerapan protokol kesehatan secara ketat
dalam proses PTM terbatas. Dalam SE tersebut, orang tua/wali murid juga
diberi hak kembali untuk menentukan apakah anak mereka akan mengikuti
PTM terbatas atau PJJ.

Hingga pertengahan bulan Juni 2022, SKB 4 Menteri tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 telah mengalami
penyesuaian sebanyak enam kali. Beberapa perbedaan antara penyesuaian
keenam dengan kelima misalnya di penyesuaian keenam, satuan pendidikan
yang berada pada PPKM level 1, 2, dan 3 dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada
pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80 persen dan capaian vaksinasi
dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 60 persen di tingkat kabupaten/
kota, maka PTM dilaksanakan setiap hari dengan jumlah peserta didik 100
persen dari kapasitas ruang kelas, dan jam pelajaran sesuai dengan kurikulum
yang digunakan di satuan pendidikan.

Selain perbedaan jam pelajaran, dalam penyesuaian keenam ini pemerintah
juga telah memperbolehkan pembukaan kantin, serta pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler dan olahraga. Kantin dibuka dengan kapasitas pengunjung
maksimal 75 persen untuk PPKM level 1, 2, dan 3, serta 50 persen bagi satuan
pendidikan do PPKM level 4. Pengelolaan kantin dilaksanakan sesuai dengan
kriteris kantin sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat.

Jika melihat implementasi PTM terbatas sebelumnya, di akhir bulan Januari
2022, PTM terbatas justru menjadi salah satu klaster penularan Covid-19
(megapolitan.kompas.com, 26/01/2022). Salah satu penyebabnya adalah
lengahnya penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan. Menurut
Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim,
pelanggaran protokol kesehatan tersebut, misalnya, tidak diterapkannya jarak
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satu meter di ruang kelas, adanya kerumunan siswa baik itu di kantin maupun
di ruangan, serta tidak terbukanya sirkulasi udara di ruang kelas.

Lengahnya penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan dalam
proses PTM terbatas menunjukkan bahwa SKB 4 Menteri tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 belum
diimpementasikan dengan maksimal. Hal ini menyebabkan satuan pendidikan
menjadi salah satu klaster penyebaran virus Covid-19. Padahal, studi
menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka masih lebih efektif dibanding
pembelajaran jarak jauh (Kemendikbud Ristek dalam Ramadhan, 2021).
Sementara, di awal tahun 2022 ini, masih ada siswa yang mengalami kendala
dalam proses PJJ.

Kabar terbaru dari berbagai media, di awal bulan April 2022, berbagai daerah
di Indonesia kembali memberlakukan PTM 100 persen terbatas dan 50 persen
terbatas. Daerah-daerah tersebut diantaranya adalah Jawa Tengah, Kota Bekasi,
Kota Tangerang, Jakarta, Yogyakarta, Bali, dan lain-lain.

Untuk itu, penelitian ini ditujukan untuk melihat proses pembelajaran yang ada
di beberapa daerah di Indonesia saat ini, termasuk pada kendala yang masih
dihadapi siswa dan guru, baik itu dalam PJJ maupun PTM terbatas. Penelitian
ini juga ditujukan untuk melihat implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan temuan dan rekomendasi kebijakan yang
bermanfaat bagi pengembangan proses belajar anak di Indonesia.

Pertanyaan Penelitian

1. Apasajakendaladalam proses pembelajarantatap mukadan pembelajaran
jarak jauh yang masih dihadapi oleh siswa dan guru sekolah dasar dan
menengah di Indonesia?

2. Bagaimana implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelengga-
raan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-197?

3. Apa saja rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh pemangku
kepentingan terkait pelaksanaan proses pembelajaran di tahun ketiga
pandemi?
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Snape dan Spencer
(2003), metode kualitatif adalah metode yang memiliki beberapa karakteristik
diantaranya:
e Ditujukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan ditafsirkan
dengan memahami dunia sosial dari partisipan/ informan penelitian,

seperti kondisi sosial ekonomi, pengalaman, perspektif, dan sejarah dari
informan.

e Jumlah informan berskala kecil dan dipilih dengan sengaja berdasar
kriteria yang menonjol.

e Dalam proses pengumpulan data melibatkan kontak dekat antara peneliti
dan peserta penelitian. Penggalian informasi dilakukan secara interaktif
dan memungkinkan munculnya eksplorasi isu-isu yang muncul.

e Data sangat rinci, kaya, dan luas.

e Proses analisis terbuka untuk konsep dan ide yang muncul, sehingga
dapat dihasilkan deskripsi dan klasifikasi yang rinci.

e Outputdari penelitian cenderung berfokus pada interpretasi makna sosial,
baik melalui pemetaan atau representasi dunia sosial dari informan.

Berdasar katakteristik di atas, penelitian ini salah satunya mengumpulkan data
dengan melakukan wawancara. Informan penelitian adalah siswa dan guru
yang menjalani PTM atau PJJ di Jawa Tengah. Daerah tersebut dipilih karena
pada tahun 2021, Jawa Tengah mendapatkan apresiasi dari United Nations
Internastional Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam pelaksanaan PTM,
terutama dalam hal memperhatikan keamanan dan kesehatan siswa, guru,
maupun orang tua. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga
pernah memiliki rencana untuk mengembangkan platform untuk memantau
kesiapan dan keamanan sekolah untuk menyelenggarakan PTM (jatengprov.
go.id, 29/09/2021). Lebih jauh, sebagai bahan tambahan contoh praktik di
lapangan, penelitian ini juga mengambil informasi dari narasumber/informan
di Kabupaten Magelang dan Sragen untuk dianalisis. Kedua daerah tersebut
dipilih karena dari awal hingga pertengahan tahun ketiga pendemi ini, kedua
daerah tersebut pernah menerapkan PJJ dan PTM. Kemudahan akses peneliti
kepada informan di daerah tersebut juga menjadi alasan lain untuk mengatasi
adanya berbagai kendala sumber daya dalam proses penelitian. Hasil wawancara
akan diinterpretasikan dengan melihat latar belakang sosial dari informan.
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Selain wawancara, penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder
sebagai sumber analisis data. Data sekunder didapatkan dari jurnal, website
pemerintah, media, dan lain-lain. Data sekunder yang dicari dalam penelitian
ini bukan hanya data mengenai proses PTM dan PJJ di Jawa Tengah saja, namun
juga di daerah-daerah lain di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Distance Education (Pembelajaran Jarak Jauh)

Pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu model baru yang muncul karena
adanya permintaan pasar. Pembelajaran jarak jauh diharapkan menjadi sarana
untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih gesit. Menurut Nunes
(dalam Costa et al., 2020), pembelajaran jarak jauh dapat didefinisikan sebagai
seperangkat upaya yang dapat membantu siswa dalam jumlah yang banyak,
terlepas dari lokasi geografis mereka, dengan kualitas tinggi, karena tidak
membahayakan konten atau metode pendampingan.

Moore dan Kearsley (2011) mendefinisikan pembelajaran jarak jauh sebagai
metodologi pengajaran dan pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi,
dalam prosesnya agen terlibat secara terpisah baik itu secara temporal maupun
tidak.

Belloni (1999) menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh erat kaitannya
dengan produksi dan kualifikasi. Lembaga yang menerapkan pembelajaran
jarak jauh perlu berinvestasi lebih pada platform pembelajaran virtual.
Menurut Belloni, pembelajaran jarak jauh akan membawa pada fleksibilitas,
kepraktisan, dan pemangkasan biaya pendidikan jika dibandingkan dengan
proses pendidikan yang dilakukan di dalam kelas.

Barros (dalam Costa et al., 2020) berargumen bahwa pembelajaran jarak jauh
selain merupakan proses belajar yang dimediasi oleh teknologi, juga memiliki
karakteristik lain seperti adanya perbedaan waktu dan ruang dari agen,
sehingga dibutuhkan kebiasaan untuk belajar mandiri. Dengan demikian,
pembelajaran jarak jauh menjadi metode pengajaran yang memungkinkan
terwujudnya pendidikan yang berkualitas dengan mengatasi permasalahan
ruang dan waktu dan memanfaatkan teknologi baru yang terus muncul.
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Keuntungan dan Kerugian dari Pembelajaran Jarak Jauh

Kokemuller (n.d.) dalam artikel yang ia tulis menyatakan bahwa online education/
pendidikan online/pembelajaran jarak jauh memiliki banyak manfaat bagi orang
dewasa yang telah bekerja. Dengan adanya pendidikan online, orang yang
telah bekerja memiliki kesempatan untuk mengambil kelas dan menyelesaikan
perkuliahan mereka. Sebuah studi yang dilakukan oleh Pew Research Center
pada tahun 2011 menunjukkan bahwa 77 persen rektor perguruan tinggi
melaporkan bahwa lembaga mereka menawarkan kelas online.

Permintaan para mahasiswa dan keuntungan perguruan tinggi dalam
menawarkan kelas online telah berkontribusi pada pertumbuhan internet.
Namun, terlepas dari kelebihannya, mahasiswa yang tidak terbiasa/ tidak
memiliki keterampilan dalam belajar online harus lebih berjuang untuk
menggunakan berbagai platform belajar online. Apalagi beberapa platform
belajar online juga masih memiliki keterbatasan.

Menurut Kokemuller, dalam membandingkan pilihan antara belajar daring
atau belajar di ruang kelas/ pembelajaran tatap muka, mahasiswa/ siswa perlu
mengenali gaya dan kebutuhan belajar mereka sendiri. Siswa yang memiliki
hambatan dengan teknologi akan membutuhkan interaksi yang teratur dengan
profesordanteman-temanmereka.Selainitu, siswayang merasamemilikidisiplin
diri dan akuntabilitas yang kurang akan memerlukan struktur pembelajaran
yang lebih tradisional (pembelajaran tatap muka). Sementara, orang dewasa
yang bekerja dan membutuhkan fleksibilitas, memiliki keterampilan teknologi
yang kuat, lebih suka belajar dari rumah, memiliki disiplin diri untuk mengatur
jadwal/ agenda antara belajar dan bekerja akan cocok dengan sistem online
education.

Terlepas dari berbagai keunggulannya, online education memiliki kelemahan
seperti kurangnya kontak secara langsung. Hal tersebut berdampak negatif
pada kemampuan siswa untuk berinteraksi baik itu dengan guru maupun rekan
sebaya. Tidak adanya kontak langsung juga dapat menghilangkan beberapa
aspek sosial seperti interaksi sosial yang terjadi secara informal di satuan
pendidikan.

Efek negatif lain dari kelas online adalah risiko putus sekolah yang lebih tinggi.
Sebuah studiyang dipublikasikan pada bulan Juli 2011 oleh Columbia University
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Community College Research Center, menunjukkan bahwa mahasiswa
perguruan tinggi Washington lebih mungkin untuk meninggalkan kelas online
daripada kelas tradisional. Tingkat penyelesaian kelas tradisional adalah 90
persen, sementara kelas online adalah 82 persen. Selain itu, siswa dalam studi
yang mengambil kelas online cenderung tidak menyelesaikan kelas mereka
atau pindah ke perguruan tinggi lain.

Implementasi Kebijakan

Menurut Wibawa (1994), implementasi kebijakan merupakan bentuk
pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar. Kebijakan
tersebut biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, instruksi, atau
keputusan perundang-undangan. Sementara menurut Wahab (2008),
implementasi kebijakan adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh
individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau sektor privat yang diarahkan
pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijakan. Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh
lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

Winarno (2008) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu upaya
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan
dalam urutan waktu tertentu. Lebih lanjut, Mufiz (1999) mendefinisikan
implementasi kebijakan sebagai aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk
melaksanakan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian
kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Implementasi kebijakan harus
menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.

Yuliah (2020) menyatakan bahwa implementasi merupakan faktor terpenting
dari sebuah kebijakan, termasuk dalam kebijakan pendidikan. Implementasi
kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkut
paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab
pelaksanaan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran.
Proses implementasi bersangkut paut pula dengan faktor hukum, politik,
ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap
perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Tujuan implementasi
kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat
terealisasikan.
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Van Meter dan Van Horn (1975) mengembangkan model proses implementasi
kebijakan. Dalam model tersebut, terdapat enam variabel yang dapat
meningkatkan kejelasan antara kebijakan dan kinerja implementasi, yakni
standar dan sasaran kebijakan; komunikasi antar organisasi dan pengukuran
aktivitas; karakteristik organisasi komunikasi antar organisasi; kondisi sosial,
ekonomi, dan politik, serta sikap atau karakter pelaksana.

Selain beberapa variabel di atas, terdapat pula beberapa faktor yang dapat
menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan yang didefinisikan oleh Peter
(dalam Tangkilisan, 2003). Beberapa faktor tersebut diantaranya:

e Kurangnya informasi yang dapat berakibat pada gambaran-gambaran
yang kurang tepat mengenai isi kebijakan yang sesungguhnya. Gambaran
yang kurang jelas tersebut berdampak buruk kepada objek kebijakan
maupun kepada pelaksana dari isi kebijakan. Kurangnya informasi juga

dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman dan perbedaan persepsi
antara pelaksana kebijakan.

e Isi kebijakan yang samar-samar dan tidak jelas atau tidak tegas.
Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi maupun
tujuan kebijakan.

e Tidak cukupnya dukungan dalam melaksanakan kebijakan. Implementasi
kebijakan akan sangat sulit apabila pada pelaksanaannya tidak mendapat
cukup dukungan, termasuk dukungan sumber daya.

e Pembagian potensi yang bersifat diferensiasi tugas dan wewenang para
aktor implementasi kebijakan.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penelitian ini menganalisis proses
pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di
awal hingga pertengahan tahun ketiga pandemi, serta implementasi dari SKB
4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi
Covid-19. Temuan dari hasil wawancara dan studi literatur dalam penelitian ini
dianalisis dengan merujuk pada konsep yang telah dijabarkan di atas.
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Hasil dan Pembahasan

Proses Pembelajaran di Awal hingga Pertengahan Tahun Ketiga
Pandemi Covid-19

Keputusan bagi satuan pendidikan untuk melakukan PTM atau PJJ sangat
berkaitan dengan perkembangan kondisi Covid-19 di wilayah tempat satuan
pendidikan berada. Dalam kurun waktu lima bulan terakhir, beragam langkah
dan penyesuaian kebijakan dilakukan oleh satuan pendidikan dan pemerintah
di berbagai daerah untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan situasi
Covid-19.

Di awal bulan Januari 2022, 68 persen atau 276.032 satuan pendidikan telah
menerapkan PTM 100 persen dengan durasi maksimal pembelajaran enam
jam (Sekretaris Jenderal Kemendikbud-Ristek dalam tempo.co, 20/01/2022).
Selanjutnya, di akhir bulan Januari hingga Februari 2022, PTM terbatas sempat
menjadi salah satu klaster penyebaran Covid-19 di beberapa satuan pendidikan
seperti di DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan beberapa daerah
lain (detik.com, 20/02/2022; republika.co.id, 03/02/2022), oleh sebab itu PTM
terbatas sempat dihentikan di beberapa daerah dan digantikan dengan PJJ.

Kini di pertengahan bulan Juni 2022, kebanyakan satuan pendidikan di
Indonesia sudah menerapkan PTM secara penuh. Menurut Sekretaris Jenderal
Kemendikbudristek, Suharti (Kemendikbud RI, 14/06/2022), saat ini terdapat
94 persen sekolah yang menjalankan PTM penuh. Terdapat satu kabupaten di
Papua yang belum mengikuti PTM 100 persen karena masih berada di PPKM
level 2.

Banyaknya satuan pendidikan yang sudah melakukan sesuai dengan kondisi
kondisi Covid-19 di Indonesia yang kian membaik. Instruksi Menteri Dalam
Negeri (Inmendagri) Nomor 29 dan 30 tentang PPKM yang berlaku mulai
tanggal 7 Juni hingga 4 Juli 2022, menunjukkan bahwa hampir semua daerah di
Indonesia telah berada di PPKM level 1. Hanya satu kabupaten yang berstatus
PPKM level 2, yakni Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat. Walaupun
begitu, per 14 Juni 2022, jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia kembali
meningkat, yakni menjadi 5.298 kasus aktif (Covid19.go.id, 14/06/2022).
Peningkatan kasus tersebut termasuk yang paling tinggi sejak bulan April 2022.
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Kondisi di atas menunjukkan bahwa siswa, guru, dan pemangku kepentingan
di dunia pendidikan lainnya hingga saat ini harus berdamai dengan kondisi
yang sangat tidak pasti akibat pandemi. Kita tahu bahwa proses pembelajaran
di satuan pendidikan sangat terpengaruh oleh situasi Covid-19 yang ada di
masyarakat. Oleh karena itu, guru, siswa, dan pemangku kepentingan lain di
dunia pendidikan perlu bersikap fleksibel dan perlu mempersiapkan jenis proses
pembelajaran apapun, baik itu, PTM, PJJ, maupun pembelajaran campuran.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, penelitian ini juga mengambil contoh di
Kabupaten Magelang dan Sragen dalam analisis terkait praktik beragam proses
pembelajaran tersebut di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara
pada lima siswa dan satu guru di Kabupaten Magelang dan Sragen, masih ada
banyak hal yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran di awal tahun
ketiga pandemi ini. Baik itu pada PJJ, PTM, maupun pembelajaran campuran.

Dari kelima siswa yang melakukan wawancara, semuanya mengaku bahwa
penjelasan dari guru lebih mudah diterima ketika PTM dibanding saat PJJ. Saat
PJJ, guru biasanya hanya memberikan penjelasan melalui video dari platform
YouTube. Bahkan, saat PJJ terdapat guru yang tidak memberi penjelasan materi,
namun langsung memberi tugas pada siswa. Hal tersebut membuat siswa
kurang memahami materi pelajaran saat PJJ. Berikut keterangan beberapa
siswa yang menjadi informan mengenai hal tersebut:

".pas PTM gurune le njelaske luweh mantep, dadi rodo dong (saat PTM
penjelasan dari guru lebih mantap, jadi agak lebih paham..” (MH, siswa
SMK di Magelang, 23 Mei 2022).

" jelasinnya kadang lewat video di share di grup/Google classroom,
kadang share link pembahasan dari YouTube, ada juga yang ga jelasin
ujuk ujuk (tiba-tiba) ngasih tugas..” (ZH, siswa SMA di Sragen, 13 Juni
2022).

“.kalau aku pribadi, di sekolahku kan jarang ada Zoom meeting gitu to,
jadi kalau mau tanya yang belum dipahami harus japri (pesan pribadi)
gurunya, itu kadang juga ga dibales.." (ZH, siswa SMA di Sragen, 13 Juni
2022).

Bukan hanya siswa saja yang lebih memilih PTM, namun guru juga. Berdasarkan
penuturan dari salah satu guru yang menjadi informan dalam studi ini, sejauh
ini banyak kendala yang ditemukan saat PJJ, sebab saat PJJ guru tidak dapat
memantau kegiatan siswa secara langsung. Sementara, saat PTM, interaksi
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secara langsung antara guru dengan siswa dapat terjalin. Hal tersebut membuat
proses penjelasan materi dan penerimaan materi menjadi lebih mudah. Selain
itu, PJJ juga membuat guru dan siswa merasa jenuh, sehingga ada siswa
yang mengabaikan tugas dari guru. Berikut pernyataan salah satu guru MAN
(Madrasah Aliyah Negeri) di Sragen yang menjadi informan mengenai hal
tersebut:

“.kalau kendala lebih ke PJJ ya, Mbak. Kalau PJJ itu guru tidak bisa
memantau murid, kalau PTM kan muridnya ngapain ya guru tau. Kalau PJJ
juga nggak ada interaksi langsung. Kalau interaksinya langsung kan enak
njelasinnya. Waktu PJJ juga banyak murid yang jenuh. Guru gja jenuh
apalagi murid ya, Mbak. Tugas-tugas dari guru jadi nggak dikerjakan
dan guru ndak bisa ngoyak-oyak (mengejar-ngejar). Kalau PTM kan bisa
ditunggu, diminta menyelesaikan saat itu juga yo (juga) bisa.. (SP, guru
MAN di Sragen, 15 Juni 2022).

Pernyataan beberapa informan di atas menunjukkan bahwa informan dalam
studi ini masih menganggap bahwa PTM lebih efektif dibanding PJJ karena
beberapa alasan yang telah disebutkan di atas. Kondisi yang hampir sama juga
dirasakan oleh siswa di Kota Bekasi. Hasil studi Hotijah (2022) menunjukkan
bahwa saat PJJ, siswa dari jurusan llmu Pengetahuan Alam (IPA) mengaku
kesulitan dalam memahami mata pelajaran Fisika saat dijelaskan secara online.
Sementara siswa dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mengaku paham
pada materi yang dijelaskan oleh guru, meskipun pemahaman mereka tidak
sebaik daat PTM. Selain itu, informan dalam studi Hotijah juga menyatakan
beberapa kendala lain saat PJJ, diantaranya adalah masalah koneksi dan kuota
internet yang kurang mendukung.

Sikap siswa dan guru yang menganggap bahwa PTM lebih efektif dapat
disebabkan karena kurangnya perencanaan yang matang dan baik saat PJJ,
sehingga banyak siswa yang merasa jenuh dan tidak memahami pelajaran.
Menurut Evitasari & Utamaningtyas (2021), perencanaan yang matang dan baik
mampu mendorong kegiatan pembelajaran berlangsung lancar, terstruktur dan
terarah karena seluruh elemen pembelajaran dirumuskan dan digambarkan
dengan baik.

Kemungkinan lain penyebab masih banyaknya kendala saat PJJ adalah pelaku
pendidikan di Indonesia masih belum terbiasa dengan teknologi. Kebanyakan
siswa dan guru di Indonesia baru melakukan PJJ saat pandemi Covid-19, yakni
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di awal tahun 2020. Informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa di awal
tahun ketiga pandemi ini, mereka sudah lebih terbiasa dalam menggunakan
teknologi untuk melakukan pembelajaran. Walaupun begitu, mereka juga tidak
menampik masih adanya kendala yang dihadapi. Berikut pernyataan salah satu
siswa SMK di Magelang yang menjadi informan mengenai hal tersebut:

“.nek sakniki nggih tasih onten kendala ngagem google meet, ribet.
Kancane kula nggih tasih onten sing kangelan (kalau sekarang ya masih
ada kendala pakai Google Meet, ribet. Temanku juga masih ada yang
kesulitan).." (MH, siswa SMK di Magelang, 23 Mei 2022).

Terkait dengan kendala penggunaan teknologi, menurut Kokemuller (n.d.),
siswa yang memiliki hambatan dengan teknologi akan membutuhkan interaksi
yang teratur dengan guru dan teman-teman mereka. Saat PJJ berlangsung,
mereka juga harus lebih berjuang untuk menggunakan berbagai platform
belajar daring, padahal sebenarnya platform-platform tertsebut juga masih
memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, banyak siswa dan guru yang masih
lebih memilih PTM dibanding PJJ.

Temuan lain berdasar hasil wawancara dalam studi ini adalah beberapa
informan mengatakan bahwa mereka lebih senang melakukan PTM karena
adanya interaksi sosial dengan teman-teman mereka. Fakta tersebut
menunjukkan bahwa di tengah berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh
PJJ, tetap ada aspek sosial yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Sesuai
dengan pernyataan Kokemuller (n.d) yang menyatakan bahwa online education
memiliki kelemahan, seperti kurangnya kontak secara langsung. Hal tersebut
berdampak negatif pada kemampuan siswa untuk berinteraksi, baik itu dengan
guru maupun teman sebaya. Tidak adanya kontak langsung juga dapat
menghilangkan beberapa aspek sosial, seperti interaksi sosial yang terjadi
secara informal di satuan pendidikan. Berikut pernyataan beberapa siswa di
Magelang dan Sragen mengenai hal tersebut:

“.pas dulu awal-awal masuk sekolah sebenere lebih pilih online soale
(soalnya) belum punya kenalan, tapi sekarang udah terbiasa sekolah
terus udah punya temen banyak jadi suka tatap muka.." (ZH, siswa SMA di
Sragen, 13 Juni 2022).
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“.aku milih PTM karena di sana bisa bareng-bareng belajarnya. Gurune le
njelaske juga lebih jelas..” (KN, siswa SD di Magelang, 23 Mei 2022).

“.lebih suka di sekolahan karena temen-temennya tingkahnya lucu.
Soalnya diajari guru juga, kalau di rumah diajari ibu, kalau aku salah ibu
sok (sering) marah-marah, galak.” (HK, siswa SD di Magelang, 23 Mei
2022).

Efek negatif lain dari adanya PJJ adalah adanya risiko putus sekolah yang lebih
tinggi. Sebuah studi yang dipublikasikan oleh Columbia University Community
College Research Center pada bulan Juli 2011 menunjukkan bahwa mahasiswa
perguruan tinggi di Washington lebih mungkin untuk meninggalkan kelas
online daripada kelas tradisional. Kondisi tersebut sesuai dengan keterangan
salah satu guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Sragen yang membenarkan
adanya kasus putus sekolah di sekolahnya yang terjadi saat PJJ.

“.ada satu anak yang putus sekolah, karena murid itu jenuh dan tidak siap
mental. Guru saja jenuh, apa lagi murid. Makanya dia nggak mau lagi.
(SP, guru MAN di Kabupaten Sragen, 15 Juni 2022).

Implementasi SKB 4 Menteri

SKB4 Menteritentang Panduan Penyelenggaraan PembelajarandiMasaPandemi
Covid-19 pertama ditetapkan pada 30 Maret 2021. Hingga pertengahan bulan
Juni 2022, SKB tersebut telah mengalami penyesuaian sebanyak enam kali,
tergantung pada kondisi pandemi Covid-19 yang berkembang di masyarakat.
Hal tersebut menunjukkan betapa keberlangsungan proses pembelajaran di
satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh situsasi pandemi yang kondisinya
masih jauh dari kepastian.

Jika melihat penyesuaian keenam SKB 4 Menteri tersebut, dalam panduan
penyelenggaraan pembelajaran pada poin satu, disebutkan bahwa satuan
pendidikan dapat menyelenggarakan PTM setiap hari dengan jumlah peserta
didik 100 persen dari kapasitas ruang kelas, dan jam pembelajaran sesuai
dengan kurikulum jika satuan pendidikan tersebut berada pada level 1, 2, dan
3, dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di
atas 80 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di
atas 60 persen di tingkat kabupaten/kota.

THE 8 NDONESIAN INSTITUTE 89

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH



Proses Pembelajaran Siswa Sekolah Dasar dan Menengah
— Oleh: Nisaaul Muthiah

Berdasarkan penuturan salah satu informan yang merupakan guru di MAN
2 Sragen, satuan pendidikan tempatnya mengajar telah melaksanakan PTM
setiap hari dengan jumlah jam pembelajaran hampir sama dengan kurikulum.
Langkah tersebut dilakukan karena 100 persen guru dan tenaga kependidikan
di sana telah melakukan vaksinasi Covid-19 ketiga, sementara 100 persen siswa
di sana telah melakukan vaksinasi Covid-19 kedua.

Jika melihat angka vaksinasi Covid-19 di Indonesia, data darti vaksin.kemkes.
go.id (15/06/2022) menunjukkan bahwa 96,51 persen dari total target sasaran
masyarakat telah melakukan vaksinasi dosis pertama, 80,79 persen masyarakat
telah melakukan vaksinasi dosis kedua, dan 23,18 persen masyarakat telah
melakukan vaksinasi dosis ketiga. Walaupun pencapaian vaksinasi di Indonesia
semakin membaik, namun hal tersebut sebaiknya tidak menjadi alasan bagi
masyarakat, termasuk pelaku pendidikan untuk mengabaikan protokol
kesehatan.

Studi yang dilakukan oleh Lanzavecchia et al., (2021) di Chile menunjukkan
bahwa tidak ada intervensi tunggal yang 100 persen efektif menangani
Covid-19. Hanya kombinasi dari beberapa intervensi yang dapat melindungi
masyarakat dari penularan dan penyebaran virus tersebut. Maka dari itu,
walaupun jumlah vaksinasi penduduk di Indonesia kian membaik, namun
penerapan protokol kesehatan juga masih perlu ditegakkan. Apalagi saat ini
status Covid-19 sebagai pandemi di Indonesia masih belum dihapuskan.

Dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di
Masa Pandemi Covid-19 disebutkan bahwa PTM di dalam maupun di luar
lingkungan satuan pendidikan dilakukan dengan menerapkan protokol
kesehatan diantaranya yakni menutup masker sesuai dengan ketentuan, yaitu
menutup hidup, mulut, dan dagu; menerapkan jaga jarak antar orang dan/atau
antar-kursi/meja; menghindari kontak fisik, dan lain-lain.

Namun, informan dalam studi ini menyatakan bahwa saat ini penerapan
protokol kesehatan tidak dilakukan dengan ketat. Menurut mereka, kini satuan
pendidikan sudah tidak mewajibkan penggunaan masker dan menerapkan
social distancing. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan mandat yang tertuang
dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di
Masa Pandemi Covid-19. Berikut pernyataan beberapa informan mengenai hal
tersebut:
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“.kalau sekarang sudah tidak wajib pakai masker dan cuci tangan. Penataan
meja di ruang kelas juga tidak diberijarak.." (MH, siswa SMK di Kabupaten
Magelang, 23 Mei 2022).

".sekarang sudah nggak wajib menerapkan prokes, murid di sekolah juga
udah banyak yang buka masker."" (ZH, siswa SMA di Kabupaten Sragen,
13 Juni 2022).

“.penerapan prokes masih tapi tidak seketat seperti waktu pertama mulai
PTM, Mbak. Sudah banyak yang buka masker juga. Tapi kalau murid-murid
Jajan di kantin biasanya pada dibungkus terus dimakan di kelas.." (SP, guru
MAN di Kabupaten Sragen, 15 Juni 2022).

Pernyataan beberapainforman diatas menunjukkan bahwa disatuan pendidikan
mereka, protokol kesehatan sudah tidak lagi diterapkan dengan ketat. Bukan
hanya di Kabupaten Magelang dan Sragen saja, namun satuan pendidikan di
daerah lain juga banyak yang melanggar aturan mengenai penerapan protokol
kesehatan. Kepala Bidang Advokasi P2G Imam Zanatul Haeri menyatakan
bahwa sejak PTM 100 persen dimulai beberapa bulan lalu, prokes banyak
dilanggar oleh warga sekolah. Siswa dan guru semakin tidak disiplin protokol
kesehatan (padek.jawapos.com, 12/05/2022). Padahal, untuk menghindari
Covid-19, vaksinasi saja tidak cukup. Penerapan protokol kesehatan yang tepat
juga masih dibutuhkan. Apalagi baru-baru ini muncul kasus hepatitis akut yang
banyak menyerang anak-anak dan juga varian baru Covid-19, yakni Omicron
subvarian BA.4 dan BA.5 yang telah terdeteksi di Indonesia.

Lengahnya penerapan protokol kesehatan menunjukkan bahwa aturan yang
tertuang dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran
di Masa Pandemi Covid-19 belum diimplementasikan dengan baik. Studi yang
dilakukan oleh Nursuci (2022) menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi
dalam mengimplementasikan SKB 4 Menteri di lokasi studinya, yakni kurangnya
komunikasi, kurangnya kesadaran warga sekolah, dan kurangnya kerjasama
warga sekolah. Kendala implementasi SKB tersebut juga tercermin dalam
studi ini. Informan yang merupakan guru MAN di Sragen menyatakan bahwa
kebanyakan guru di satuan pendidikannya hanya mengetahui gambaran utama
dari aturan tersebut. Informan mengaku tidak mengetahui aturan tersebut
secara menyeluruh. la juga menyatakan bahwa pernah ada sosialisasi terkait
SKB tersebut, namun hanya diperuntukkan bagi pihak-pihak tertentu saja,
misalnya wakil kepala sekolah. Berikut pernyataan informan tersebut:
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“.ya tau tapi cuman inti-intinya agja Mbak, nggak tau keseluruhannya.
Pernah ada sosialisasi tapi hanya pihak-pihak tertentu saja yang ikut,
kayak wakil kepala sekolah. Kalau guru-guru biasa nggak ikut.” SP, guru
MAN di Kabupaten Sragen, 15 Juni 2022).

“.kalau dukungan (untuk implementasi SKB) dari Kemenag atau Pemda
saya kurang tahu ya, Mba. Sepertinya wk sarpras (wali kepala sekolah
bidang sarana prasarana) yang tau itu. Cuman setahu saya semua biaya
penerapan prokes dari sekolah, nggak tau diambil dari uang BOS atau
apa..” SP, guru MAN di Kabupaten Sragen, 15 Juni 2022).

Pernyataan informan di atas menunjukkan kurangnya komunikasi antara guru
dengan pemimpin satuan pendidikan, dalam hal ini adalah wakil kepala sekolah,
yang menyebabkan guru tidak menangkap informasi secara keseluruhan dari
SKB 4 Menteri. Menurut Peter (dalam Tangkilisan, 2003), kurangnya informasi
dapat berakibat pada gambaran-gambaran yang kurang tepat mengenai isi
kebijakan yang sesungguhnya. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab
kegagalan implementasi.

Selain kurangnya informasi, tidak cukupnya dukungan dari pemerintah,
minimnya kesadaran warga sekolah, dan kurangnya kerja sama juga menjadi
salah satu penghambat penerapan implementasi aturan tersebut. Pernyataan
informan terkait lengahnya penerapan protokol kesehatan di kalangan guru
dan siswa menunjukkan minimnya kesadaran dari semua pihak. Sementara
ketidaktahuan guru mengenai aturan secara menyeluruh dan juga mengenai
upaya pengimplementasiannya menunjukkan kurangnya kerja sama antara
pimpinan sekolah dengan guru, yang dapat menghambat keberhasilan
implementasi aturan tersebut.

Penutup

Kesimpulan

Berdasar analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa di awal hingga pertengahan
tahun ketiga pandemi ini, siswa dan guru di beberapa daerah di Indonesia
lebih memilih untuk melakukan PTM dibanding PJJ. Menurut siswa yang
menjadi informan dalam penelitian ini, penjelasan dari guru saat PTM lebih
mudah dipahami. Saat PTM juga memungkinkan adanya interaksi sosial secara
langsung dengan teman sebaya yang tidak terjalin saat PJJ. Selain siswa, guru

Q2 THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH



Menilik Persiapan Jelang Pemilu Tahun 2024 dan
Dinamika Kebijakan di Tahun Ketiga Pandemi Covid-19

juga lebih memilih untuk PTM, sebab interaksi secara langsung memudahkan
guru untuk mengontrol kegiatan siswa. Saat PTM guru juga mengaku lebih
mudah dalam memberikan penjelasan kepada siswa. Selain itu, PJJ juga
membuat anak dan guru merasa jenuh, bahkan ada siswa yang putus sekolah
akibat kejenuhan yang dialami saat PJJ.

Angka vaksinasi yang tinggi membuat hampir seratus persen sekolah di
Indonesia sudah melakukan PTM. Ada yang melakukan PTM secara penuh, ada
juga yang masih melakukan PTM terbatas. Namun walaupum angka vaksinasi
sudah tinggi, seharusnya siswa, guru, tenaga kependidikan, dan pelaku
pendidikan lainnya tetap beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan.
Sebab, vaksinasi saja tidak cukup untuk menangkal Covid-19. Apalagi saat ini
muncul kasus hepatitis akut dan varian baru Covid-19.

Lengahnya penerapan protokol kesehatan menunjukkan bahwa aturan yang
tertuang dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran
di Masa Pandemi Covid-19 belum diimplementasikan dengan baik. Beberapa
kendalayang menghambatkeberhasilanimplementasi SKB tersebut diantaranya
kurangnya komunikasi dan kerja sama antar penyelenggara pendidikan, serta
kurangnya kesadaan warga satuan pendidikan untuk mengimplementasikan
aturan tersebut.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan
di sektor pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai proses
pembelajaran dan juga implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 diantaranya:

Pertama, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan Dewan Perwakilan
Rakyat perlu merumuskan visi misi pendidikan Indonesia pada aspek teknologi
dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU
Sisdiknas). Dalam draf terakhir RUU tersebut belum dirumuskan visi dan misi
tersebut. Padahal, pandemi jelas menunjukkan adanya ketimpangan dalam
penggunaan dan akses terhadap teknologi di Indonesia. Sementara dewasa
ini, teknologi bukan sesuatu yang dapat dihindari.
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Kedua, Kemendikbudristek, Kemeterian Agama, dan sektor privat yang
bergerak di dunia pendidikan perlu mendesain sistem pembelajaran campuran
yang terstruktur, terarah, dan menarik. Kondisi pandemi yang masih jauh dari
kepastian mengharuskan pelaku pendididikan termasuk guru dan tenaga
pendidikan untuk dapat bersikap fleksibel. Tidak ada jaminan bahwa PTM atau
PTM terbatas yang sedang berjalan saat ini tidak akan terhenti. Jika situasi
Covid-19 kembali memburuk, maka opsi pembelajarn yang terbaik adalah
pembelajaran campuran. Metode pembelajaran tersebut menggabungkan
kelebihan yang ada pada PTM dan PJJ. Studi juga menunjukkan bahwa
pembelajaran campuran memiliki potensi untuk meningkatkan hasil belajar
siswa.

Ketiga, Kemendikbudristek, Kemeterian Agama, Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan (LPTK), sektor privat, dan pemangku kepentingan lain terkait
perlu melakukan pemugaran terhadap LPTK dan Pendidikan Profesi Guru
(PPG). Banyak studi yang menunjukkan bahwa belum maksimalnya kualitas
LPTK dan PPG membuat guru menjadi tidak maksimal dalam memberikan
materi pelajaran pada siswa. Kondisi tersebut tentu berpengaruh pada hasil
belajar siswa. LPTK dan PPG yang berkualitas akan menghasilkan guru-guru
yang berkualitas pula. Dengan begitu, apapun jenis pembelajarannya, baik itu
PTM. PJJ, maupun pembelajaran campuran, guru akan tetap mampu mengajar
dengan maksimal.

Keempat, Kemendikbudristek dan Kementerian Agama dengan dibantu oleh
dinas terkait perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan SKB
4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi
Covid-19. Semua informan dalam penelitian ini manyatakan bahwa saat ini
aktivitas di satuan pendidikan sudah tidak terlalu memperhatikan penerapan
protokol kesehatan. Padahal, penerapan protokol kesehatan banyak di atur
dalam SKB tersebut. Pemerintah juga belum mengizinkan pembukaan masker
di ruang kelas.

Kelima, untuk memaksimalkan keberhasilan implementasi SKB 4 Menteri
tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19,
Kemendikbudristek, Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan dinas terkait
perlu memberikan dukungan bagi satuan pendidikan. Dukungan tersebut
dapat berupa bantuan finansial atau sarana prasarana sanitasi, kebersihan,

94 THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH



Menilik Persiapan Jelang Pemilu Tahun 2024 dan
Dinamika Kebijakan di Tahun Ketiga Pandemi Covid-19

dan kesehatan satuan pendidikan. Selain itu, pimpinan satuan pendidikan juga
perlu meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan semua warga sekolah,
termasuk guru dan tenaga kependidikan untuk mendorong keberhasilan
implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran
di Masa Pandemi Covid-19.

THE & NDONESIAN INSTITUTE 95

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH



THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi
kebijaksanaan Negara. Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.

Beetham, David. 1999. Democracy and Human Rights. Polity Press.
Belloni, M. L. 1999. Educagdo a Distdancia. Campinas-SP: Autores Associados.

Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20.
Bandung: Alumni.

Indrati, Maria Farida. 2007. /lmu Perundang-undangan. Yogyakarta. Kanisius.

Moore, M. G., & Kearsley, G. 2011. Distance Education: A Systems view of online learning
(3rd ed.). Belmont-US: Wadsworth Cengage Learning.

Mufiz, A. 1999. Pengantar Administrasi Negara. Jakarta: Universitas Terbuka Depdikbud

Neumann, W. Lawrance. 2014. Social Research Method: Qualitative and Quantitative
Approach. Edinburgh: Pearson Education Limited.

Norris, Pippa. 2015. Why Elections Fail. New York: Cambridge University Press.
Pasolong, Harbani. 2019. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Shidarta, Sulistyowati Irinato. 2009. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi.
Jakarta. Yayasan Obor Indonesia

Sukmadinata, N. S. 2018. Metode Penelitian Pendidikan. PT Remaja Rosdakarya.
Bandung. Cooperative: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia,
Edisi No. 02/April 2020.

Tangkilisan, H. N. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: Yayasan
Pembaruan Administrasi Publik.

Van Meter, D., & Van Horn, C. E. 1975. The Policy Implementation Process. Beverly Hill:
Sage Publication.

Wahab, S. A. 2008. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan
Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia.

Winarno, B. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: MedPress.

96



Daftar Pustaka

Jurnal dan Laporan

Akib, Haedar. 2010. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana". Jurnal
Administrasi Publik, Volume 1 No. 1.

Arifgi, M. M., & Junaedi, D. 2021. “"Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui
Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19". Al-Kharaj:
Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 3(2), 192-205.

Bahtiar, R. A. 2021. "Dampak pandemi covid-19 terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan
menengah serta solusinya”. Info Singkat, 13(10), 19-24.

Carolan, Liz and Wolf, Peter. 2017. Open Data in Electoral Administration. International
IDEA

Costa, R. D, Souza, G. F, Valentim, R. A,, & Castro, T. B. 2020. The Theory of Learning
Styles Applied to Distance Learning. Cognitive Systems Research, 64, 134-145.

Evitasari, A., & Utamaningtyas, S.2021. Pendampingan Penyusunan RPP “Satu Halaman”
bagi Guru Sekolah Dasar. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 1-14.

Hotijah, S. 2022. Persepsi Siswa Kelas X SMA terhadap Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 8928-8933.

Lanzavecchia, Beyer, S., Johanna, K., & Sophie, E. 2021. Vaccination Is Not Enough:
Understanding the Increase in Cases of Covid-19 in Chile despite a High
Vaccination Rate. Epidemiologia, 2(3), 377-390.

Maryanto, M., Chalim, M. A,, & Hanim, L. 2022. Upaya Pemerintah dalam Membantu
Pelaku Usaha UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19. Audi Et AP: Jurnal
Penelitian Hukum, 1(01), 1-11.

Mujianto, M., Ramaditya, M., Mustika, M., Tanuraharjo, H. H., & Maronrong, R. (2021).
“Dampak Pandemi Covid-19 Pada UMKM Warung Ritel Tradisional Di
Indonesia dan Strategi Bertahannya”. Jurnal STElI Ekonomi, 30(02), 60-74.

Nursuci, L. 2022. Implementasi SKB 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan
Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik
202072021 di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di SMA Negeri 1 Brang Rea).
Mataram: Universitas Mataram.

Pusat Kajian lImu Politik Universitas Indonesia. 2019. Evaluasi Proses Seleksi Anggota
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota (2018-2019). Depok: Universitas Indonesia.

Retnowati, R, Manongga, D. H. F,, & Sunarto, H. 2019. “Prinsip-Prinsip Open Government
Data Studi Kasus Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia”
Conference on Electrical Engineering, Telematics, Industrial Technology, and
Creative Media (CENTIVE), 1(1), 25-29. Diakses pada 3 Februari 2022, dari
http://conferences.ittelkom-pwt.ac.id/index.php/centive/article/view/5

THE & NDONESIAN INSTITUTE Q7

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH


http://conferences.ittelkom-pwt.ac.id/index.php/centive/article/view/5

Daftar Pustaka

Tenriangke, Adinda dkk. 2021. Makalah Kebijakan The Indonesian Institute
Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Berekspresi Warga Negara
terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia. https://www.
theindonesianinstitute.com/makalah-kebijakan-the-indonesian-institute-
mempromosikan-dan-melindungi-kebebasan-berekspresi-warga-negara-
terhadap-pemerintah-dalam-ruang-digital-di-indonesia-juni-2021-bahasa-
indonesia/

Tjia, E. C, Lim, A, Clarissa, C., Denali, G. L., Leonard, J., Gabrielle, J., ... & Kahfi, I. H.
(2021) “"Pengaruh Pandemi Terhadap Penjualan UMKM Sektor Makanan dan
Minuman di Kota Depok”. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Vol. 3 Nomor 1,
2021.

The Indonesian Institute. 2021. Enabling Civic Tech Ecosystems and Open Election Data
Readiness to Improve the Integrity of Elections in Indonesia. Diakses pada
3 Febrauri 2022, dari https://www.theindonesianinstitute.com/enabling-
civic-tech-ecosystems-and-open-election-data-readiness-to-improve-the-
integrity-of-elections-in-indonesia/

Wiratraman, Herlambang Perdana. 2010. “Dinamika Otonomi Daerah dalam
Pengembangan Model Partisipasi Publik Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Jurnal llmu Hukum Yuridika”, 128-150. https://e-journal.unair.
ac.id/YDK/article/view/250

Wolf, Peter. 2021. Open Data in Elections Why It Is Needed and What Can Be Done to
Make More Progress. International IDEA.

Internet

Anggriyani, Dewi Sukma. 2022. “Membedah Pemberdayaan yang Dapat Dilakukan
bagi UMKM". Diakses pada 15 Juni 2022, melalui https://www.ukmindonesia.
id/baca-deskripsi-posts/membedah-pemberdayaan-yang-dapat-dilakukan-
bagi-umkm/

Antara. 2022. Pembelajaran Tatap Muka dengan Kapasitas 100 Persen di Bekasi. Diakses
pada April 4, 2022, dari Antara: https://www.antaranews.com/foto/2800089/
pembelajaran-tatap-muka-dengan-kapasitas-100-persen-di-bekasi

Antaralateng. 2022. Banyumas Izinkan Sekolah Gelar PTM 100 Persen. Diakses pada
April 6, 2022, dari jateng.antaranews.com: https://jateng.antaranews.com/
berita/442153/banyumas-izinkan-sekolah-gelar-ptm-100-persen

Aristama, Faisal. 2022. "Ketua Komisi II: Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu Sudah
Diterima DPR". Diakses pada 11 April 2022 pukul 13.00 WIB, dari https://
politik.rmol.id/read/2022/01/19/520044/ketua-komisi-ii-surpres-calon-
anggota-kpu-bawaslu-sudah-diterima-dpr

Asosiasi Pedagang Indonesia. "APINDO UMKM AKADEMI". Diakses pada 15 Juni 2022
melalui https://aua.topkarir.com/

98 THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH


https://www.theindonesianinstitute.com/makalah-kebijakan-the-indonesian-institute-mempromosikan-dan-melindungi-kebebasan-berekspresi-warga-negara-terhadap-pemerintah-dalam-ruang-digital-di-indonesia-juni-2021-bahasa-indonesia/
https://www.theindonesianinstitute.com/makalah-kebijakan-the-indonesian-institute-mempromosikan-dan-melindungi-kebebasan-berekspresi-warga-negara-terhadap-pemerintah-dalam-ruang-digital-di-indonesia-juni-2021-bahasa-indonesia/
https://www.theindonesianinstitute.com/makalah-kebijakan-the-indonesian-institute-mempromosikan-dan-melindungi-kebebasan-berekspresi-warga-negara-terhadap-pemerintah-dalam-ruang-digital-di-indonesia-juni-2021-bahasa-indonesia/
https://www.theindonesianinstitute.com/makalah-kebijakan-the-indonesian-institute-mempromosikan-dan-melindungi-kebebasan-berekspresi-warga-negara-terhadap-pemerintah-dalam-ruang-digital-di-indonesia-juni-2021-bahasa-indonesia/
https://www.theindonesianinstitute.com/makalah-kebijakan-the-indonesian-institute-mempromosikan-dan-melindungi-kebebasan-berekspresi-warga-negara-terhadap-pemerintah-dalam-ruang-digital-di-indonesia-juni-2021-bahasa-indonesia/
https://www.theindonesianinstitute.com/enabling-civic-tech-ecosystems-and-open-election-data-readiness-to-improve-the-integrity-of-elections-in-indonesia/
https://www.theindonesianinstitute.com/enabling-civic-tech-ecosystems-and-open-election-data-readiness-to-improve-the-integrity-of-elections-in-indonesia/
https://www.theindonesianinstitute.com/enabling-civic-tech-ecosystems-and-open-election-data-readiness-to-improve-the-integrity-of-elections-in-indonesia/
https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/250
https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/250
https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/membedah-pemberdayaan-yang-dapat-dilakukan-bagi-umkm/
https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/membedah-pemberdayaan-yang-dapat-dilakukan-bagi-umkm/
https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/membedah-pemberdayaan-yang-dapat-dilakukan-bagi-umkm/
https://www.antaranews.com/foto/2800089/pembelajaran-tatap-muka-dengan-kapasitas-100-persen-di-bekasi
https://www.antaranews.com/foto/2800089/pembelajaran-tatap-muka-dengan-kapasitas-100-persen-di-bekasi
https://jateng.antaranews.com/berita/442153/banyumas-izinkan-sekolah-gelar-ptm-100-persen
https://jateng.antaranews.com/berita/442153/banyumas-izinkan-sekolah-gelar-ptm-100-persen
https://politik.rmol.id/read/2022/01/19/520044/ketua-komisi-ii-surpres-calon-anggota-kpu-bawaslu-sudah-diterima-dpr
https://politik.rmol.id/read/2022/01/19/520044/ketua-komisi-ii-surpres-calon-anggota-kpu-bawaslu-sudah-diterima-dpr
https://politik.rmol.id/read/2022/01/19/520044/ketua-komisi-ii-surpres-calon-anggota-kpu-bawaslu-sudah-diterima-dpr
https://aua.topkarir.com/

Daftar Pustaka

Azkiya Dihni, Vika. 2022. “Korban Kriminalisasi UU ITE Menurun pada 2021". katadata.
co.id. Diakses pada 8 April 2022, pukul 16.30 WIB. https://databoks.katadata.
co.id/datapublish/2022/03/29/korban-kriminalisasi-uu-ite-menurun-
pada-2021

Bank Indonesia. “Laporan Kebijakan Moneter Triwulan Ill, 2020". Diakses pada 9 Mei
2022, melalui https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-
Kebijakan-Moneter-Triwulan-I11-2020.aspx

Basyari, Igbal dkk. 2022. “Nasib Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi Kian
Suram”. kompas.id. Diakses pada 20 April 2022, pukul 10.30 WIB. https://www.
kompas.id/baca/polhuk/2022/03/31/pembahasan-ruu-pdp-tak-dilanjutkan

Bona, Maria Fatima. 2021. “Jokowi Tetapkan 11 Tim Pansel KPU dan Bawaslu". Diakses
pada 11 April 2022 pukul 13.00 WIB, dari https://www.beritasatu.com/
nasional/839403/jokowi-tetapkan-11-tim-pansel-kpu-dan-bawaslu

BPMI Setpres, 2022. "Presiden Terima Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu
2022-2027". Diakses pada 16 Juni 2022 pukul 10.00 WIB, dari https://www.
presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-terima-tim-seleksi-calon-anggota-
kpu-dan-bawaslu-2022-2027/

CNN Indonesia. 2022. Komisi Pendidikan DPR Akan Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka.
Diakses pada April 6, 2022, dari CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.
com/nasional/20220316165633-32-772182/komisi-pendidikan-dpr-akan-
evaluasi-pembelajaran-tatap-muka

CNN Indonesia. 2022. PTM 100 Persen Jakarta: 10.979 Sekolah Belajar Tatap Muka.
Diakses pada April 6, 2022, dari CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.
com/nasional/20220406081104-20-780905/ptm-100-persen-jakarta-10979-
sekolah-belajar-tatap-muka

Covid19.go.id. 2022. Situasi Covid-19 di Indonesia (Update per 14 Juni 2022).
Diakses pada 15 Juni 2022, dari Covid19.go.id: https://covid19.go.id/
artikel/2022/06/14/situasi-covid-19-di-indonesia-update-14-juni-2022

detik.com.(2022. 11 Sekolah di Parepare Jadi Klaster Covid-19, Disdik Waswas
Lanjutkan PTM. Diakses pada 6 April 2022, dari detik.com: https://www.detik.
com/sulsel/berita/d-5950680/11-sekolah-di-parepare-jadi-klaster-covid-19-
disdik-waswas-lanjutkan-ptm

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022. “Komisi Il Tetapkan Nama
Komisioner KPU-Bawaslu”. Diakses pada 11 April 2022 pukul 15.00 WIB, dari
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37656/t/Komisi+11+Tetapkan+Nama+
Komisioner+KPU-Bawaslu

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022. “Paripurna DPR Setujui Komisioner
KPU Bawaslu Periode 2022-2027". Diakses pada 18 April 2022 pukul 15.00
WIB, dari https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37682/t/Paripurna+DPR+Se
tujui+Komisioner+KPU+Bawaslu+Periode+2022-2027

THE 8 NDONESIAN INSTITUTE 99

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH


https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/29/korban-kriminalisasi-uu-ite-menurun-pada-2021
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/29/korban-kriminalisasi-uu-ite-menurun-pada-2021
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/29/korban-kriminalisasi-uu-ite-menurun-pada-2021
https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-III-2020.aspx
https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-III-2020.aspx
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/03/31/pembahasan-ruu-pdp-tak-dilanjutkan
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/03/31/pembahasan-ruu-pdp-tak-dilanjutkan
https://www.beritasatu.com/nasional/839403/jokowi-tetapkan-11-tim-pansel-kpu-dan-bawaslu
https://www.beritasatu.com/nasional/839403/jokowi-tetapkan-11-tim-pansel-kpu-dan-bawaslu
https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-terima-tim-seleksi-calon-anggota-kpu-dan-bawaslu-2022-2027/
https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-terima-tim-seleksi-calon-anggota-kpu-dan-bawaslu-2022-2027/
https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-terima-tim-seleksi-calon-anggota-kpu-dan-bawaslu-2022-2027/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220316165633-32-772182/komisi-pendidikan-dpr-akan-evaluasi-pembelajaran-tatap-muka
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220316165633-32-772182/komisi-pendidikan-dpr-akan-evaluasi-pembelajaran-tatap-muka
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220316165633-32-772182/komisi-pendidikan-dpr-akan-evaluasi-pembelajaran-tatap-muka
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220406081104-20-780905/ptm-100-persen-jakarta-10979-sekolah-belajar-tatap-muka
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220406081104-20-780905/ptm-100-persen-jakarta-10979-sekolah-belajar-tatap-muka
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220406081104-20-780905/ptm-100-persen-jakarta-10979-sekolah-belajar-tatap-muka
https://covid19.go.id/artikel/2022/06/14/situasi-covid-19-di-indonesia-update-14-juni-2022
https://covid19.go.id/artikel/2022/06/14/situasi-covid-19-di-indonesia-update-14-juni-2022
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5950680/11-sekolah-di-parepare-jadi-klaster-covid-19-disdik-waswas-lanjutkan-ptm
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5950680/11-sekolah-di-parepare-jadi-klaster-covid-19-disdik-waswas-lanjutkan-ptm
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5950680/11-sekolah-di-parepare-jadi-klaster-covid-19-disdik-waswas-lanjutkan-ptm
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37656/t/Komisi+II+Tetapkan+Nama+Komisioner+KPU-Bawaslu
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37656/t/Komisi+II+Tetapkan+Nama+Komisioner+KPU-Bawaslu
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37682/t/Paripurna+DPR+Setujui+Komisioner+KPU+Bawaslu+Periode+2022-2027
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37682/t/Paripurna+DPR+Setujui+Komisioner+KPU+Bawaslu+Periode+2022-2027

Daftar Pustaka

DPR RI. 2019. "RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. dpr.go.id. Diakses pada 12 April
2022, pukul 09.30 WIB. https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/244

DPR RI. 2022.”RUU tentang Pelindungan Data Pribadi". dpr.go.id. Diakses pada 5 Mei
2022, pukul 13.30 WIB. https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/353

Fakhrudin, Muhammad. 2021. “Timsel KPU-Bawaslu Janji Pertimbangkan Partisipasi
Publik". Diakses pada 16 Juni 2022 pukul 10.00 WIB, dari https://www.
republika.co.id/berita/r14814327/timsel-kpubawaslu-janji-pertimbangkan-
partisipasi-publik

Fimela. 2022. PTM 100 Persen di Jakarta Siap Diberlakukan, KPAl Temukan Masih Ada
Sekolah yang Kesulitan Jaga Jarak. Diakses pada 6 April 2022, dari Fimela.com:
https://www.fimela.com/info/read/4930361/ptm-100-persen-di-jakarta-
siap-diberlakukan-kpai-temukan-masih-ada-sekolah-yang-kesulitan-jaga-
jarak

Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia. 2022. “Upaya Priorotas untuk
UMKM Terdampak Covid-19". Diakses pada 17 Mei 2022, melalui https://
gapmmi.id/article/read/7621/upaya-priorotas-untuk-umkm-terdampak-
covid-19

Humas dan Protokol BPHN. 2021."DPR Bersama Pemerintah Tetapkan 40 RUU Prolegnas
Prioritas Tahun 2022". BPHN.go.id. Diakses pada 20 April 2022, pukul 14.30
WIB. https://www.bphn.go.id/pubs/news/read/2021120710044651/dpr-
bersama-pemerintah-tetapkan-40-ruu-prolegnas-prioritas-tahun-2022

Indah Savitri, Putu. 2022. “Baleg: Revisi UU ITE akan dibahas setelah RUU PDP".
antaranews.com. Diakses pada 22 April 2022, pukul 16.30 WIB. https://www.
antaranews.com/berita/2780321/baleg-revisi-uu-ite-akan-dibahas-setelah-
ruu-pdp

Informasi Statistik Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). 2022. Diakses pada 15
Juni 2022, melalui https://www.lpdb.id/

Jatengprov. 2021. UNICEF Apresiasi Pelaksanaan PTM Di Jateng. Diakses pada 6 April
2022, dari Jatengprov.go.id: https://jatengprov.go.id/publik/unicef-apresiasi-
pelaksanaan-ptm-di-jateng/

Kemendikbud RI. 2022. Webinar Pemulihan Layanan Pendidikan Dampak Pandemi
Covid-19. Diakses pada 15 Juni 2022, dari Kemendikbud RI: https://www.
youtube.com/watch?v=BDKnxvJNhnU

Kementerian Investasi/BKPM. “Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia”.
Diakses pada 7 April 2022, melalui https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/
detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia

Kementerian Keuangan. 2022. “Gernas BBl dengan Pemasaran Digital Diharapkan
Bantu UMKM Tumbuh Besar”. Diakses pada 17 Juni 2022, melalui https://www.
kemenkeu.go.id/publikasi/berita/gernas-bbi-dengan-pemasaran-digital-
diharapkan-bantu-umkm-tumbuh-besar/

100 THE 8 NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH


https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/244
https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/353
https://www.republika.co.id/berita/r148l4327/timsel-kpubawaslu-janji-pertimbangkan-partisipasi-publik
https://www.republika.co.id/berita/r148l4327/timsel-kpubawaslu-janji-pertimbangkan-partisipasi-publik
https://www.republika.co.id/berita/r148l4327/timsel-kpubawaslu-janji-pertimbangkan-partisipasi-publik
https://www.fimela.com/info/read/4930361/ptm-100-persen-di-jakarta-siap-diberlakukan-kpai-temukan-masih-ada-sekolah-yang-kesulitan-jaga-jarak
https://www.fimela.com/info/read/4930361/ptm-100-persen-di-jakarta-siap-diberlakukan-kpai-temukan-masih-ada-sekolah-yang-kesulitan-jaga-jarak
https://www.fimela.com/info/read/4930361/ptm-100-persen-di-jakarta-siap-diberlakukan-kpai-temukan-masih-ada-sekolah-yang-kesulitan-jaga-jarak
https://gapmmi.id/article/read/7621/upaya-priorotas-untuk-umkm-terdampak-covid-19
https://gapmmi.id/article/read/7621/upaya-priorotas-untuk-umkm-terdampak-covid-19
https://gapmmi.id/article/read/7621/upaya-priorotas-untuk-umkm-terdampak-covid-19
https://www.bphn.go.id/pubs/news/read/2021120710044651/dpr-bersama-pemerintah-tetapkan-40-ruu-prolegnas-prioritas-tahun-2022
https://www.bphn.go.id/pubs/news/read/2021120710044651/dpr-bersama-pemerintah-tetapkan-40-ruu-prolegnas-prioritas-tahun-2022
https://www.antaranews.com/berita/2780321/baleg-revisi-uu-ite-akan-dibahas-setelah-ruu-pdp
https://www.antaranews.com/berita/2780321/baleg-revisi-uu-ite-akan-dibahas-setelah-ruu-pdp
https://www.antaranews.com/berita/2780321/baleg-revisi-uu-ite-akan-dibahas-setelah-ruu-pdp
https://www.lpdb.id/
https://jatengprov.go.id/publik/unicef-apresiasi-pelaksanaan-ptm-di-jateng/
https://jatengprov.go.id/publik/unicef-apresiasi-pelaksanaan-ptm-di-jateng/
https://www.youtube.com/watch?v=BDKnxvJNhnU
https://www.youtube.com/watch?v=BDKnxvJNhnU
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/gernas-bbi-dengan-pemasaran-digital-diharapkan-bantu-umkm-tumbuh-besar/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/gernas-bbi-dengan-pemasaran-digital-diharapkan-bantu-umkm-tumbuh-besar/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/gernas-bbi-dengan-pemasaran-digital-diharapkan-bantu-umkm-tumbuh-besar/

Daftar Pustaka

Kokemuller, N. (n.d.). What Are the Positive & Negatives With Online Learning? Diakses
pada 6 April 2022, dari Seattlepi.com: https://education.seattlepi.com/
positive-negatives-online-learning-1138.html

Kompas Tv. 2022. Kasus Covid Menurun, Siswa Di Kabupaten Jembrana Mulai lkuti
PTM. Diakses pada 6 April 2022, dari Kompas Tv: https://www.kompas.tv/
article/277280/kasus-covid-menurun-siswa-di-kabupaten-jembrana-mulai-
ikuti-ptm

liputan6.com. 2022. Disdikbud Jateng: PTM Lancar, Tetap Wajib Prokes. Diakses pada
6 April 2022, dari Liputan6: https://jateng.liputan6.com/read/4929628/
disdikbud-jateng-ptm-lancar-tetap-wajib-prokes

Natalia, Fransisca. 2022. “Soal Revisi UU ITE Tak Kunjung Dibahas, DPR Ungkap
Alasannya”. kompas.tv. Diakses pada 22 April 2022, pukul 15.30 WIB. https://
www.kompas.tv/article/263469/soal-revisi-uu-ite-tak-kunjung-dibahas-dpr-
ungkap-alasannya

Oktaviani, Yoan. 2021. “Kronologi Perjalanan Panjang UU ITE”. kompas.id. Diakses
pada 22 April 2022, pukul 11.30 WIB https://kompaspedia.kompas.id/baca/
infografik/kronologi/kronologi-perjalanan-panjang-uu-ite

Open Parliement. 2021. “Laporan Perkembangan RUU Perlindungan Data Pribadi".
openparliament.id. Diakses pada 25 Maret 2022, pukul 08.30 WIB. https://
openparliament.id/2021/09/17/laporan-perkembangan-ruu-perlindungan-
data-pribadi/

Padek.jawapos.com. 2022. Pelanggaran Prokes di Sekolah Masih Marak. Diakses
pada 16 Juni 2022, dari padek.jawapos.com: https://padek.jawapos.com/
nasional/12/05/2022/pelanggaran-prokes-di-sekolah-masih-marak/

Perkumpulan Pemilu untuk Pemilu dan Demokrasi. 2021. “ICW, PERLUDEM, dan PUSAKO
Kirim Surat Keberatan Ke Presiden Terkait Unsur Pemerintah di Timsel KPU
Dan Bawaslu yang Tidak Sesuai dengan UU Pemilu”. Diakses pada 11 April
2022 pukul 14.00 WIB, dari https://perludem.org/2021/11/09/icw-perludem-
dan-pusako-kirim-surat-keberatan-ke-presiden-terkait-unsur-pemerintah-
di-timsel-kpu-dan-bawaslu-yang-tidak-sesuai-dengan-uu-pemilu/

Prayoga, Fadel. 2020. “5 Jenis UMKM yang Paling Terdampak Covid-19"
Diakses pada 8 Maret 2022, melalui https://economy.okezone.com/
read/2020/07/15/320/2246713/5-jenis-umkm-yang-paling-terdampak-
covid-19

Putra, Dwi Aditya. 2020. “Jamkrindo Ungkap Kendala Penjaminan Pinjaman Program
PEN". Diakses pada 15 Juni 2022, melalui https://www.liputan6.com/bisnis/
read/4370010/jamkrindo-ungkap-kendala-penjaminan-pinjaman-program-
pen

Ramadhan Firdaus, Fahmi. 2020. "Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi dalam
Pembentukan UU?” hukumonline.com. Diakses pada 17 Mei 2022, pukul
10.30 WIB. https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-tahap-mana-publik-
bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu--It5fa11a34d604b

THE  NDONESIAN INSTITUTE 101

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH


https://education.seattlepi.com/positive-negatives-online-learning-1138.html
https://education.seattlepi.com/positive-negatives-online-learning-1138.html
https://www.kompas.tv/article/277280/kasus-covid-menurun-siswa-di-kabupaten-jembrana-mulai-ikuti-ptm
https://www.kompas.tv/article/277280/kasus-covid-menurun-siswa-di-kabupaten-jembrana-mulai-ikuti-ptm
https://www.kompas.tv/article/277280/kasus-covid-menurun-siswa-di-kabupaten-jembrana-mulai-ikuti-ptm
https://jateng.liputan6.com/read/4929628/disdikbud-jateng-ptm-lancar-tetap-wajib-prokes
https://jateng.liputan6.com/read/4929628/disdikbud-jateng-ptm-lancar-tetap-wajib-prokes
https://www.kompas.tv/article/263469/soal-revisi-uu-ite-tak-kunjung-dibahas-dpr-ungkap-alasannya
https://www.kompas.tv/article/263469/soal-revisi-uu-ite-tak-kunjung-dibahas-dpr-ungkap-alasannya
https://www.kompas.tv/article/263469/soal-revisi-uu-ite-tak-kunjung-dibahas-dpr-ungkap-alasannya
https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kronologi-perjalanan-panjang-uu-ite
https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kronologi-perjalanan-panjang-uu-ite
https://openparliament.id/2021/09/17/laporan-perkembangan-ruu-perlindungan-data-pribadi/
https://openparliament.id/2021/09/17/laporan-perkembangan-ruu-perlindungan-data-pribadi/
https://openparliament.id/2021/09/17/laporan-perkembangan-ruu-perlindungan-data-pribadi/
https://padek.jawapos.com/nasional/12/05/2022/pelanggaran-prokes-di-sekolah-masih-marak/
https://padek.jawapos.com/nasional/12/05/2022/pelanggaran-prokes-di-sekolah-masih-marak/
https://perludem.org/2021/11/09/icw-perludem-dan-pusako-kirim-surat-keberatan-ke-presiden-terkait-unsur-pemerintah-di-timsel-kpu-dan-bawaslu-yang-tidak-sesuai-dengan-uu-pemilu/
https://perludem.org/2021/11/09/icw-perludem-dan-pusako-kirim-surat-keberatan-ke-presiden-terkait-unsur-pemerintah-di-timsel-kpu-dan-bawaslu-yang-tidak-sesuai-dengan-uu-pemilu/
https://perludem.org/2021/11/09/icw-perludem-dan-pusako-kirim-surat-keberatan-ke-presiden-terkait-unsur-pemerintah-di-timsel-kpu-dan-bawaslu-yang-tidak-sesuai-dengan-uu-pemilu/
https://economy.okezone.com/read/2020/07/15/320/2246713/5-jenis-umkm-yang-paling-terdampak-covid-19
https://economy.okezone.com/read/2020/07/15/320/2246713/5-jenis-umkm-yang-paling-terdampak-covid-19
https://economy.okezone.com/read/2020/07/15/320/2246713/5-jenis-umkm-yang-paling-terdampak-covid-19
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4370010/jamkrindo-ungkap-kendala-penjaminan-pinjaman-program-pen
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4370010/jamkrindo-ungkap-kendala-penjaminan-pinjaman-program-pen
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4370010/jamkrindo-ungkap-kendala-penjaminan-pinjaman-program-pen
https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu--lt5fa11a34d604b
https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu--lt5fa11a34d604b

Daftar Pustaka

Republika. 2021. “DPR Akui Sudah Terima Surpres Revisi UU ITE". republika.co.id.
Diakses pada 21 April 2022, pukul 14.10 WIB. https://www.republika.co.id/
berita/rdm4pm436/dpr-akui-sudah-terima-surpres-revisi-uu-ite

Republika.co.id. 2022. Ditemukan Klaster Sekolah, Banyumas Kembali Berlakukan PTM
50 Persen. Diakses pada 6 April 2022, dari republika.co.id: https://republika.
co.id/berita/r6pp6f291/ditemukan-klaster-sekolah-banyumas-kembali-
berlakukan-ptm-50-persen

Republika.co.id. 2022. Bali Kembali Terapkan Pembelajaran Tatap Muka. Diakses pada
6 April 2022, dari Republika.id: https://www.republika.co.id/berita/rotl42314/
bali-kembali-terapkan-pembelajaran-tatap-muka

Septianingsih. 2020. “Bantu Pelaku Usaha, Apindo Luncurkan UMKM Akademi”. Diakses
pada 2 Juni 2022, melalui https://www.republika.co.id/berita/qc2r20383/
bantu-pelaku-usaha-apindo-luncurkan-umkm-akademi

Sindonews.com. 2022. Hari Ini, Kota Tangerang Berlakukan Pembelajaran Tatap
Muka 100%. Diakses pada 6 April 2022, dari Sindonews.com: https://metro.
sindonews.com/read/732627/171/hari-ini-kota-tangerang-berlakukan-
pembelajaran-tatap-muka-100-1649034274

Triatmojo, Danang. 2021. "629 Orang Lulus Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU
dan Bawaslu untuk Periode 2022-2027". Diakses pada 15 Juni 2022 pukul
10.00 WIB, dari https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/17/629-
orang-lulus-seleksi-administrasi-calon-anggota-kpu-dan-bawaslu-untuk-
periode-2022-2027

Triatmojo, Danang. 2021. "Pendaftar yang Gugur Tak Diberi Masa Sanggah, Timsel KPU-
Bawaslu Berikan Penjelasan”. Diakses pada 15 Juni 2022 pukul 10.00 WIB, dari
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/17/pendaftar-yang-gugur-
tak-diberi-masa-sanggah-timsel-kpu-bawaslu-berikan-penjelasan

Tondi Martaon, Anggi. 2022. “Pembahasan RUU PDP Belum Ada Kemajuan”. medcom.
id. Diakses pada 25 Mei 2022, pukul 14.12 WIB. https://www.medcom.id/
nasional/politik/xkEZGprK-pembahasan-ruu-pdp-belum-ada-kemajuan

vaksin.kemkes.go.id. 2022. Vaksinasi Covid-19 Nasional. Diakses pada 15 Juni 2022,
dari vaksin.kemkes.go.id: https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines

102 THE 8 NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH


https://www.republika.co.id/berita/r4m4pm436/dpr-akui-sudah-terima-surpres-revisi-uu-ite
https://www.republika.co.id/berita/r4m4pm436/dpr-akui-sudah-terima-surpres-revisi-uu-ite
https://republika.co.id/berita/r6pp6f291/ditemukan-klaster-sekolah-banyumas-kembali-berlakukan-ptm-50-persen
https://republika.co.id/berita/r6pp6f291/ditemukan-klaster-sekolah-banyumas-kembali-berlakukan-ptm-50-persen
https://republika.co.id/berita/r6pp6f291/ditemukan-klaster-sekolah-banyumas-kembali-berlakukan-ptm-50-persen
https://www.republika.co.id/berita/r9tl42314/bali-kembali-terapkan-pembelajaran-tatap-muka
https://www.republika.co.id/berita/r9tl42314/bali-kembali-terapkan-pembelajaran-tatap-muka
https://www.republika.co.id/berita/qc2r2o383/bantu-pelaku-usaha-apindo-luncurkan-umkm-akademi
https://www.republika.co.id/berita/qc2r2o383/bantu-pelaku-usaha-apindo-luncurkan-umkm-akademi
https://metro.sindonews.com/read/732627/171/hari-ini-kota-tangerang-berlakukan-pembelajaran-tatap-muka-100-1649034274
https://metro.sindonews.com/read/732627/171/hari-ini-kota-tangerang-berlakukan-pembelajaran-tatap-muka-100-1649034274
https://metro.sindonews.com/read/732627/171/hari-ini-kota-tangerang-berlakukan-pembelajaran-tatap-muka-100-1649034274
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/17/629-orang-lulus-seleksi-administrasi-calon-anggota-kpu-dan-bawaslu-untuk-periode-2022-2027
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/17/629-orang-lulus-seleksi-administrasi-calon-anggota-kpu-dan-bawaslu-untuk-periode-2022-2027
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/17/629-orang-lulus-seleksi-administrasi-calon-anggota-kpu-dan-bawaslu-untuk-periode-2022-2027
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/17/pendaftar-yang-gugur-tak-diberi-masa-sanggah-timsel-kpu-bawaslu-berikan-penjelasan
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/17/pendaftar-yang-gugur-tak-diberi-masa-sanggah-timsel-kpu-bawaslu-berikan-penjelasan
https://www.medcom.id/nasional/politik/xkEZGprK-pembahasan-ruu-pdp-belum-ada-kemajuan
https://www.medcom.id/nasional/politik/xkEZGprK-pembahasan-ruu-pdp-belum-ada-kemajuan

THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Profil Tim Penulis

Adinda Tenriangke Muchtar — Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research. Adinda menyelesaikan studi PhD Studi
Pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru (2017)
dengan beasiswa NZAID. Adinda mendapatkan Master of International Studies
dari The University of Sydney (2003) dengan beasiswa AusAID dan gelar
Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP Ul (2001). Fokus
kajiannya adalah pembangunan dan kebijakan publik, demokrasi dan tata
kelola pemerintahan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan
internasional.

Arfianto Purbolaksono - Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono (Anto), adalah Manajer Riset dan Program The
Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TIl). Anto mendapatkan
gelar Magister [Imu Politik di Univesitas Indonesia pada bulan Februari tahun
2020. Sebelumnya, ia mendapatkan gelar Sarjana llmu Politik dari Universitas
Jenderal Soedirman. Anto memiliki minat pada isu-isu tentang demokrasi,
pertahanan, HAM, dan digital politics.

Ahmad Hidayah — Peneliti Bidang Politik

Ahmad Hidayah (Ahmad) adalah peneliti bidang politik The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (Tll). Ahmad memperoleh gelar sarjana di
Univesitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2014 di
jurusan Illmu Politik. Ahmad melanjutkan studi Magister llmu Politik dengan
konsentrasi perempuan dan politik di Universitas Indonesia (Ul) pada tahun
2017 dan lulus pada tahun 2020. Ahmad tertarik dengan isu — isu partai politik,
kepemiluan serta perempuan dan politik.

Hemi Lavour Febrinandez - Peneliti Bidang Hukum

Hemi Lavour Febrinandez (Hemi), adalah Peneliti Bidang Hukum di The
Indonesian Institute (TIl), Center for Public Policy Research. Memperoleh gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Tahun 2018. Fokus
kajian yang saat ini hemi tekuni terkait dengan penataan regulasi hukum
digital (cyberlaw), penataan regulasi dan peraturan perundang-undangan,
perlindungan HAM, dan korupsi politik.

103



Profil Tim Penulis

Nisaaul Muthiah - Peneliti Bidang Sosial

Nisaaul Muthiah (Nisa) adalah peneliti bidang sosial The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (Tll). Nisa merupakan alumni Departemen
Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan lulus dari jurusannya
pada 2018. Sebelum menjadi peneliti bidang sosial di The Indonesian Institute,
Nisa juga sempat bekerja sebagai asisten peneliti di beberapa lembaga. Nisa
pernah melakukan penelitian bertemakan kognisi anak yang berjudul "Asosiasi
antara Karakteristik Anak, Status Sosial Ekonomi Keluarga dan Kognisi Anak
di Indonesia: Analisis Data Sekunder Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga
Indonesia (SAKERTI-5)". Fokus kajian Nisa adalah soal pendidikan, kemiskinan,
kesehatan publik, gender, dan budaya.

Nuri Resti Chayyani — Peneliti Bidang Ekonomi

Nuri Resti Chayyani (Nuri) adalah peneliti bidang ekonomi The Indonesian
Institute, Center for Public Policy Research (TIl). Nuri menyelesaikan S1 Ekonomi
Pembangunan, Universitas Lampung, pada tahun 2018. Nuri melanjutkan
program magister di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2020.
Sebelum menjadi Peneliti Bidang Ekonomi pada The Indonesian Institute,
Nuri memiliki pengalaman menjadi asisten dosen pada mata kuliah Evaluasi
Proyek selama dua semester. Nuri memiliki beberapa pengalaman penelitian,
diantaranya tentang strategi ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten
Pringsewu Lampung, dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
Fokus kajian yang diminati Nuri adalah perencanaan pembangunan wilayah,
dan keuangan daerah

104 THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH



THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Profil Lembaga

THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TIl) adalah lembaga penelitian kebijakan publik
(Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004
oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TIl merupakan
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kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII
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publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.
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Panduan Penyelenggaraan Pemb

Tl selalu berkomitmen untuk memberikan masukan unti

kontekstual, relevan, dan dapat diterapkan di Indonesia, termasu el

kebijakan tengah tahun ini. Kami mendorong agar rekomendasi kebijakan dal
kebijakan ini juga ikut berkontribusi dalam mendorong proses kebijakan yang
demokratis, transparan, akuntabel, inklusif, partisipatif, berintegritas, serta berdampak
positif, memberdayakan dan berkelanjutan dengan perspektif gender, hukum, dan HAM
di Indonesia.
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